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HIRWAN ARDIANSYAH (B111 13 309) dengan judul “Analisis Yuridis
Terhadap Pembatalan Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan
Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo Putusan Pengadilan
Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.pst.)”. Di bawah bimbingan Ahmadi Miru
sebagai Pembimbing I dan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan hakim  yang
menyatakan bahwa Russel Vince mempunya Legal Standing sebagai pihak
Penggugat untuk pembatalan pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga telah sesuai
degan Undang-undang Nomot 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan untuk
mengetahui konsekuensi yuridis terhadap pembatalan pendaftaran Merek Cap
Kaki Tiga dalam Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor
85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Nomor
582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo Putusan Pengadilan Niaga Nomor
66/Merek/2012/PN Jkt.Pst.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative legal research)
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual
approach).
Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Jo.
Pasal 6 ayat (3) huruf (b); Pasal 69 Jo. Penjelasan Pasal 5 huruf (a) dari UUM
2001, serta berdasarkan prinsip National Treatment Pasal 4 TRIPS (Persetujuan
tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual/Agreement on
Trade in Counterfeit Goods), maka penulis berpendapat bahwa Russel Vince
yang merupakan seorang berkewarganegaraan Inggris tidak memiliki Legal
Standing sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan
pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga” milik Wen Ken Drug. Juga berdasarkan
prinsip point d’interest, point d’action, Russel Vince tidaklah memiliki kepentingan
hukum langsung maupun tidak langsung terhadap objek gugatan. Seharusnya
pihak yang memiliki kepentingan (Legal Standing) mengajukan pembatalan
pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga” adalah negara Isle of Men (colony Negara
Inggris) yang merasa Lambang/Symbol/Mata Uang negaranya di tiru oleh Wen
Ken Drug. (2) Konsekuensi yuridis dari putusan Putusan Mahkamah Agung
Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan
Mahkamah Agung Nomor Tingkat Kasasi 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo Putusan
Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek /2012/PN.Jkt.Pst., dengan dibatalkannya
merek “Cap Kaki Tiga”, berarti dihapuskannya merek “Cap Kaki Tiga” dalam
daftar umum merek, dengan dihapuskannya suatu merek dalam daftar umum
merek, maka konsekuensi yuridis yang timbul adalah berakhirnya masa
perlindungan terhadap merek “Cap Kaki Tiga”.
Berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek “Cap Kaki Tiga”, maka berakhir
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A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat saat ini dalam memilih sesuatu barang atau jasa melihat
dari segi efisiensi. Sebagian alasan itulah yang membuat perusahaan-
perusahaan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan atau
mengembangkan suatu produk yang dapat menarik perhatian masyarakat,
hal tersebut ditunjang juga dengan perkembangan teknologi yang semakin
pesat. Tingginya minat masyarakat saat ini untuk memenuhi kebutuhan
hidup mereka, membuat perdagangan dalam hal ekonomi nasional terus
mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut membuat penyedia
barang dan/atau jasa semakin berusaha menciptakan produk yang dapat
menunjang kehidupan masyarakat saat ini.1
Oleh karena itu, perusahaan harus mengembangkan strategi
pemasarannya agar tetap bertahan di tengah-tengah gelombang
persaingan untuk memasuki pasar yang cukup tinggi. Satu yang tidak
boleh dilupakan oleh perusahaan adalah konsumen, perlu disadari bahwa
perubahan gaya hidup saat ini menyebabkan konsumen juga mempunyai
cara sendiri dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Gaya hidup juga
sudah menjadi panutan bagi orang-orang yang mengenalnya, karena
1 Iswi Hariyani. 2010. Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaaan Intelektual) Yang
Benar., Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010. hlm.14.
2dengan seperti itu akan tampak cara hidup yang mereka inginkan, sesuai
kebutuhan mereka tanpa harus memikirkan orang lain.2
Studi tentang Hak Kekayaan Intelektual meliputi banyak hal, mulai
tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, intergrated circuits
sampai pada varietas tanaman. HKI menjadi sangat penting untuk
meningkatkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa
kesejahteraan umat manusia.3
Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu
hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud,
dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang/jasa satu
sama lain.4 Merek menjadi salah satu faktor penunjang kesuksesan para
pelaku usaha. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan
jaminan akan kualitas (a guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang
dihasilkan dan mencegah tidakan persaingan yang tidak jujur dari
pengusaha lain. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan
pemasaran karena public sering mengaitkan suatu image, kualitas, dan
reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat
menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali
merek yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih
bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.5
2 Arifitri. Makalah Perdagangan. http://tugasarifitri.blogspot.co.id/p/makalah-
perdagangan.html
3 OK. Saidin. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property
Rights). Jakarta: Raja Grafindo Persada.. hlm.1.
4 Ibid., hlm. 329.
5 Rahmi Jened. 2015. HUKUM MEREK (TRADEMARK LAW) : Dalam Era Global &
Integrasi Ekonomi. Jakarta: Prenamedia Group. hlm. 3. (untuk selanjutnya disebut Rahmi
Jened I)
3Berbagai instrumen hukum baik nasional maupun Internasional telah
mencoba memformulasikan perlindungan merek sebagai bagian dari HKI,
baik mengenai hak ekslusif bagi pemilik merek maupun bagi konsumen.
Konvensi dan peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk
menjamin keseimbangan antara kepentingan para pihak yakni produsen,
konsumen dan pelaku usaha.
Diperolehnya perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar
merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran Merek. Asumsi ini
didasarkan pada pandangan bahwa merek merupakan salah satu hak
kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan
peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa dalam kegiatan
perdagangan dan penanaman modal. Selain itu merek juga memiliki peran
penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.6
Berlandaskan dari kesadaran tersebut, di Indonesia telah dibuat
undang-undang khusus tentang merek yaitu Undang-Undang  No. 21
Tahun  1961 Tentang Merek,  tetapi  dalam prakteknya masih
mengandung kelemahan atau kekurangan-kekurangan ekonomi
perdagangan pasar bebas. Sistem yang dianut dalam undang-undang No.
21 Tahun 1961 Tentang Merek adalah sistem deklaratif dengan
menekankan perlindungannya kepada pihak yang pertama kali memakai
(first use principle) dan tidak pada pihak yang pertama kali mendaftar.
6 Lihat Konsideran Undang-Undang No.15 Tahun 1995 tentang Merek bagian
Menimbang butir b yang diatur: “bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan
konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, terutama dalam
menjaga persaingan usaha yang sehat”.
4Prinsip ini mengandung arti bahwa bagaimana pendaftaran suatu
merek pada Direktorat Merek hanya merupakan anggapan adanya hak
eksklusif suatu merek bagi pihak yang mendaftarkan, sampai kemudian
terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama
atas merek tersebut. Hal tersebut sangat berbeda dengan sistem yang
dianut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (untuk
selanjutnya disingkat UUM 2001), yang menganut sistem First to file,
dimana perlindungan hukum ditekankan perlindungannya kepada pihak
pemilik merek terdaftar dan pada pihak yang pertama kali mendaftar.
Dalam UUM 2001 juga mengatur mengenai perlindungan merek terkenal.
Sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual merek memiliki fungsi
sangat penting dan strategis. Fungsi merek tidak hanya sekadar untuk
membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga
berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya,
khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (well-known
marks).
Aturan hukum mengenai merek telah mengalami enam kali
perubahan yaitu  pada tahun 1992, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992
Tentang Merek diundangkan menggantikan Udang-Undang No. 21 Tahun
1961 Tentang Merek. Tahun 1997, Undang-undang No.19 Tahun 1992
Tentang Merek diubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang
No.14 Tahun 1997 Tentang Merek dengan mempertimbangkan aspek-
aspek dari TRIPs.7 Pada perkembangannya, pada forum Internasional
7 Perubahan pada masa ini terkait dimuatnya perlindungan atas indikasi asal dan
5terdapat perubahan signifikan dalam perdagangan yaitu terbentuknya
World Trade Organization (WTO) tahun 1995. WTO membuat ketentuan
tentang perdagangan di bidang HKI yaitu Agreement of Trade Related
Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs), hal ini berpengaruh bagi
negara yang meratifikasi persetujuan pembentukan WTO tidak terkecuali
Indonesia. Pada Tahun 2001, UUM 2001 berhasil diundangkan oleh
pemerintah sebagai penyesuaian dengan persetujuan WTO.8 Undang-
undang tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah
diatur dalam aturan terdahulu. Beberapa perubahan penting yang
tercantum dalam UUM 2001 adalah penetapan sementara pengadilan,
perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga
dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan
alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.
Pada Tanggal 25 November 2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis berhasil diundangkan oleh
pemerintah. Salah satu yang menjadi pertimbangan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi
Geografis adalah bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan
konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek
dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga
persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta
pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam
geografis dan terkait perlindungan merek terkenal.
8 Laina Rafianti, S.H., M.H, Perkembangan Hukum Merek di Indonesia.
6negeri.9 Beberapa perubahan penting yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah
Undang-undang terbaru memperluas merek yang akan didaftarkan. Di
antaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek
hologram. Proses pendaftaran menjadi lebih singkat.  Menteri memiliki hak
untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut
merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan
agama, sedangkan untuk pemilik merek terdaftar tersebut dapat
mengajukan keberatannya melalui gugatan ke PTUN. Merek terkenal
dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan. Memuat
pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam
keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. Pada UUM 2001 hanya
menyinggung sedikit mengenai indikasi geografis, kemudian pada
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi
Geografis ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB
(Pasal 53 sampai dengan 71).10
Pada saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
Dan Indikasi Geografis telah sah diberlakukan di Indonesia mengantikan
UUM 2001, akan tetapi pada penilitian yang akan dilakukan penulis akan
membahas  sebuah penelitian hukum normatif terhadap sebuah kasus
sengketa merek pada saat masih berlakunya UUM 2001. Oleh karena itu
9 Lihat Konsideran Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek  Dan Indikasi
Geografis bagian Menimbang butir a
10 Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru. Diakses dari
http://www.hukumonline.com pada tanggal 15 Desember 2016.
7pada penilitian hukum kali ini akan berdasar dan membahas lebih dalam
tentang UUM 2001.
Sebagaimana diatur dalam UUM 2001 Pasal 1 Angka (1), “merek
adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki
daya pembeda warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan
barang atau jasa. Merek dagang yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang
sejenis lainnya.”11 Terhadap batasan pengertian merek dagang di atas,
terlihat bahwa merek dagang merupakan tanda yang digunakan pada
barang yang diperdagangkan dan sudah didaftarkan pada Dirjen Hak
Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disingkat Dirjen HKI) .
Status merek yang telah didaftarkan di Dirjen HKI telah memiliki
kekuatan hukum dengan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang
merek yang sah. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan
oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum
Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek
tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Kompleksitas dari aturan hukum mengenai merek telah menjamin
kepastian hukum dalam beberapa hal, namun tidak menutup
kemungkinan adanya persengketaan merek.
11 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek pasal 1 Angka (1)
8Salah satu perkara merek yang akan dibahas oleh penulis dalam
penelitian ini yaitu sengketa merek antara “Wen Ken Drug dan Russel
Vince terkait penggunaan merek Cap Kaki Tiga”. Objek dari penelitian ini
merupakan perkara pembatalan pendaftaran  merek dalam Putusan
Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt.Sus-
HKI/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 582
K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo Putusan Pengadilan Niaga Nomor
66/Merek/2012/PN.Jkt.pst.  Perkara ini bermula pada saat RUSSEL
VINCE, seorang berkewarganegaraan Inggris dengan Nomor Pasport
099182039, mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek ke
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd,
sebagai pemilik merek “Cap Kaki Tiga”.
Bahwa berdasarkan Pasal 80 Angka (1) dan (2) UUM 2001
menjelaskan :
(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua
Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau
domisili Terguga;
(2) Dalam hal Tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia,
gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat.
WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd dalam hal ini sebagai Tergugat adalah
Badan Hukum asing yang berkedudukan di Singapura, maka berdasarkan
ketentuan Pasal di atas adalah berkesesuaian dengan hukum jika gugatan
ini diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.
9RUSSEL VINCE mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran
merek terhadap merek WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd yakni “Cap Kaki Tiga”
dengan Sertifikat Merek No.lDM000241894 tanggal 24 Maret 2010,
dengan alasan Merek Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug
merupakan merupakan tiruan atau menyerupai Lambang Negara “Isle Of
Man” yang digunakan dalam bendera dan/atau mata uang Negara,
dimana Negara Isle Of Man berdiri jauh sebelum merek cap kaki tiga
terdaftar di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 6 Angka (3) huruf b UUM 2001 mengatur sebagai
berikut:
"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
Merek tersebut (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau
singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem
negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”
Berdasar adanya kemiripan antara Logo Cap Kaki Tiga dengan
lambang Negara/ simbol/ bendera/ mata uang dari Negara Isle Of Man,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Angka (3) huruf b UUM 2001,
maka seharusnya Dirjen HKI menolak Permohonan Pendaftaran Merek
Cap Kaki Tiga.
Berdasakan ketentuan Pasal 68 Angka (1) dan (2) Jo. Pasal 6 Angka
(3) huruf (b); Pasal 69 Jo. Penjelasan Pasal 5 huruf (a) dari UUM 2001,
Pasal 4 TRIPS (Persetujuan tentang Aspek- Aspek Dagang Hak Atas
Kekayaan Intelektual / Agreement on Trade in Counterfeit Goods) serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim
pada tingkat pengadilan niaga memenangkan pihak Penggugat yaitu
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RUSSEL VINCE dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor
66/Merek/2012/PN.Jkt.pst.
Merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
pihak WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd pun mengajukan permohonan kasasi
pada tanggal 26 Juni 2013 ke Mahkamah Agung, sebagaimana ternyata
dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29 K/Pdt.Sus-
Haki/2013/PN.NiagaJkt.Pst. berdasarkan alasan Judex Facti Tingkat
Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Pasal  68 jo. Pasal  6
Angka (3) Huruf b UUM 2001 Perihal Pihak Yang Berkepentingan Dalam
Kaitannya Dengan Prinsip National Treatment Pasal  4 TRIPs.
Bahwa mencermati eksistensi Pasal 4, 5, dan 6 di atas, maka
Termohon Kasasi dahulu Penggugat jelas tidak memiliki kepentingan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6 UUM 2001 karena
Termohon Kasasi dahulu Penggugat bukan pemilik merek terdaftar dan
bukan pemilik merek terkenal serta bukan pula pemohon pendaftar merek,
atau apabila secara khusus gugatan mengacu pada Pasal  5 UUM 2001
maka pihak yang berkepentingan/berwenang mengajukan gugatan
adalah: Jaksa, Yayasan/lembaga di bidang perlindungan konsumen dan
Majelis/lembaga keagamaan. Selanjutnya, makna frase "antara lain"
dalam penjelasan Pasal 68 apabila dihubungkan dengan Pasal  5 UUM
2001 adalah harus dimaknai dari sudut kepentingan siapa yang dirugikan
dengan terdaftarnya merek “Cap Kaki Tiga” dan dalam konteks ini
mengingat merek “Cap Kaki Tiga” dianggap terkait dengan simbol Negara
Isle of Man maka secara hukum makna Frase "antara lain" tersebut
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adalah Negara Isle of Man atau Kerajaan Inggris sebagai Negara
pengampu dari Negara Isle of Man sehingga jelas dalam perkara a quo
Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah bukan pihak yang memiliki
kepentingan yang dirugikan dengan adanya Pendaftaran “Merek Cap Kaki
Tiga” di Indonesia.
Namun permohonan kasasi WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd ditolak
oleh Majelis Hakim melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 582
K/Pdt.Sus-HaKI/2013. Dengan alasan, “bahwa sekalipun tidak ada pihak
yang mengajukan keberatan terhadap lambang/simbol sesuatu Negara i.c
Negara Isle Of Man, disebabkan secara faktuil nampak jelas cap kaki tiga
adalah lambang Negara Isle Of Man, maka Direktorat Merek harus
menolak dan tidak mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga”.
Terkait Putusan Kasasi tersebut, pihak WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd
kembali melakukan upaya hukum, yaitu dengan melakukan permohonan
peninjauan kembali. Akan tetapi ternyata bukti-bukti peninjauan kembali
yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai
bukti baru yang bersifat menentukan, sehingga sekali lagi pemohonan
pihak WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd ditolak oleh majelis hakim melalui
Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.
Berdasarkan UUM 2001 bahwa pihak yang dapat menjadi penggugat
dalam suatu sengketa merek adalah pihak yang memiliki kepentingan
dalam hal ini diartikan sebagai pihak yang memiliki legal standing.
Mengaitkan dengan kasus sengketa merek “Cap Kaki Tiga”, perlu di
bahas lebih lanjut, apakah Russel Vince berhak untuk mewakili Isle of
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Man dalam sengketa merek “Cap Kaki Tiga”. Sehingga dapat dikatakan
Russel Vince memiliki legal standing sebagai Penggugat berdasarkan
UUM 2001.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis akan melakukan
penelitian lebih lanjut tentang perkara penghapusan merek “Cap Kaki
Tiga” dalam Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali
Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Tingkat
Kasasi Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo Putusan Pengadilan Niaga
Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.pst.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu:
1. Apakah keputusan hakim yang menyatakan bahwa Russel Vince
mempunyai Legal Standing sebagai penggugat untuk pembatalan
pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga telah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap pembatalan pendaftaran
Merek Cap Kaki Tiga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 85
PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 582




Berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui keputusan hakim yang menyatakan bahwa
Russel Vince mempunyai Legal Standing sebagai penggugat untuk
pembatalan pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga telah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap pembatalan
pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan Mahkamah
Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo Putusan Pengadilan
Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
khazanah ilmu dalam lapangan hukum khususnya terhadap
permasalahan mengenai merek.
2. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi
masyarakat, pelaku bisnis atau praktisi hukum dan instansi terkait
yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual yaitu Dirjen HKI atau




A. Ruang Lingkup Kajian Merek dan Persyaratannya
1. Pengertian Umum Tentang Merek
Beberapa kalangan mengartikan merek sebagai nama, istilah, logo,
tanda atau lambang dan kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut
yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang-barang atau jasa dari
seorang penjual atau kelompok penjual untuk membedakannya dari
produk pesaing.
Menurut para ahli, definisi merek adalah:12
a. Pengertian merek menurut Purwo Sutjipto, adalah suatu tanda untuk
mempribadikan suatu benda tertentu, sehingga dapat dibedakan
dengan benda lainyang sejenisnya.
b. Menurut R. Soekardono, pengertian merek adalah suatu tanda yang
mempribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga
dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam
perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau
diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain
c. Vollmar mengemukakan pengertian merek, suatu merek pabrik atau
merek perniagaan ialah suatu tanda yang bubuhkan di atas barang
atau di atas bungkusannya, yang berguna untuk membedakan barang
yang satu dengan barang-barang sejenis lainnya.
12 O.K Saidin, Op.cit.
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d. Pengertian merek menurut Essel R Dillavou, merek adalah suatu
lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam
bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang
pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang
khususnya dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk
memakainya, desain atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi
sekarangitu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.
e. Menurut Harsono Adisumarto, pengertian merek adalah tanda
pengenal yang membedakan milik seseorang dengan orang lain,
seperti pada pemilikan ternak dengan memberi cap pada punggung
sapi yang kemudian dilepaskan ditempat penggembalaaan bersama
yang luas. Cap tersebut itu memang merupakan tanda pengenal untuk
menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan tersebut telah ada
pemiliknya. Biasanya dalam membedakan tanda atau merek
digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.
f. Menurut Philip S James, pengertian merek dagang adalah suatu
tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk
menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang
kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu
penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan
kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika
barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.
Secara yuridis, pengertian merek sebagaimana yang telah diatur
dalam Pasal 1 Angka (1) UUM 2001:
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“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”
Secara yuridis, pengertian merek sebagaimana yang telah diatur
dalam Pasal 1 Angka (1) UUM 2016 :
“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa
gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam
bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram,
atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk
membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang
atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau
jasa.”13
UUM 2016 memperluas pengertian merek, bukan hanya merek dua
dimensi seperti yang dikenal dalam UUM 2001, tetapi juga termasuk
merek 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, juga kombinasi dari 2 (dua) atau
lebih unsur tersebut. Secara universal, hal tersebut bukanlah terobosan
baru dalam dunia merek, saat ini terjadi perkembangan yang pesat di
bidang merek menyakut tanda yang digunakan yang saat ini mencangkup:
Merek berupa aroma (scent), Merek berupa suara (sound), Merek berupa
warna (colour), Merek berupa tanda tangan (signature), Merek berupa
bentuk (shape).14
Merek berupa suara telah diperoleh British Broadcasting Company
(BBC) untuk jingle yang digunakan pertama kali pada tahun 1927 dan
terdaftar pada 1947. Selain itu motor besar, Harley Davidson telah
menggunakan deru motornya sejak 1994 dan berhasil didaftarkan sebagai
13 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi
Geografis
14 Rahmi Jened, Op.cit, hlm.85.
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merek pada 1997. Merek berupa bentuk atau merek bebentuk tida
dimensi (three dimensional mark) telah berhasil didaftarkan adalah merek
Botol Coca-Cola yang digunakan di Amerika sejak tahun 1916, sebagai
trade dress tahun 1960 dan terdaftar sebagai merek pada tahun 1997.15
Jadi pada dasarnya merek bukan hanya merek dua dimensi seperti yang
kita kenal dalam UUM 2001 saja, akan tetapi perluasan pengertian merek
di Indonesia baru dituangkan dalam UUM 2016.
Sedangkan pengertian merek sebagaimana diatur salam Pasal 15
Angka (1) TRIPs Agreement adalah sebagai berikut:16
“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing,
the goods of services of one undertaking from those of other
undertakings, shall be capable of constituting a trademark.Suchs
signs, in particular words including personal names, letters,
numerals, figurative elements and combinations of colours as well
as any combination of such signs, shall be eligible for registration
as trademark. Where signs are not inherently capable of
distinguishing the relevant goods or services, members may make
registrability depend on distinctiveness acquired through use.
Members may require, as a condition of registration, that signs be
visually perceptible (Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa
tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang
lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama
yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur
figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi
warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam
hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang
atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat
mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda- tanda tersebut
melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya.
Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-
tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat
bagi pendaftaran suatu merek)”.
15 Ibid hlm. 87.
16 Ibid hlm. 5.
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Basis aturan merek terdapat dalam article 5 (2) Paris Convention dan
Article 15 (1) dan Article 16(1) TRIPs agreement sebagai berikut :
Article 5 (2) Paris Convention
“Use of trademark by the prorietor in a form differing in elements
which do not alter the distinctive character of the mark in the form
in which it was registered in one of the countries of the union shall
not entail invalidation of registration and shall not diminish the
protection granted to the mark (Penggunaan merek dari pemilik
dalam bentuk dengan unsur – unsur yang berbeda tetapi tidak
menghilangkan  karakter pembeda dari merek dalam bentuk mana
merek tersebut didaftarkan di satu negara peserta konvensi, tidak
mengakibatkan pembatalan dari pendaftarannya dan tidak
menghilangkan perlindungan yang telah diberikan sebagai merek
terdaftar).”
Article 15 (1) TRIPs
“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing
the goods or service of one undertaking from those of
undertakings shall capable of constituting of trademark. Such
signs, in particular words including names, letters, numerals,
figurative elements and combinations of colours as well as any
combination of such signs shall be eligible for registration of
trademarks. Where signs are not inherently capable of
distinguishing the relevant goods or services, member may make
registerably depend on distinctiveness acquired through use.
Member may require as a condition of registration that signs be
visually perceptible (Tanda-tanda atau kombinasi dari tanda-tanda
yang mampu membedakan barang atau jasa satu usaha dari
usaha lain harus dapat dijadikan merek dagang. Tanda-tanda
tersebut dalam kata-kata tertentu masuk nama pribadi, surat,
angka, unsur fiquratif dan kombinasi warna serta setiap kombinasi
tanda-tanda tersebut harus memenuhi persyaratan untuk
pendaftaran sebagai merek dagang. Dalam hal tanda-tanda tidak
secaraa inheren mampu membedakan barang atau jasa yang
relevan, negara peserta dapat membuat pendaftaran yang
didasarkan melalui penggunaan. Negara peserta dapat
menambahkan persyaratan pendaftaran bahwa tanda -tanda yang
akan didaftar harus secara visual jelas dirasa  atau dimengerti).”
Article 16 Paragraph (1) TRIPs
“The owner of registered trademark shall have the exclusive right
to prevent all third parties not having the owner’s consent from
using in the course of trade identical or similiar signs for goods
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and services which are identical or similiar to those in respect of
which are identical or similiar to those in respect of which the
trademark is registered where such use would result in a likelihood
of confusion. In case of the use of identical signs for identical
goods or services, (a likelihood) of confusion shall be presumed.
The rights described above shall not prejudice any existing prior
rights, nor shall they affect the possibility of Members making
rights available on the basis of use (Pemilik merek dagang
terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak
ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam
kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau
memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip
dengan barang atau jasa atas mana merek dagang telah
didaftarkan, di mana harus telah disimpulkan sebelumnya bahwa
penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingunan. Hak
yang dijelaskan di atas tidak mengurangi hak yang sudah ada,
dan tidak akan memengaruhi kemungkinan negara anggota
menyediakan perlindungan hak merek dagang atas dasar
penggunaan).”
Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat
dianggap suatu aset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan
perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas
seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang
hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek
terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain
angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan
hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya
sendiri.17
Brand atau merek berasal dari kata brand yang artinya ”to burn”,
bangsa Viking memberikan tanda bakar pada hewan mereka sebagai
bentuk kepemilikan hewan peliharaan. Ada beberapa definisi yang
17 O.K. Saidin, Op.cit, hlm. 254.
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berbeda tentang pengertian brand/merek, menurut American Marketing
Association (AMA):18
”A brand is a name is ”name, term, sign, symbol, or design, or a
combination of them, intended to identify the goods and service of
one seller or group of seller ang to differentiate them from those of
competition (Brand adalah sebuah nama adalah "nama, istilah,
tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari mereka,
dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu
penjual atau kelompok penjual yang untuk membedakan mereka
dari orang-orang dari kompetisi).”
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang
atau jasa, yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang
atau jasa lainnya yang dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau
badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain,
memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi
dan perdagangan.
Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan
barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya
bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat
pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa.
Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang
sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa
diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis.
Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang
18 Casavera. 2010. 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia. Yogyakarta: Graga Ilmu.
hlm. 3.
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sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang
atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.19
Masyarakat dapat memilih merek mana yang disukai dan jika mereka
puas dengan satu merek, mereka selanjutnya membeli atau memesan
barang tersebut dengan menyebut mereknya saja. Dengan ungkapan lain,
merek mebedakan barang-barang atau jasa yang sejenis itu dari macam
mereknya. Merek tersebut tidak hanya berbeda dari merek yang lain bagi
barang-barang atau jasa sejenis, tetapi harus ada daya pembeda antara
kedua merek tersebut. Dalam hal ini barang atau jasa yang baik dengan
merek tertentu dapat bersaing dengan merek yang memakai merek lain.20
Dengan menyimak uraian di atas, maka merek berfungsi sebagai
pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau
badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh
seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang di buat oleh
seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa
sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya.
Sejenis disini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut
harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti
tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api yang termasuk
dalam kelas barang yang sejenis, atau angkutan, pengemas dan
penyimpan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam
kelas jasa yang sejenis.21
19 Rachmadi Usman. 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan
Dimensi Hukumnya di Indonesia). Bandung: Alumni. hlm. 321.
20 Ibid, hlm. 321-322.
21 Ibid, hlm. 322.
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Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan
perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh
Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI) bahwa masalah
paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di
dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya
usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal. Realisasi dari
pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan
perkembangan ekonomi jangka panjang. Selain itu pengaturan merek juga
merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi
mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar
internasional.  Pamor Indonesia pun akan bertambah serta dianggap
sebagai negara yang sudah cukup dewasa untuk turut serta dalam
pergaulan antar bangsa-bangsa.22
Di dunia usaha maupun bisnis, merek mempunyai dua fungsi yang
paling utama, yaitu:23
a. Merek merupakan identifikasi terhadap suatu produk sehingga
kondumen mengenali merek dagang yang berbeda dengan pihak
lain.
b. Merek membantu untuk menarik calon pembeli.
Dalam undang-undang digunakan istilah merek dagang dan merek
jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek
yang digunakan pada barang sedangkan merek jasa dimaksudkan ialah
22 Muhamad Djumhana dan Djubadilah. 1997. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan P
rakteknya di Indonesia). Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 60.
23 Jacki Ambadar. 2007.  Miranty Abidin dan Yanti Isa, Mengelola Merek. Jakarta:
Yayasan Bina Karsa Mandiri. hlm. 4-5.
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merek yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen.
Pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut :
a. Merek Dagang
Berdasarkan pada Pasal 1 Angka (1) dan Angka (2) UUM 2001,
menjelaskan bahwa:
“Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama- sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
barang-barang sejenis lainnya.”
Contoh merek dagang adalah Indomie untuk bahan makanan yang
diproduksi oleh PT. Indofood Sukses Makmur dan Toyota Innova untuk
kendaraan bermotor yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation.
Walaupun dalam UUM 2001 digunakan istilah merek dagang dan merek
jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek
barang, karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan
sebagai lawan dari merek jasa.24
b. Merek Jasa
Pasal 1 Angka (3) UUM 2001, mengatur sebagai berikut:
“Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama- sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
jasa-jasa sejenis lainnya.”
Melihat pada UUM 2001 yang tidak mengatur mengenai apa yang
dimaksud mengenai jasa, maka definisi jasa kemudian merujuk pada
Pasal 1 Angka (6) UU Perdagangan:
24 Ahmad Miru. 2005. Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek.
Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 11.
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“Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan
atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu
pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
konsumen atau Pelaku Usaha.”
Contoh mengenai merek jasa seperti Traveloka yang merupakan
merek untuk jasa pengaturan perjalanan yang dikelola Traveloka
Technology Pte, Ltd, dan merek Toyota Service Center25 yang merupakan
merek untuk sebuah jasa reparasi, yaitu jasa-jasa yang berusaha untuk
membuat suatu obyek dalam keadaan baik setelah pemakaian dan jasa
perawatan untuk memelihara suatu obyek dalam keadaan semula tanpa
mengubah salah satu sifatnya yang dikelola oleh Toyota Motor
Corporation. Pada kegiatan jasa jelas tidak ada barang yang
diperdagangkan kepada konsumen, namun pelaku usaha memberikan
sebuah layanan untuk mempermudah kegiatan atau menjawab
permasalahan tertentu yang dibutuhkan oleh konsumen.
Sebenarnya pengakuan terhadap merek jasa belum begitu lama.
Perkembangan yang ditandai dari Konvensi Nice atau dikenal dengan The
Nice Convention of the International Classification of Good and Service for
the Purposes of the Registration of Mark (1957). Sejak Konvensi Nice,
pengakuan untuk pendaftaran merek jasa berkembang di beberapa
Negara lainnya. Di Indonesia, pendaftaran merek jasa baru dapat
dilakukan yakni sejak berlakunya Undang-Undang No.19 Tahun 1992
Tentang Merek.26
25 Rahmi Jened I, Op.cit, hlm. 7.
26 http://dsp301.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/767/2014/11/H.A.K.I-
Pertemuan-5.ppt HAKI, Klasifikasi Merek Barang dan Jasa Untuk Pendaftaran Merek,
diakses 23 Oktober 2016
25
Sebuah merek dapat disebut sebagai merek bilamana memenuhi
syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable of
distinguishing), Artinya bahwa tanda yang dipakai (sign) tersebut
mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produksi
suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya
pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentu atau
individualisering pada barang atau jasa yang bersangkutan.27 Bahkan
dikatakan jika tanda-tanda tidak mempunyai daya pembeda atau dianggap
kurang kuat daya pembedanya tidak dianggap sebagai merek. Memiliki
daya pembeda ini juga menjadi salah satu syarat bagi merek yang dapat
didaftarkan.28
Disamping persyaratan daya pembeda, agar merek dapat
didaftarkan maka merek tersebut tidak boleh menyimpang dari
persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6
UUM 2001 tentang persyaratan itikad baik.
2. Pendaftaran Merek di Indonesia
Sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa perlindungan hukum
terhadap merek diberikan kepada merek yang telah terdaftar. Dalam
prosedur pendaftaran merek ada persyaratan substantif (substantive
27 Muhamad Djumhana dan Djubadila. 1997. Hak Milik Intelektual (sejarah, teori, dan
prakteknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 123.
28 Pasal 5 Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek menjelaskan: Merek tidak
dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: a.
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
kesusilaan, atau kertertiban umum; b. tidak memiliki daya pembeda; c. telah menjadi
milik umum; atau d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya.
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requirement) dan persyaratan formal (formal requirement). Persyaratan ini
mengacu pada Article 15 (3), (4), dan (5) TRIPs.29
Article 15
3) Members may make registrability depend on use. However, actual
use of trademark shall not be a condition for filling application for
registration. An application shall not be refused solely on the ground
that intended that intended use has not taken place before the expire
of period of three years from the date application;30
4) The mature of goods or services to which a trademark is to be
applied shall in no case from an obstacle to registration of
trademark;31
5) Members shall publish each trademark either before it is registered
or promptly after it is registered and shall afford reasonable
opportunity for petitions to cancel the registration. In addition Members
may afford an opportunity for the registration of trademark to be
opposed.32
Prinsip first to file yang dianut dalam sistem pendaftaran merek di
Indonesia membuat siapapun, baik perorangan maupun badan hukum,
yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis
barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang
bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut. Ini didukung
pula dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh pemohon
pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan
permohonan, dimana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah
29 Rahmi Jened I, Op.Cit., hlm. 139.
30 Terjemahan : “Anggota dapat membuat pendaftaran bergantung pada penggunaanya.
Namun, sebenarnya penggunaan merek dagang tidak akan menjadi syarat untuk mengisi
permohonan pendaftaran. Aplikasi tidak akan menolak semata-mata atas dasar bahwa
dimaksudkan bahwa tujuan penggunaan tidak terjadi sebelum berakhir masa 3(tiga)
tahun berturut-turut dari masa permohonan pendaftaran.”
31 Terjemahan: “Barang dan/atau jasa yang telah pasti diterapkan jika tidak ada
hambatan dari tahap pendaftaran merek dagang”.
32 Terjemahan Google: “Anggota konfensi wajib mengumumkan setiap merek dagang
baik sebelum terdaftar atau segera setelah terdaftar dan mengupayakan wajar
kesempatan bagi petisi untuk membatalkan pendaftaran, selain itu anggota diberikan
kesempatan untuk menentang pendaftaran tersebut.”
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pemilik hak atas merek tersebut, dan untuk itu berhak mengajukan
pendaftaran atas merek yang dimaksud.33
Klaim ini tidak berlaku mutlak karena dapat digugat melalui gugatan
pembatalan merek jika dapat dibuktikan bahwa merek tersebut
seharusnya tidak dapat didaftarkan atau pendaftarannya semestinya
ditolak. Gugatan penghapusan merek juga dapat diajukan manakala
pemegang hak merek tidak mempergunakan merek tersebut pada
perdagangan barang/jasa sebagaimana terdaftar selama tiga tahun
berturut-turut, sehingga merek tersebut bisa kembali bebas dipakai oleh
siapa saja.
Sebelum mendaftarkan sebuah logo atau nama sebagai merek
dagang atau jasa disarankan (tidak diwajibkan) bagi pemilik usaha untuk
melakukan penelusuran merek (trademark search) terlebih dahulu untuk
mengetahui dan  memastikan apakah logo atau nama yang dipilih telah
didaftarkan oleh pihak lain untuk jenis jasa atau barang yang sama.
Penelusuran merek menghindarkan pemilik usaha dari kerugian akibat
penolakan permohonan pendaftaran merek dan dari kemungkinan
tuntutan hukum dari pemilik merek terdaftar sebagai pemilik hak atas
merek yang sah secara hukum, baik secara perdata maupun pidana
akibat memakai mereknya secara komersial tanpa seizin pemilik hak atas
merek.34
Berikut syarat dan tata cara pendaftaran merek di Indonesia diatur
dalam Pasal 7 UUM 2001:
33 Rahmi Jened I, Op.Cit., hlm. 138.
34 http://www.globomark.com/pendaftaran-merek.html, Globomark IP, Pendaftaran Merek,
diakses 23-10-2016; 19.45.
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(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada
Direktorat Jendral dengan mencantumkan:
a. Tanggal, bulan dan tahun;
b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan
diajukan melalui Kuasa;
d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pedaftarannya
menggunakan unsur-unsur warna;
e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali
dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
(2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya
(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada Angka (2) dapat terdiri dari
satu orang atau beberapa orang secara bersama,atau badan hukum.
(4) Permohonan dilampirkan dengan bukti pembayaran biaya.
(5) Dalam hal ini permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang
secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama
pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai
alamat mereka.
(6) Dalam hal ini permohonan sebagaimana dimaksud pada Angka (5),
permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon
yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan
tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
(7) Dalam hal ini permohonan sebagaimana dimaksud pada Angka (5)
diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh
semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
(8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada Angka (7) adalah Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual.
(9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan
Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan
Keputusan Presiden.
Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Merek mengatur tentang
permohonan pendaftaran untuk dua kelas barang  dan/atau jasa atau
lebih dalam satu permohonan. Pasal 9  Undang-Undang Merek mengatur
bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan oleh orang
asing akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian
Pasal 10 Undang-Undang Merek mengatur tentang permohonan yang
diajukan oleh kuasa dari pemohon yang bertempat tinggal atau
berkedudukan di luar Indonesia, sedangkan Pasal 11 dan Pasal 12
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Undang-Undang Merek mengatur tentang permohonan pendaftran merek
dengan hak prioritas. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas
wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan
pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas
tersebut.35
Pemenuhan persyaratan formal (formal requirements) dan
pemenuhan persyaratan substantif (substantive requirement), mengingat
dalam first to file system (stelsel konstitutif), negara yang memegang
otoritas pendaftaran. Negara sebelum menyatakan keadaan hukum baru
(konstitutif), harus menelaah kelengkapan dan kebenaran persyaratan
formal (formal requirements) terlebih dahulu sebelum memeriksa
persyaratan meteriel substantif (substantive requirements). Dengan
demikian, ketika persyaratan formal dan substantif telah terpenuhi, akan
diterbitkan sertifikat merek oleh negara. Sertifikat adalah bukti keabsahan
kepemilikan merek yang merupakan keputusan final dari negara.36
TRIPs dan Paris Convention memberikan penjelasan bahwa
pendaftaran awal dan setiap perpanjangan pendaftaran merek dagang
dapat dilakukan untuk jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun.
Pendaftaran merek dagang akan dapat diperbarui tanpa batas. Namun
tidak dalam kasus apa pun perpanjangan pendaftaran merek di negara
asal melibatkan kewajiban untuk memperbarui pendaftaran di negara-
negara lain peserta konvensi di mana merek telah terdaftar. Perlindungan
hukum dan pengeksploitasian merek berlaku selama jangka waktu
35 Rahmi Jened I, Op. Cit., hlm. 141.
36 Ibid.
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perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Jangka waktu
perlindungan merek terdaftar diberikan sesuai dengan prinsip keadilan
bahwa minimum penggunaan yang layak adalah 7 (tujuh) tahun.
Sedangkan Undang-Undang Merek menetapkan lebih tinggi dari standar
minimum yang ditetapkan TRIPs yakni 10 (sepuluh) tahun
pengeksploitasian merek untuk kepentingan komersil dan agar tidak
terkena pembatalan ‘non use’ 3 (tiga) tahun berturut-turut.37
Berdasarkan TRIPs bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki
hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin
pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda
yang sama persis atau memiliki kemiripan untuk barang atau jasa yang
sama atau mirip dengan barang atau jasa atas nama merek yang telah
didaftarkan, di mana harus telah diprediksi sebelumnya bahwa
penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang
dijelaskan di atas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan
memengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan
hak merek dagang atas dasar penggunaan.38
Tidak semua merek yang dimohonkan pendaftarannya dapat
didaftarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 UUM 2001 yang menentukan
bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung
salah satu unsur di bawah ini:
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
37 Ibid., hlm. 188.
38 Ibid., hlm. 193.
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b. Tidak memiliki daya pembeda;
c. Telah menjadi milik umum;
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya.
Masing-masing unsur di atas selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:39
a. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama,
kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila pengguna tanda
tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman,
atau keagaman dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat
tertentu. Sebagai contoh, merek suatu barang yang haram untuk
agama tertentu diberi tanda yang berupa simbol-simbol yang
dihargai dalam agama tersebut.
b. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tanda
tersebut terlalu sederhana seperti satu garis atau satu tanda titik,
ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
c. Tanda yang telah menjadi milik umum, salah satu contoh merek
seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang,
yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda
seperti itu bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena
itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.
d. Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa
yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya merek Kopi atau
gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.
39 Ibid., hlm. 14-15.
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Di samping itu, pada Pasal 6 Angka (3) UUM 2001 permohonan juga
harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :
a. Merupakan atau mempunyai nama orang terkenal, foto, atau nama
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis
dari yang berhak;
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,
bendera, lambang, simbol atau emblem negara atau lambang
nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari
pihak yang berwenang;
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel
resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali
atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Apabila memerhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak
dapat didaftar dan ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat
dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat
didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang
dirugikan.40
Dalam sistem hukum merek, untuk diakui sebagai merek dan
dilindungi dibawah rezim hukum merek harus terlebih dahulu ditempuh
proses pendaftaran merek, karena merek diakui berdasarkan stelsel
konsitutif dengan kata lain tidak ada perlindungan tanpa pendaftaran.41
40 Ibid, hlm. 19-20.
41 Ahmad M. Ramli. 2010. Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia.
Bandung: Refika Aditama. hlm. 10.
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3. Pengalihan Hak Atas Merek
Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan
pemilik merek mula-mula untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada
otang lain.42





4. Perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Merek.
Pewarisan, wasiat, hibah dan perjanjian merupakan istilah yang lazim
digunakan dan telah dimengerti maksud dari istilah tersebut, sedangkan
yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang Merek. 43
Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya
pada Dirjen HKI dengan disertai dokumen yang mendukung seperti
Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak
tersebut. Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas merek tidak
42 Oktiana Indi Hertyanti, Op.cit., hlm. 63.
43 Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 61
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berakibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip
kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena
pencatatan dalam suatu daftar umum (registrasi). Pasal 41 UUM 2001
mengatur bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai
dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait
dengan merek yang bersangkutan. Pasal 42 UUM 2001 mengatur bahwa
pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dapat dilakukan
bila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek
tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.
Orang yang berminat menggunakan merek milik orang lain yang
terdaftar harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan
mendaftarkannya ke Direktorat Merek.
Pemberian lisensi terhadap penggunaan merek yang dilisensikan bisa
untuk sebagian atau keseluruhan jenis barang dan jasa, dan jangka waktu
berlakunya lisensi tidak diperbolehkan lebih lama dari jangka waktu
berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan tersebut, sedangkan
wilayah berlakunya perjanjian lisensi adalah di seluruh Indonesia kecuali
hal ini diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian. Demikian halnya
apabila pemilik merek ingin dapat memberikan lisensi lebih lanjut (sub
licensing) kepada pihak ketiga, harus ditentukan secara tegas dalam
perjanjian lisensi.44
Perjanjian lisensi tidak boleh atau dilarang memuat ketentuan yang
langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang
44 Oktiana Indi Hertyanti, Op.cit., hlm. 66.
35
merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang
menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan
mengembangkan teknologi pada umumnya. Contohnya, apabila dalam
perjanjian lisensi dimuat ketentuan yang melarang penerima merek untuk
melakukan perbaikan-perbaikan atau mutu barang.
Perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar
kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi
kepada pihak lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Pada
perjanjian lisensi juga dapat diperjanjikan bahwa penerima lisensi merek
terdaftar bisa memberi lisensi lebih lanjut (sub lisensi) kepada pihak lain.
Hal ini tercantum dalam Pasal 45 UUM 2001.
UUM 2001 pun memberi perlindungan hukum kepada penerima lisensi
yang beritikad baik. Pasal 48 mengatur bahwa apabila merek dalam
perjanjian lisensi dibatalkan karena sama pada pokoknya atau sama pada
keseluruhannya, penerima lisensi (lisensee) tetap berhak menjalankan isi
perjanjian lisensi sampai dengan berakhirnya perjanjian lisensi.
Konsekuensinya lisensee tidak lagi memberikan royalti tersebut kepada
pemilik merek yang tidak sah. Apabila lisensor sudah terlebih dahulu
menerima royalti secara sekaligus dari lisensee, lisensor tersebut wajib
menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek
yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka
waktu perpanjangan lisensi.45
45 Ibid., hlm 68.
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4. Ketentuan Pidana Hak Atas Merek
Hak atas merek merupakan hak milik perorangan, tetapi tidak
menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggaran
Hak Atas Merek terdaftar. Oleh karena itu, agar pelaksanaan hak tersebut
dapat berlangsung dengan tertib, negara juga mengancam pidana atas
pelanggaran tertentu terhadap UUM 2001 maupun ketentuan lain yang
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan ungkapan
lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak
mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap
pelanggaran Hak Atas Merek.
UUM 2001 juga tidak merinci lebih lanjut macam jenis tindak pidana
Hak Atas Merek tersebut, tetapi yang jelas perbuatan yang melanggar hak
pemilik merek terdaftar merupakan tindak pidana di bidang merek
sebagaimana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UUM 2001.
Dibandingkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang
Merek, UUM 2001 mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada
siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek
yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek
terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana
kejahatan yang ancaman hukuman pidananya diatur dalam Pasal 90 dan
Pasal 91 UUM 2001.46
Kemudian UUM 2001 juga mencantumkan ancaman hukuman pidana
kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
46 Rachmadi Usman, Op.cit., hlm. 370-371.
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tanda yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan
indikasi geografis milik pihak lain. Demikian pula diancam hukuman
pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pencantuman asal
sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun
pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan
tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi
geografis. Tindak pidana ini pun merupakan tindak pidana yang ancaman
hukumannya ditentukan dalam Pasal 92 UUM 2001.47
Selanjutnya Pasal 93 UUM 2001 juga memberikan ancaman hukuman
pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak
menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada
barang atau jasa, sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan
masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut. Tindak pidana
jenis ini juga merupakan tindak pidan kejahatan.
Bagi siapa saja yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang
diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut
menggunakan merek terdaftar milik pihak lain atau menggunakan tanda
yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis dan indikasi asal, diancam
dengan pelanggaran. Ancaman hukuman pidananya disebutkan dalam
Pasal 94 UUM 2001.48
Bila ditilik dari kesalahan pelaku, UUM 2001 merumuskan tindak
pidana dibidang merek atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja
dan tanpa hak, yang mengancam hukumannya bisa 1 tahun, 4 tahun dan
47 Ibid., hlm. 371.
48 Loc.cit.
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5 tahun. Karena itu, pelakunya tidak semuanya dapat dikenakan tahanan.
Ancaman hukuman pidana yang diberikan bersifat kumulatif dan alternatif
sekaligus antara pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian,
hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda saja, atau
sekaligus menjatuhkan pidana penjara dan denda. Disamping ancaman
hukuman pidananya dirumuskan secara maksimal, terbukti dari kata-kata
“dipidana dengan pidana ... paling lama ... denda paling banyak ...”.
Diantara jenis tindak pidana di bidang merek, hanya satu tindak pidana
yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran, karena ancaman
hukuman pidana kurungan saja.49
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek  Dan Indikasi
Geografis Juga mengatur mengenai ketentuan pidana sebagaimana diatur
dalam UUM 2001. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 20
Tahun 2016 tentang Merek  Dan Indikasi Geografis diatur dalam Bab XVIII
tentang Ketentuan Pidana Pasal 100, Pasal 101, pasal 102, dan Pasal
103. Salah satu hal penting yang membedakan antara UUM 2001 dan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek  Dan Indikasi
Geografis adalah adanya pemberatan sanksi pidana. Pemberatan sanksi
pidana ini diatur dalam Pasal 100 Angka (3) Undang-Undang No. 20
Tahun 2016 Tentang Merek  Dan Indikasi Geografis:50
“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan
gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau
kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama
49 Ibid., hlm 375.
50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
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10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Pada Pasal 100 Angka (3) tersebut Memuat pemberatan sanksi pidana
bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa
manusia. Hal ini tidak diatur dalam UUM 2001.
5. Proses Beracara dan Penyelesaian Sengketa Merek
Ketentuan UUM 2001 menggunakan saluran Pengadilan Niaga
sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa merek. Tidak seperti
dalam sistem UUM 2001 sebelumnya, yang menggunakan saluran
Pengadilan Negeri.51 Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara
merek dapat berjalan secara lebih cepat dan singkat dengan ketentuan-
ketentuan yang dikenal dalam Pengadilan Niaga, yang semula
dimaksudkan untuk permohonan kepailitan berdasarkan Undang-Undang
No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun
1998 Tentang Kepailitan.
Pemerintah bermaksud bahwa soal-soal yang termasuk “komersial”
akan diselesaikan melalui Commercial Courts atau Pengadilan Niaga,
karena Pengadilan Negeri biasa dianggap terlalu lambat kerjanya dan
terlalu penuh dengan formalitas yang menghambat pemeriksaan dan
pemutusan di bidang bisnis secara cepat.52 Mekanisme beracara dalam
penyelesaian perkara pembatalan merek di Pengadilan Niaga seperti
pengajuan gugatan pada umumnya, Penggugat sebagai klaim pemilik
merek terdaftar mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga tempat
51 Bandingkan Undang-Undang No.19 tahun 1992 dan Undang-undang No.15 tahun
2001 Tentang Merek.
52 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. 2002. Undang-Undang Merek Baru Tahun
2001. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 14.
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Tergugat berdomisili, biaya perkara di Pengadilan Niaga tingkat pertama
diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.53 Dalam
jangka waktu 2 hari setelah gugatan didaftarkan Panitera menyampaikan
gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga terhitung sejak gugatan
didaftarkan, gugatan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan
dalam jangka waktu 3 hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga
mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang dan dalam jangka
waktu paling lama 60 hari sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan
diselenggarakan  setelah gugatan didaftarkan.
Tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, panggilan harus
diterima oleh para pihak. Putusan atas gugatan pembatalan harus
diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat
diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah
Agung dan isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan kepada para
pihak [aling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan
diucapkan dan terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan
kasasi.
Penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Niaga diatur dalam Bab
XI UUM 2001, akan tetapi UUM 2001 ini, seperti terlihat dalam Pasal 80
hanya mengatur tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran
merek, meskipun dalam Pasal 81 diatur bahwa ketentuan Pasal 80 juga
berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan atas pelanggaran
merek sebagaiamana diatur dalam Pasal 76, padahal sengketa yang
53 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No.03 Tahun 2012, Tentang Biaya
Proses  Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Jakarta, 10 April 2012, bagian Pasal 2 Angka (3).
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terdapat dalam ketentuan UUM 2001 tidak hanya masalah gugatan
pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek saja. Masih ada
bentuk sengketa-sengketa merek yang lain, misalnya sengketa yang
melibatkan Direktorat Merek secara langsung sebagai pihak dalam
sengketa merek, yaitu sengketa tentang keberatan atas penolakan
perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar atau keberatan
terhadap penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek.54
Hal ini merupakan salah satu kekurangan dari UUM 2001 yang perlu
sekiranya menjadi perhatian dari pemerintah.
Pasal 80 UUM 2001, mengatur tentang tata cara gugatan pada
Pengadilan Niaga sebagai berikut:
(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua
Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau
domisili tergugat.
(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia,
gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat
(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan
yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan
tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal
yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua
Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari
terhitung sejak gugatan didaftarkan.
(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari
gugatan dan menetapkan hari sidang.
(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan
dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah
gugatan didaftarkan.
(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7
(tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90
(sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat
54 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
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diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan
Ketua Mahkamah Agung.
(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada
Angka (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang
mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun
terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
(10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada Angka
(9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama
14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan
diucapkan.
Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan
upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dan tidak melalui upaya hukum
banding di Pengadilan Tinggi, sehingga mempercepat tahap penyelesaian
sengketa. adapun prosedur permohonan kasasi tersebut dapat dilihat
dalam Pasal 83 UUM 2001, yang menentukan bahwa:
(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan
yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada
para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah
memutus gugatan tersebut
(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan
yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan
tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
(3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi
kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal
permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada
Angka (1).
(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi
sebagaimana dimaksud pada Angka (3) kepada pihak termohon
kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi
didaftarkan.
(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada
panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi
menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada Angka (4)
dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada
pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori
kasasi diterima oleh panitera.
(6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang
bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari
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setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka
(5).
(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi
sebagaimana dimaksud pada Angka (6) dan menetapkan hari
sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi
diterima oleh Mahkamah Agung.
(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling
lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi
diterima oleh Mahkamah Agung.
(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90
(sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima
oleh Mahkamah Agung.
(10)Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada
Angka (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang
mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum.
(11)Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi
kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan
atas permohonan kasasi diucapkan.
(12)Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana
dimaksud pada Angka (11) kepada pemohon kasasi dan termohon
kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.
B. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek
1. Penghapusan Pendaftaran Merek
Konsekuensi dari merek yang telah didaftar adalah harus
dipergunakan sesuai dengan permintaan pendaftarannya. UUM 2001
menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan
mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas
barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan
merek yang dipergunakan. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak
dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-
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undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan
dihapuskan.55
Pengaturan mengenai penghapusan merek terdaftar yang berlaku
sekarang diatur dalam Bab VIII mengenai Penghapusan dan Pembatalan
Pendaftaran Merek dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UUM 2001.
Dalam Pasal 61 Angka (2) UUM 2001 ditentukan secara limitatif alasan
penghapusan pendaftaran merek yaitu:56
a. Merek tersebut tidak digunakan (non use).
Merek yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilik merek setelah
didaftarkan dalam daftar umum merek dalam perdagangan barang dan
jasa, dan juga merek tersebut tidak pernah dipakai lagi selama 3 tahun
berturut-turut, baik sejak tanggal pendaftaran ataupun dari pemakaian
terakhir.
b. Digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai.
Penjelasan Pasal 61 Angka (2) huruf a dan b UUM 2001 adalah:
Huruf a
Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan
Merek tersebut pada produksi barang dan atau jasa yang
diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari
tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang
bersangkutan masih beredar di masyarakat.
Huruf b
Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam
bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam
penggunaan warna yang berbeda.
55 Jisi Mamahit, Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa,
Jurnal Lex Privatum, 2013, hlm. 95.
56 Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, Bandung: Alumni, 2009, hlm.
82.
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Jadi penghapusan merek adalah sanksi jika merek tidak digunakan
(non-use) 3 tahun berturut-turut atau merek digunakan secara tidak layak
(improper use). Terkait dengan ketentuan non-use 3 (tiga) jangka waktu 3
(tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian
terakhir adalah : “penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau
jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari
tanggal pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih
beredar di masyarakat”.
Bedasarkan ketentuan tersebut, seharusnya “non-use” harus
dihitung 3 (tiga) tahun dari pemakaian terakhir penggunaan merek dalam
perdagangan barang dan/atau jasa. Namun dalam praktik hal ini tidak
dipahami secara benar oleh pemegak hukum.57
Selain mengatur tentang alasan penghapusan pendaftaran merek,
UUM 2001 juga mengenal tiga macam penghapusan merek berdasarkan
pihak yang meminta penghapusan sesuai dengan Pasal 61 Angka (1)
yaitu:
1. Penghapusan merek terdaftar atas perkara Direktorat Merek.
Direktorat Merek diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan
represif, yang secara ex-officio dilakukan berdasarkan kuasa yang
diberikan Undang-Undang dapat melakukan penghapusan pendaftaran
merek. Pasal 61 Angka (2) UUM 2001 mengatur apabila Direktorat Merek
hendak mengambil tindakan menghapus pendaftaran merek atas prakarsa
57 Rahmi Jened, Op.Cit., hlm. 307.
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sendiri, selain harus berdasarkan pada alasan yang sah menurut Undang-
Undang, juga harus didukung oleh bukti yang cukup bahwa:
a. Merek tidak dipergunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau
lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal
pendaftaran atau pemakaian terakhir.
b. Merek yang digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak
sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan
pendaftarannya.
Apabila terdapat bukti yang cukup untuk menghapus merek,
penghapusan merek yang dilakukan oleh Direktorat Merek akan dicoret
dalam Daftar Umum Merek dan selanjutnya diumumkan dalam berita
Resmi Merek. Karena itu, berakhir pula perlindungan hukum atas merek
tersebut.58
2. Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pemilik merek.
Permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek ini dapat diajukan
untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam
satu kelas,59 pertimbangan pemilik merek dalam hal ini biasanya karena
mereknya dianggap sudah tidak menguntungkan lagi.
3. Penghapusan Pendaftaran Merek Kolektif atas permintaan pihak
ketiga berdasarkan putusan pengadilan.60
Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga diatur
dalam Pasal 67 UUM 2001. Undang-undang memberikan hak kepada
pihak ketiga mengajukan permintaan penghapusan merek dengan cara:
58 Pasal 65 Angka (1) Undang-Undang No. 15 Merek Tahun 2001 Tentang Merek.
59 Pasal 62 Angka (1) Undang-Undang No. 15 Merek Tahun 2001 Tentang Merek.
60 Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Merek Tahun 2001 Tentang Merek.
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a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga;
b. Diperiksa dan diproses sesuai hukum acara yang berlaku.
Penghapusan pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis diatur dalam:
Pasal 72
(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang
bersangkutan kepada Menteri.
(2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk
sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
(3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat
perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal
tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
(4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi
dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya
persetujuan tersebut.
(5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
(6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
(7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan
jika: a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya
dengan Indikasi Geografis; b. bertentangan dengan ideologi negara,
peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan
ketertiban umum; atau c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya
dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau
nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
(8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7)
dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi
Banding Merek.
(9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.61
Pasal 73
(1) Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan
Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara.
61 Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi
Geografis
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(2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.62
Penghapusan Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan Pasal
73 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi
Geografis dapat kita lihat beberapa perbedaan dengan UUM 2001. Pada
UUM 2001, Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
Dan Indikasi Geografis Menteri memiliki hak untuk menghapus merek
terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis,
atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Sedangkan untuk
pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui
gugatan ke PTUN.
Penghapusan merek oleh Pihak Ketiga harus dicermati kapasitas
pihak ketiga. Menurut Black’s Law Dictionary adalah : One not a party to
an agreement, a transaction or an action but who have right there in
(Seseorang yang bukan pihak dalam suatu perjanjian, bukan pihak dalam
suatu transaksi atau suatu tindakan hukum, tetapi orang yang memiliki
hak untuk itu). Jadi Pihak Ketiga yang berhak mengajukan gugatan
penghapusan adalah bukan pihak dalam suatu perjanjian, bukan pihak
dalam suatu transaksi, bukan pihak dalam suatu tindakan hukum,
melainkan suatu pihak yang memiliki hak untuk itu. Artinya mereka yang
merupaka para pihak dalam perjanjian, misalnya perjanjian lisensi,
62 Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi
Geografis
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perjanjian keagenan atau perjanjian distributor bukan termasuk pihak
ketiga.63
Sejak Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek sampai
dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, terdapat
penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan guna menyesuaikan diri
dengan perkembangan zaman dan ketentuan TRIPs.
Seperti pada Pasal 67 UUM 2001 tentang gugatan penghapusan
merek merupakan bagian dari perekonomian dan dunia usaha, sehingga
penyelesaian sengketa memerlukan badan peradilan khusus, yaitu
Pengadilan Niaga. Dipilihnya Pengadilan Niaga disebabkan sengketa
merek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.64
Terdapat beberapa pengecualian penghapusan merek, adapun
alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar pengecualian
penghapusan merek yaitu adanya:
a. Larangan impor, atau larangan yang berkaitan dengan izin bagi
peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan;
atau
b. Keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.
Penghapusan pendaftaran merek bisa dilakukan untuk sebagian
atau seluruh jenis barang atau jasa. Akibat dari penghapusan pendaftaran
merek sendiri yaitu penghapusan pendaftaran tersebut akan dicatat dalam
63 Rahmi Jened, Op.cit., hlm 304
64 Ibid.
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daftar umum merek yang diumumkan dalam berita resmi merek serta
dikenakan biaya besarnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan
menteri. Sebagaimana yang telah dibahas, bahwa hak merek adalah hak
khusus (exclusive rights) yang diberikan oleh negara kepada pemilik
merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Hak ini menimbulkan hak
monopoli. Dengan demikian, manakala kekuatan hukum pendaftaran
suatu merek telah dihapus, maka hapus pula eksistensi dan kepemilikan
dari nama pemilik yang tercantum dalam sertifikatdan merek tersebut
kembali ke otoritas negara dan negara dapat mempertimbangkan
kepentingan pihak ketiga lainnya atas penghapusan pendaftaran merek
tersebut yang bermaksud mendaftarkan merek yang telah menjadi tanda
perdagangan bebas tersebut.65
2. Pembatalan Pendaftaran Merek
Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah
satu pihak untuk mencari dan menghilagkan eksistensi pendaftaran dari
suatu merek terdaftar dari Daftar Umum Merek atau membatalkan
keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak
percaya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang
bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan.66
Beberapa yuridiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan
ketidakabsahan merek terdaftar (invalidity), kebatalan (nullity), atau
gugatan pembatalan (retification/revocation action). Merek terdaftar masih
dapatdibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup
65 Ibid.
66 Rahmi Jened I, Op.cit., hlm 291.
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merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut, (absolute
grounds) ataupun alasan relative (relative grounds).67
Konsep dasar pembatalan berdasarkan Article 16 TRIPs menegaskan
bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk
mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk
menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama
persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasas atas mana merek
dagang telah didaftarkan, dimana harus telah diprediksi sebelumnya
bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak
yang dijelaskan di atas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak
akan memengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan
perlindungan hak merek dagang atas dasar penggunaan. Pasal 6 bis
Konvensi Paris (1967) berdagang itu terkenal, anggota harus
mmpertimbangkan pengetahuan (masyarakat) atas merek dagang yang
bersangkutan pada sektor terkait, termasuk pengetahuan dalam anggota
yang bersangkutan yang telah diperoleh sebagai hasil promosi merek
dagang. Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku mutatis mutandis,
untuk barang atau jasa yang tidak sama dengan baang atau jasa atas
mana suatu merek dagang didaftarkan, asalkan penggunaan merek
dagang yang berkaitan dengan barang atau jasa tersebut akan
menunjukkan hubungan antara barang atau jasa dan pemilik merek
dagang terdaftar dan dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merek
dagang terdaftar dapat dirugikan dengan penggunaan tersebut.
67 Rahmi Jened I,Op.Cit.,hlm.291.
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Pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek adalah pihak yang
memiliki legal persona standi in judicio yaitu:68
a. Pihak yang berkepentingan (vide Pasal 68 angka (1) UU No.
15/2001)
b. Pihak pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan
permohonan pendaftaran merek pada Dirjen HKI (vide Pasal 68
angka (2) UU NO. 15/2001)
c. Pihak yang berkepentingan atas Merek Kolektif (vide Pasal 72 UU
No. 15/2001).
Penjelasan Pasal 68 angka (1) UU No.15/2001 sebagai berikut:
Pasal 68 angka (1) dan penjelasannya
Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak
yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 (yanng dimaksud dengan pihak
yang berkepentingan antara lain: jaksa,yayasan/lembaga di bidang
konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan).
Mengingat penjelasan undang-undang seperti itu bahwa “pihak yang
berkepentingan adalah antara lain adalah jaksa, yayasan, lembaga di
bidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan”, mengakibatkan
penjelasan undang-undang yang seperti itu justru mengaburkan prinsip
hukum aturan Pasal tersebut. Dalam praktik peradilan Penjelasan Pasal
68 angka (1) UUM 2001 ini menjadi sarana untuk mengajukan eksepsi
olehTergugat bahwa Pihak Penggugat tidak memiliki “legal standing”
68 Ibid, hlm 292
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untuk mengajukan gugatan pembatalan. Mengingat eksepsi tersebut
harus diputus terlebih dahulu oleh majelis hakim, maka mengakibatkan
proses persidangan menjadi lebih panjang.69
Untuk itu perlu dikoreksi bahwa terminologi: Pihak yang
berkepentingan (interested party) merujuk pada Black’s Law Dictionary
adalah:70 “For purpose of administrative hearing, are those who have
legally recognized private interest and not simply a possible pecuniary
benefit (Dalam rangka pemeriksaan administratif, pihak yang
berkepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi
yang diakui secara hukum, bukan hanya sekadar kemungkinan menfaat
yang berhubungan dengan uang).
Dengan demikian, dalam penjelasan Pasal 68 Angka (91) UUM 2001
tersebut seyogyanya adalah “pihak berkepentingan adalah pihak yang
secara hukum memiliki kepentingan pribadi yang diakui secara hukum,
bukan hanya sekadar kemungkinan manfaat yang berhubung dengan
uang ...” Jadi pihak yang berkepentingan adalah siapa pun yang memiliki
kepentingan pribadi, yang pada umumnya menyangkut hak atassuatu
kekayaan, seperti halnya hak atas merek dan hak  untuk menggunakan
merek, sehingga tidak terbataspada (antara lain) jaksa, yayasan/lembaga
di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Pemilik merek
yang tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan merek, dengan syarat
harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu atau paling tidak pada saat
yang bersangkutan mengajukan pembatalan merek secara stimulan
69 Ibid.
70 Henry Campbell Black dalam  Rahmi Jened I, hlm. 292
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mengajukan pendaftaran mereknya di Dirjen HKI (Pasal 68 Angka (4) UU
UUM 2001).
Alasan gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah:71
a. Adanya pendaftaran merek yang didasarkan pada itikad buruk (Pasal
4 UU No.15/2001)
b. Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena
melanggar salah satu beberapa alasan absolut tidak diterimanya
pendaftaran merek (Pasal 5 UU No.15/2001)
c. Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan
relatif ditolaknya pendaftaran merek (Pasal 6 UUNo.15/2001).
d. Pendaftaran Merek Kolektif tidak digunakan sebabaimana diatur
dalam Peraturan Penggunaan Merek Kolektif (PPMK) (Pasal 50).
Berdasarkan Pasal 70 UU No. UUM 2001, bahwa terhadap putusan
Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat
diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan segera disampaikan oleh
panitera yang bersangkutan kepada Ditjen HKI setelah tanggal putusan
ditetapkan. Ditjen HKI melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang
bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkan dalam berita
resmi merek setelah putusan badan peradilan tersebut diterima dan
mempunyai kekuatan hukum tetap (in-krach van gewijs-de). Pembatalan
pendaftaran merek dilakukan ileh Dirjen HKI engan mencoret merek yang
71 Ibid,. hlm. 293.
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bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang
alasan dan tanggal pembatalan tersebut.72
Selanjutnya mengenai pengaturan pembatalan merek terdaftar dapat
ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UUM 2001.
Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentingan seperti jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen
dan majelis/lembaga keagamaan.73 Pemilik merek yang tidak terdaftar
dapat pula mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang
terdaftar tapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada
Direktorat Jenderal.74
Pasal 68 Angka (1) UUM 2001 mengatur bahwa gugatan pembatalan
pendaftaran merek diajukan berdasarkan alasan yang terdapat dalam
Pasal 4, 5, dan 6. Pasal 4 mengatur bahwa merek tidak didaftar oleh
pemohon beriktikad tidak baik. Pasal 5 mengatur bahwa merek tidak
dapat didaftar bila bertentangan dengan undang-undang, tidak memiliki
daya pembeda, merek menjadi milik umum dan merupakan keterangan
yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.
Pasal 6 mengatur bahwa permohonan merek ditolak bila mempunyai
persamaan dengan merek milik pihak lain, serta dengan indikasi geografis
72 Ibid. hlm. 297.
73 Oktiana Indi Hertyanti. 2012. Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan
Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan
Ham Jawa Tengah), Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Tesis.
hlm. 61-62.
74 Ahmadi Miru, Op.cit., hlm 85.
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yang sudah terkenal, bendera, lambang Negara, cap resmi negara kecuali
atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.75
Tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar tercantum
dalam Pasal 69 UUM 2001 adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal
pendaftaran. Namun, khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan
atas alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau
ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa batas waktu.
Seperti yang telah diketahui, gugatan pembatalan merek terdaftar
diajukan kepada Pengadilan Niaga, dan terhadap putusan Pengadilan
Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Setelah putusan telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dirjen HKI akan memcoret merek
yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan
tentang alasan dan tanggal pembatalannya serta atau kuasanya.76
Dengan pembatalan dan pencoretan merek terdaftar tersebut, berakhir
pula perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.
75 Oktiana Indi Hertyanti, Op.cit., hlm 62.
76 Rachmadi Usman, Op.Cit.,hlm. 63.
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C. Legal Standing
a. Pengertian Legal Standing
Legal standing berasal dari sistem hukum common law. Legal
standing di adopsi dan diakui eksistensinya di dalam peraturan
Perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dilakukan semata-mata demi
kepentingan hukum dan kebutuhan hukum.
Pengertian legal standing menurut Black’s Law Dictionary adalah :
“A Party’s right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty
or right”
Prosedur yang paling utama dimulai dari Terminologi legal standing
terkait dengan konsep locus standi atau prinsip persona standi in judicio,
yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai hak dan
kualitas sebagai penggugat. Dalam doktrin hukum perdata dikenal dengan
asas tidak ada gugatan tanpa kepentingan (point d’interet, point
d’action).77
Penjelasan mengenai legal standing (kedudukan hukum) juga
diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi. Merujuk pada Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi akan memetakan beberapa
unsur penting dari kedudukan hukum Legal Standing pemohon.
a. Pertama, unsur "hak dan/ atau kewenangan konstitusional".
Hak dan kewenangan konstitusional adalah hak dan
kewenangan yang diberikan oleh konstitusi sehingga harus
merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
77Susanti Adi Nugroho, S. M. 2011. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau
dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada
Media Group. hlm. 93.
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1945. Hal ini hampir secara aklamasi diterima oleh setiap
pemikir hukum.78
Terkait penelitian penulis bahwa “hak dan/atau kewenangan
yang dimaksud adalah hak dan/atau kewenangan yang
diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam UUM
2001.
b. Kedua, unsur kata "menganggap". Kata ini melahirkan dua jenis
arti yang berangkat dari ranah pemikiran yang juga berbeda.
Dari sisi gramatikal, kata ini beraliran subyektif. Karena itu, tiap
orang yang menganggap dirinya dirugikan merasa berhak
mengajukan permohonan oleh perasaan yang dirugikan itu
sehingga dapat mengajukan permohonan. Sementara dari
penafsiran hukum, kata ini bukan diartikan dalam bingkai
subyektivitas, tetapi include di dalamnya keharusan untuk
membuktikannya sehingga kata-kata yang lebih tepat adalah
"mendalilkan". 79
Terkait penelitian penulis bahwa seseorang “menganggap”
dirinya dirugikan berhak mengajukan gugatan. Pihak yang
dirugikan dalam suatu sengketa merek tentu saja pemilik merek
dan/atau pemegang hak atas merek. Dalam UUM 2001 juga
dijelaskan siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan,
dimungkinkan adanya gugatan pembatalan merek terdaftar
oleh pihak yang berkepentingan, dimana dalam penjelasan
Pasal 68 UUM 2001 tentang Merek disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah jaksa,
yayasan/lembaga di bidang konsumen dan majelis/lembaga
keagamaan.
c. Ketiga, unsur kata "dirugikan". Ini unsur penting karena merasa
dirugikan, subyek hukum merasa berkepentingan. zonder
belang, het is geen rechtsingang. Kepentingan ini lahir karena
adanya kerugian tadi sehingga ia harus merupakan kerugian
yang telah aktual dan bukan sekadar potensial. Dengan kata
lain, kita tidak dapat mengajukan permohonan perkara jika
hanya bersandarkan pada adanya peluang untuk dirugikan.
Namun, dari hal ini muncul peluang perbedaan pendapat
tentang batasan peluang dirugikan. Ada perbedaan dalam
memahami manakah yang merupakan kerugian potensial dan
manakah yang merupakan kerugian aktual.80
Dalam penangan penyelesaian sengketa merek salah satu
yang menjadi tolak ukur dalam permasalahan kerugian.
Kerugian ini harus dijelaskan secara konkrit, kerugian ini terkait
dengan kepentingan kepemilikan (propietary interest) atau
kerugian langsung yang dialami oleh seorang penggugat (injury
78 Arifin Firmansyah, dkk. 2002. Hukum dan Kuasa Konstitusi: catatan-catatan untuk





in fact). Untuk menentukan apakah seseorang memiliki
kedudukan hukum sebagai penggugat, terlebih dahulu ia harus
membuktikan kerugiannya, baik dirugikan secara langsung
maupun tidak langsung.
d. Keempat, harus ada causal verband, hubungan sebab akibat
yang jelas untuk memperlihatkan hubungan antara keberlakuan
Undang-Undang dan kerugian yang pemohon derita.81
Dalam suatu sengketa, tentunya terdapat dua pihak yang
bersengketa. Pihak yang satu sebagai pihak yang menuntut
haknya (Penggugat) dan pihak yang lain sebagai seseorang
yang dianggap melanggar hak pihak lain (Tergugat). Untuk
dapat dikatakan sebagi pihak yang bersengketa, kedua belah
pihak harus memiliki hubungan hukum yang jelas. Misal dalam
pemalsuan merek. Disini terlihat jelas hubungan antara kedua
belah pihak, pihak penggugat sebagai pihak yang dirugikan
karena mereknya di palsukan dan pihak tergugat sebagai pihak
yang harus membayar kerugian akibat kejahatan dalam
melakukan pemalsuan merek.
Pada prinsipnya istilah standing dapat diartikan secara luas yaitu
akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai
pihak penggugat.82 karena pada dasarnya standing hanyalah merupakan
”tiket masuk” ke dalam arena advokasi hukum (legal battle).
Intinya legal standing adalah penentu apakah seseorang yang
berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat
menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan
dalam perkara sebagaimana undang-undang tersebut mengatur.
Legal standing (kedudukan hukum) adalah suatu dasar dari
seseorang atau kelompok orang untuk mengajukan gugatan. Dari
penjelasan di atas kita dapat menarik beberapa kesimpulan, yang pertama
adalah hak dan kewenangan untuk menggugat yaitu hak dan kewenangan
81 Ibid.
82 Erna Herlinda. 2004. Tinjauan Tentang Gugatan Class Actions Dan Legal standing Di
Peradilan Tata Usaha Negara. e-USU Repository © . Universitas Sumatera utara. hlm. 3-
4
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yang diberikan oleh undang-undang. Unsur kedua adalah unsur dirugikan
dimana karena dirugikan tersebut maka subyek hukum merasa
berkepentingan. Sehingga apabila seorang pemohon tidak dirugikan oleh
adanya undang-undang tersebut maka ia dapat dipandang tidak memiliki
legal standing.hal ini sesuai dengan asas  yang berlaku universal dalam
gugatan di pengadilan yaitu point d’ etre point d’ action, tanpa kepentingan
tidak ada suatu tindakan.
Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat
mengajukan tuntutan hak semaunya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap
orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan
akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak
asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan
pengadilan, maka hanya kepantingan yang cukup dan layak serta
mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar
tuntutan hak. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan
hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya
tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa.83
Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya
dilanggar dan menarik orang yang “dirasa”. Melanggar haknya itu sebagai
tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara
perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil
83 Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty
hlm. 48-49.
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oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau
hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.84
M. Yahya Harahap mengatakan bahwa yang bertindak sebagai
Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan
kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai
penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat
formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai
penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.85
Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada
gugatan tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action).
Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud disini adalah
merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (propietary
interest) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara
langsung (injury in fact).86
Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang
secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang
menyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) di mana
seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai
penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung,
tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan
84 Retno Wulandari dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata: Dalam
Teori dan Praktek. Jakarta: Penerbit Mandar Maju. hlm. 3.
85 M. Yahya Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 111-136.
86 Ibid,
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kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti
lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak Civil dan Politik.87
Legal standing bagi pihak penggugat dalam penyelesaian sengketa
merek diatur dalam Pasal 68 UUM 2001. Sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 68:
(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak
yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, 5 dan 6.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain :
jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis /
lembaga keagamaan.)
(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan
Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Pengadilan Niaga
(4) Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar
wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada
Pengadilan Niaga di Jakarta.
Pokok utama yang melandasi legal standing penggugat tertuang
dalam Pasal 68 Angka (1), gugatan dapat diajukan ke pengadilan niaga
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UUM 2001.
Berikut penulis memberikan klasifikasi pihak yang memiliki legal standing
dalam mengajukan gugatan menurut UUM 2001.
Pasal 4
Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh




Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan
Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk
membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi
kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau
menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan
konsumen. Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat
secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A
tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru
karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam
meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.
(Pemilik Merek Terdaftar dan/atau Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar)
Pasal 5
Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu
unsur di bawah ini:
a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
Penjelasan:
Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas
agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila
penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan,
kesopanan, ketenteraman atau keagamaan dari khalayak umum
atau dari golongan masyarakat tertentu.
(majelis/lembaga keagamaan)
b. tidak memiliki daya pembeda;
Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda
tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda
titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
(Pemilik Merek Terdaftar dan/atau Pemegang Hak Atas Merek
Terdaftar)
c. telah menjadi milik umum; atau
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Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas
dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui
sebagai tanda bahaya . Tanda seperti itu adalah tanda yang
bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda
itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.
(jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen)
d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa
yang dimohonkan pendaftarannya.
Penjelasan:
Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau
jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau
gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk kopi.
(jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen)
Pasal 6
(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek
tersebut:
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah
kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang
menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang
dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai
bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara
unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat
dalam merekmerek tersebut.
(Pemilik Merek Terdaftar dan/atau Pemegang Hak Atas Merek
Terdaftar)
b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang
dan/atau sejenisnya.
Penjelasan:
Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang
dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan
pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di
bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan
pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang
gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia
yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran
Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum
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dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan
lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna
memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek
yang menjadi dasar penolakan.
(Pemilik Merek Terdaftar dan/atau Pemegang Hak Atas Merek
Terdaftar)
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. (2) Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula
diberlakukan terhadap barang
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula
diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis
sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
Merek tersebut:
a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau
nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas
persetujuan tertulis dari yang berhak;
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan
hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar
Umum Merek.
(Pihak yang memiliki nama dan/atau foto yangdigunakan sebagai
merek tanpa izinnya terlebih dahulu)
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,
bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga
nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis
dari pihak yang berwenang;
Yang dimaksud dengan lembaga nasional termasuk organisasi
masyarakat ataupun organisasi sosial politik.
(Pihak yang memiliki nama, bendera, simbol, dan emblem
yangdigunakan sebagai merek tanpa izinnya terlebih dahulu)
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel
resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah,
kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
(Pihak yang memiliki nama, bendera, simbol, dan emblem yang
digunakan sebagai merek tanpa izinnya terlebih dahulu)
UUM 2001 tidak secara tegas membatasi bahwa pihak yang memiliki
legal standing untuk mengajukan gugatan merek hanya sebatas pada
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Pasal 68 Angka (1). Sehingga memungkinkan adanya pihak lain yang
berkepentingan, baik itu memiliki kepentingan secara langsung maupun
tidak langsung. Dalam penegakan hukum merek di Indonesia tidak hanya
berdasar pada peraturan perundang-undangan nasional saja, karena di
dalam penegakan hukum merek juga di kenal konvensi-konvensi
internasional yang juga berlaku sebagai undang-undang bagi negara
anggota yang menandatanganinya. Salah satunya Paris convention atau
yang biasa disingkat TRIPS, yang menjadi kiblat pembentukan undang-
undang merek di Indonesia.
Paris convention mengenal prinsip National Treatment,
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4:
With regard to the protection of intellectual property, any
advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to
the nationals of any other country shall be accorded immediately
and unconditionally to the nationals of all other Members.
Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege
or immunity accorded by a Member (Berkenaan dengan
perlindungan kekayaan intelektual, keuntungan apapun,
mendukung, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh
suatu negara untuk warga negara. dari negara lain harus segera
dan tanpa syarat diberikan kepada warga negara dari semua
anggota lainnya. Dibebaskan dari kewajiban mi adalah keuntungan
apapun, mendukung, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan
oleh Anggota):
(a) deriving from international agreements on judicial assistance or
law enforcement of a general nature and not particularly confined to
the protection of intellectual property (timbul dari perjanjian
internasional tentang pemberian bantuan hukum atau penegakan
hukum yang bersifat umum dan tidak terbatas pada, perlindungan
kekayaan intelektual);
(b) granted in accordance with the provisions of the Berne
Convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the
treatment accorded be a function not of, national treatment but of
the treatment accorded in another country (diberikan sesuai dengan
ketentuan Konvensi Berne (1971) atau Konvensi Roma otorisasi
bahwa perlakuan yang diberikan menjadi fungsi bukan dari
perlakuan nasional tetapi perlakuan yang diberikan di negara lain);
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(c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms
and broadcasting organizations not provided under this Agreement
(sehubungan dengan hak-hak pemain, produser rekaman suara
dan lembaga penyiaran tidak diatur dalam Persetujuan ini);
(d) deriving from international agreements related to the protection
of intellectual property which entered into force prior to the entry
into force of the WTO Agreement, provided that such agreements
are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an
arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other
Members (timbul dari perjanjian internasional yang terkait dengan
perlindungan kekayaan intelektual yang mulai berlaku sebelum
berlakunya Persetujuan WTO ketentuan bahwa perjanjian tersebut
diberitahukan kepada. Dewan TRIPS dan tidak merupakan
diskriminasi sewenang-wenang terhadap warga lainnya anggota);
Oleh karena itu setiap Negara penandatangan TRIPS wajib
memperlakukan Warga Negara dari Negara lain yang juga
penandatangan TRIPS sebagaimana memperlakukan Warga Negaranya
Sendiri. Contohnya apabila Warga Negara Indonesia di Belanda melihat
bahwa Lambang Negara Indonesia dipakai sebagai suatu merek dan
merasa tersinggung, maka Warga Negara tersebut dapat mengajukan
gugatan di Pengadilan Belanda untuk membatalkan merek tersebut dan
melarang produsen untuk menggunakan merek tersebut, dan begitu juga
sebaliknya berlaku bagi Warga Negara Belanda di Indonesia. Hal ini
dikarenakan Indonesia dan Belanda sama- sama Negara penandatangan
TRIP. Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan warga negara asing
pun dapat di kategorikan sebagai pihak berkepentingan lain dan memiliki
legal standing (kedudukan hukum) sebagai penggugat di hadapan hukum





Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penilitian
normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Penelitian
normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.88 Sistem norma
yang diaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan.89 Dengan pengertian
penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi
Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan. Dalam hal ini
penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai penyelesaian
sengketa merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek
Nomor 15 Tahun 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Tingkat
Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan
Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI /2013 Jo
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.pst.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan
dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan
yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute
88 Johnny Ibrahim. 2006. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Banyumedia. hlm. 295.
89 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup. hlm. 35.
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approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan
konseptual (conseptual approach).
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu yang sedang ditangani.90
2. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara
menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang dihadapi dan telah
menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.91 Dalam
pendekatan ini penulis akan menelaah kasus sengketa merek Cap
Kaki Tiga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-
HKI/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-
HaKI/2013 Jo Putusan Pengadilan Niaga Nomor
66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst.
3. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam
ilmu hukum.92 Dilakukan untuk mencari konsep-konsep hukum dan
asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dikaji jika
konsep tersebut tidak terdapat dalam perundang-undangan. Konsep-
konsep tersebut diteliti dari pendapat ahli hukum (doktrin hukum).
Pendekatan Konseptual ini dimaksudkan untuk memahami secara
mendalam makna atau konstruksi hukum yang ada dalam
90 Ibid, hlm. 93.
91 Ibid, hlm. 94.
92 Ibid,
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perundang-undangan. Misalnya konsep generic term dan secondary
meaning.
C. Bahan Hukum
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-
bahan hukum sekunder.
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau
yang membuat orang taat pada hukum seperti perundang-undangan,
dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di
dalam penulisan ini yakni UUM Tentang Merek dan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan
Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo Putusan
Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst.
2. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak
mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hkum primer yang
merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli
yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan
memberikan petunjuk kemana peneiti akan mengarah. Yang
dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang
ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yang mengulas tetang
merek berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001.
D. Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu UUM
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo Putusan
Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. dan bahan hukum
sekunder yaitu doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal dan internet
yang mengulas tentang merek yang akan digunakan dan dianalisis
berdasarkan rumusan masalah mengenai Legal Standing penggugat dan
konsekuensi yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang
penyelesaian sengketa merek “Cap Kaki Tiga” yang telah ditetapkan
sehingga diharapkan dapat diperoleh preskripsi mengenai rumusan
masalah yang ada di atas. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah
analisis yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret
terhadap penyelesaian sengketa merek “Cap Kaki Tiga” yang dibahas
secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Legal Standing Russel Vince sebagai Penggugat dalam
pembatalan pendaftaran Merek Cap Kaki berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Berdasarkan UUM 2001, Pihak yang dapat mengajukan pembatalan
merek adalah pihak yang memiliki Legal persona standi in judicio yaitu
pihak yang berkepentingan  [Pasal 68 angka (1)], Pemilik Merek yang
tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI [Pasal
68 Angka (2)], Pihak berkepentingan atas Merek Kolektif [Pasal 72].93
Pihak yang dimaksud sebagai pihak yang berkepentingan dalam
ketentuan Pasal 68 Angka (1) UUM 2001 berikut Penjelasannya:
Pasal 68 Angka (1) dan Penjelasannya:
Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak
yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, 5 dan 6. (Yang dimaksud dengan pihak yang
berkepentingan antara lain : jaksa, yayasan/lembaga di bidang
konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.)
UUM 2016 juga mengatur mengenai Pihak yang dapat mengajukan
pembatalan merek adalah pihak yang memiliki Legal persona standi in
judicio (Legal Standing), yaitu Pihak yang berkepentingan [Pasal 76
93 Rahmi Jened I, Op.Cit.,hlm. 291-292.
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Angka (1)], Pemilik Merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan
permohonan kepada Ditjen HKI [Pasal 76 Angka (2)], Pihak
berkepentingan atas Merek Kolektif [Pasal 79]
Pada dasarnya baik UUM 2001 maupun UUM 2016 mengatur 3
pihak yang memiliki Legal Standing dalam mengajukan pembatalan
pendaftaran merek ke pengadilan niaga. Kedua undang-undang tersebut
juga memiliki persamaan mengenai definisi pihak yang berkepentingan,
yaitu: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga
keagamaan.
Merujuk pada penjelasan di atas, penulis dapat melihat bahwa baik
UUM 2001 maupun UUM 2016 keduanya membatasi tentang pihak yang
berkepentingan adalah antara lain jaksa, yayasan, lembaga di bidang
konsumen dan majelis/lembaga keagamaan. Oleh karena itu, sudah
sangat jelas pihak lain di luar penjelasan undang-undang bukanlah pihak
berkepentingan.
Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau
pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang.
Setelah didaftarkannya suatu merek, pemilik atas merek tersebut
mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.94
Pasal 3 UUM 2001 pada intinya menentukan  bahwa hak atas
merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri mereknya atau melisensikan kepada pihak lain
94 Dwi Rezki Sri Astarini. 2009. Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15
Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO. Bandung: PT. Alumni.
hlm. 69.
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dengan iktikad baik. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus
tersebut, orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang
dan atau jasa yang sejenis, kecuali telah mendapat izin dari pemilik merek
terdaftar.95
Pasal 28 UUM 2001 mengatur mengenai jangka waktu
perlindungan merek terdaftar yaitu selama 10 (sepuluh) tahun sejak
tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Jangka
waktu ini jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 Persetujuan
TRIPs yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek selama 7
tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi. Akan tetapi, dalam jangka
waktu tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya permohonan
pembatalan ataupun penghapusan merek yang telah terdaftar, jika dalam
jangka waktu tersebut terdapat pelanggaran merek.96
Berdasar pada Pasal 69 UUM 2001, Jangka waktu gugatan
pembatalan merek terbagi atas dua, yaitu 5 (lima) tahun sejak tanggal
pendaftaran merek [Pasal 69 Angka (1)], Tanpa batas waktu [Pasal 69
Angka (2)]
Gugatan pembatalan merek diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak pendaftarannya apabila merek yang bersangkutan
bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 (Pasal 68 angka (1)
UUM 2001. Jangka waktu 5 (lima) tahun dianggap sebagai waktu yang
layak untuk menetapkan kepastian hukum perlindungan merek terdaftar.
95 Rahmi Jened. 2013. Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan
(Penyalahgunaan HKI). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .hlm. 193. (untuk
selanjutnya disebur Rahmi Jened II)
96 Dwi Rezki Sri Astarini, Op.Cit., hlm. 53.
75
Hal ini mengingat bahwa sesuai stelsel Konstitutif (first to file system)
bahwa anggapan hukum timbul bahwa si Pendaftar Pertama adalah pihak
yang berhak, sampai terbukti sebaliknya. Manakala terbit sertifikat artinya
pemilik merek terdaftar yang namanya disebutkan dalam sertifikat sudah
melalui proses verifikasi pemeriksaan formil dan materiil. Selanjutnya
pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 3 UUM 2001. Pemberian hak eksklusif oleh negara adalah
bentuk perlindungan hukum yang selain harus memuat aspek keadilan,
juga harus mencerminkan kepastian hukum.97
Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun
masih terapat pengecualian atas pembatalan waktu tersebut karena
gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek
yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan,
atau ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa yang tidak dibatasi
waktu pengajuan gugatan pematalannya hanya gugatan pembatalan yang
tergolong merek yang seharusnya “tidak dapat didaftar” tetapi tetap
didaftarkan karena merek yang bertentangan dengan moralitas agama,
kesusilaan atau ketertiban umum adalah merek yang “tidak dapat
didaftar”.98
Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau
ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung
perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum
97 Rahmi Jened II, Op.Cit., hlm. 295.
98 Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 85-86
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atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk pula dalam pengertian
yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak
baik.99
Sedangkan di dalam UUM 2016 diatur dalam Pasal 77, pada
umumnya UUM 2016 juga mengelompokkan jangka waktu pembatalan
merek kedalam dua waktu, yaitu 5 tahun dan tanpa batas. Akan tetapi
terdapat perluasan alasan tentang jangka waktu pembatalan tanpa batas,
sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Angka (2) sebagai berikut:
“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika
terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang
bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan
perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban
umum.”
Penjelasan Pasal 69 Angka (2) UUM 2001 hanya menyebutkan tiga
alasan pembatalan tanpa batas waktu, yaitu bertentangan dengan
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Sedangkan di dalam
Pasal 77 Angka (2) UUM 2016 terdapat perluasan  selain 3 hal tersebut
yaitu, terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau bertentangan dengan
ideologi negara. Perluasan mengenai terdapatnya unsur itikad tidak baik
ini, menggambarkan betapa pentingnya suatu itikad baik dalam
melakukan suatu kegiatan, khususnya dalam hal persaingan usaha.
Secara umum merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan
yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang
beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara
layak, jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau
menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang
99 Ibid.
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berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi
persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.100
Kemudian perluasan mengenai bertentangan dengan ideologi
negara, dalam arti luas ideologi negara adalah pedoman hidup dalam
berfikir baik dalam segi kehidupan pribadi ataupun umum. Dalam arti
sempit ideologi adalah pedoman hidup baik dalam berfikir ataupun
bertindak dalam bidang tertentu. Ideologi negara merupakan consensus
(mayoritas)  warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin
diwujudkan melalui kehidupan negara itu.101 Ideologi Negara Indonesia
adalah Pancasila, kita semua tahu betapa pentingnya Pancasila itu
sendiri. Pancasila yang merupakan pedoman hidup Bangsa Indonesia dan
juga sebagai jati diri dari Bangsa Indonesia. Tentu saja negara manapun
tidak ingin ideologinya dijadikan sebagai suatu produk komersial yang
diperdagangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pada dasarnya alasan gugatan pembatalan merek adalah:
a. Adanya pendaftaran merek yang didasarkan pada itikad buruk (Pasal
4 UUM 2001)
b. Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena
melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak
diterimanya pendaftaran merek (Pasal 5 UUM 2001),
c. Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan
relatif ditolaknya pendaftaran merek (Pasal 6 UUM 2001),
100 Ahmadi Miru, Op.Cit., hlm. 13-14.
101 Lindawati93. “Ideologi Negara”. Diakses dari (https://lindawati93.wordpress.com) pada
tanggal 26 Januari 2017
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d. Pendaftaran Merek Kolektif tidak digunakan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Penggunaan Merek Kolektif (PPMK) (Pasal 50).102
Pihak yang berkepentingan sebagai penggugat atau pengaju petisi
dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan baik karena alasan
absolut (absolute grounds) ataupun karena alasan relatif (relative
grounds). Argumentasi gugatan pembatalan didasarkan tidak dipenuhinya
alasan absolut (Pasal 4 dan 5 UUM 2001), mengingat jika merek yang
tidak memenuhi absolute grounds, didaftar dan diberikan hak eksklusif
oleh negara artinya negara telah secara sewenang-wenang memberikan
suatu hak yang tidak pada tempatnya dan hal ini akan memberikan
monopoli yang berkelebihan.103
Sedangkan argumentasi gugatan pembatalan yang didasarkan
tidak dipenuhinya relative grounds (Pasal 6 UUM 2001) karena jika merek
tersebut tetap didaftar, artinya negara tidak memberikan suatu kepastian
hukum atau perlindungan bagi pemilik merek senior, atau pemilik merek
terkenal atau pemilik indikasi geografis dan negara melakukan permbiaran
yang dapat menimbulkan konflik dengan pemegang hak yang terlebih
dahulu. Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan
pendaftaran yang bertentangan dengan itikad baik (Pasal 4 UUM 2001).
Penggugat juga dapat menuntut berdasarkan satu atau lebih dari alasan
absolut tidak dapat diterimanya pendaftaran merek (Pasal 5 UUM
2001).104




Berdasarkan pada Pasal 6 UUM 2001, khususnya Angka (3) Poin
(b) dan Poin (c). Russel Vince seorang berkewarganegaraan Inggris
menggugat Wen Ken Drug (suatu perusahaan yang berkewarganegaraan
singapura) atas kemiripan merek “Cap Kaki Tiga” dengan lambang negara
Isle of Man (suatu negara colony Inggris). Pembahasan pembatalan
pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga” dalam Putusan Mahkamah Agung
Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan
Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst.  terkait
Pasal 6 UUM 2001 khususnya Angka (3) Poin (b) dan Poin (c) dapat
dianalisis dari unsur kata “tiruan” dan/atau “menyerupai”. Untuk itu perlu
dilakukan pembahasan terlebih dahulu mengenai kata tiruan dan/atau
menyerupai.
Kata “tiruan” mengacu pada terminologi “persamaan secara
keseluruhan (identik), sedangkan kata “menyerupai” mengacu pada
terminologi “persamaan pada pokoknya”.105
Merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan
nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga
nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak
yang berwenang. Dengan demikian, merah putih yang merupakan
bendera Indonesia, demikian pula bendera-bendera negara lainnya tidak
dapat dijadikan merek. Demikian pula burung garuda sebagai lambang
Negara Republik Indonesia tidak bisa dijadikan merek. Hal ini berbeda jika
105 Rahmi Jened I, Op.Cit., hlm. 120.
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burung garuda sebagai nama burung pada umumnya yang gambarnya
berbeda dari gambar burung garuda lambang Negara Republik Indonesia,
yang tetap dapat dijadikan merek karena bukan lambang negara.
Lembaga nasional disini termasuk organisasi masyarakat ataupun
organisasi sosial politik.106
Merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau
stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah,
kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.107 Menurut
Penulis, pendapat yang menyatakan bahwa merek yang merupakan tiruan
atau menyerupai lambang atau bendera suatu negara haruslah di tolak
pendaftarannya untuk memberikan kepastian hukum sebagai mana diatur
dalam Pasal 6 Angka (3) Poin (b) dan Poin (c).
Pasal 6 angka 3 huruf b UUM 2001 ini merupakan ketentuan yang
diadopsi dari Article 6 ter Paris Convention. Article 6 ter Paris Convention
merupakan pilihan hukum dalam peraturan perundang-undangan negara
anggota. Berdasarkan ketentuan Article 6 ter Paris Convention tersebut,
negara peserta Paris Convention 1967 setuju untuk melakukan penolakan
pendaftaran merek yang berhubungan dengan lambang negara (Article 6
ter (1) (a) Paris Convention). Namun negara peserta Paris Convention
tidak wajib untuk menerapkan ketentuan tersebut, apabila penggunaan
atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak
menunjukkan kepada publik bahwa terdapat koneksi antara organisasi
yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang
106 Ahmadi Miru, Op.Cit.,  hlm. 19-20.
107 Ibid.
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negara, atau apabila penggunaan atau pendaftaran tidak untuk
menyesatkan publik (Article 6 ter (1) (c).108
Merek yang dimohonkan untuk didaftarkan, tidak semua dikabulkan
oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Direktorat
Jenderal) karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga
kemungkinan, yaitu:
a. Tidak dapat didaftarkan
b. Harus ditolak pendaftarannya
c. Diterima/didaftar.
Dalam bahasa sehari-hari kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus
ditolak pendaftarannya” tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti
karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran
merek atau tidak didaftarkannya merek tersebut sehingga apabila pihak
yang mendaftar merek mengalami salah satu diantara kedua hal tersebut,
mungkin sama “menyakitkannya”. Namun, kalau dicermati kedua hal
tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar
belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat untuk tidak menerima
permohonan tersebut.109 Dari penjelasan tersebut penulis berpendapat,
bahwa sudah sangat jelas suatu merek yang memiliki kemiripan atau
menyerupai dari lambang dan/atau bendera suatu negara tanpa
permohonan izin terlebih dahulu haruslah ditolak, karena dapat merugikan
negara tersebut dan menciderai nama baik negara tersebut.
108 Rahmi Jened I, Op.Cit., hlm. 120-121.
109 Ahmadi Miru, Op.Cit., hlm. 13.
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Penulis melihat sengketa Pembatalan Pendaftaran “Merek “Cap
Kaki Tiga”  antara Russel Vince dan Wen Ken Drug dalam Putusan
Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt.Sus-
HKI/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 582
K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo Putusan Pengadilan Niaga Nomor
66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst., dihubungkan dengan Pasal 6 Angka (3) Poin
(b) UUM 2001 dan juga merujuk pada Article 6 paris Convention. Penulis
berpendapat bahwa sudah sangat tepat keputusan hakim yang
menyatakan bahwa pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga” haruslah ditolak
dengan alasan merupakan tiruan atau menyerupai Bendera atau
Lambang Negara Isle of Man.
Menarik untuk dicermati dalam kasus ini karena ketentuan Pasal 6
Angka (3) UUM 2001 belum pernah teruji dalam kasus konkret di
Indonesia. Lebih menantang lagi kasus ini karena belum juga ada kasus
konkret yang sama dibelahan dunia lain. Dari berbagai literatur yang
penulis baca, penulis berkesimpulan bahwa ketiadaan kasus konkret yang
sama di belahan dunia lain karena negara maju misalnya: Inggris,
Perancis, Jerman, Belanda dan Italia sudah sangat paham akan
persyaratan dan kewajiban hukum apa yang harus dipenuhi terlebih
dahulu oleh suatu negara jika ingin menetapkan simbol-simbol negaranya
yang ingin dilindungi dan dilarang untuk digunakan pihak lain di negara
lain. Dalam kancah pergaulan internasional, hanya satu negara di dunia,
yaitu Switzerland yang justru mewajibkan peneraan bendera negaranya
untuk setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan di negara tersebut,
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misalnya mulai dari produk Food and beverage, seperti chocolate sampai
produk fashion apparel.110
Selain kemiripan atau menyerupai dengan lambang negara, hal lain
yang juga menarik dan merupakan pembahasan utama pada penelitian
penulis adalah yaitu status Russel Vince sebagai pihak berkepentingan
yang menjukan gugatan pembatalan merek “Cap Kaki Tiga”. Dalam kasus
ini, muncul pertanyaan besar apakah Russel Vince memiliki Legal
Standing (kedudukan hukum) sebagai penggugat atau tidak, sebagaimana
diatur dalam Pasal 68 Angka (1) UUM 2001.
Pengajuan Tuntutan hak di Pengadilan pada dasarnya adalah
orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan.
Mengenai kepentingan disini bisa kepentingan langsung maupun
kepentingan tidak langsung.111 Orang yang merasa mempunyai hak dan
ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya pada
dasarnya berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat
maupun selaku tergugat (legitima persona standi in judicio).112
Dalam perkara Perdata Senantiasa ada 2 (dua) belah pihak yaitu:113
1) Penggugat/Para Penggugat
Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak disebut
Penggugat/Para Penggugat, yakni orang atau badan hukum yang
memerlukan/berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh
karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk mengajukan
110 Rahmi Jened I, Op.Cit., hlm. 123.
111 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm 371.
112 Sudikno Mertokusumo, Op.cit.,  hlm. 69.
113 Darwan Prinst. 2002. Menyusun Gugatan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.
hlm. 2-4.
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adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari si Penggugat.
Artinya tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat
mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung dan
melekat pada dirinya. Hanya kepentingan yang cukup dan layak serta
mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar
gugatan. Sebelum mengajukan gugatan telah dipikirkan dan
dipertimbangkan, apakah Penggugat betul orang yang berhak
mengajukan gugatan, kalau tidak berhak, maka gugatan akan
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard).
Dalam sengketa Merek “Cap Kaki Tiga”, yang bertindak sebagai
Penggugat adalah Russel Vince seorang berkewarganegaraan Inggris
dengan Nomor Pasport 099182039. Dalam hal ini diwakili oleh Tri
Hartanto, S.H., M.Kn., Previany Annisa Rellina, S.H. dan Oktavian
Adhar, S.H., Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
THAR & Co, beralamat di Jalan Pancoran Timur No. 37, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2012.114
2) Tergugat/Para Tergugat
Tergugat adalah orang atau badan hukum yang terhadapnya
diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat dapat terdiri dari seorang
atau beberapa orang atau 1 (satu) badan hukum atau beberapa badan
hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum. Oleh
karenanya harus hati-hati dalam menyusun gugatan terhadap Tergugat
karena bisa jadi Tergugatnya tidak tepat.
114 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst.
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Sedangkan pihak Tergugat, Wen ken Drug Co. Pte. Ltd, beralamat
di 2 Alexander Roads#02-08, Delta House Building, Singapore.
Kemudian Turut Tergugat, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq
DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan Daan Mogot KM-24,
Tangerang, Banten.115
Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor
66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. sebgai berikut:116
Legal Standing Penggugat
Bahwa berdasarkan Pasal 68 UU Merek mengatur sebagai berikut:
”Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh
pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;
a. Bahwa gugatan aquo diajukan atas dasar terbitnya sertifikat-
sertifikat merek “Cap Kaki Tiga” atas nama Tergugat I, yang
mana logo “Cap Kaki Tiga” tersebut merupakan tiruan atau
menyerupai Lambang Negara “Tsie of Man” yang digunakan
dalam bendera dan/atau mata uang Negara yaitu logo
lingkaran dengan tiga kaki didalamnya, dimana Negara Isle
of Man berdiri jauh sebelum merek “Cap Kaki Tiga” terdaftar
di Indonesia;
b. Bahwa Isle of Man adalah wilayah yang memiliki kedaulatan
sendiri, dimana untuk urusan luar negeri yang berhubungan
dengan Negara lain, Isle of Man diwakili oleh Negara Inggris;
c. Bahwa Penggugat selaku Warga Negara Inggris sangat
berkeberatan dengan adanya penggunaan lambang negara
Isle of Man tanpa izin yang mana lambang negara tersebut
115 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst.
116 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst.
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digunakan oleh Tergugat I sebagai merek “Cap Kaki Tiga”,
bahkan lambang negara Isle of Man tersebut saat ini sedang
menjadi obyek sengketa, yang mana seolah-olah yang
bersengketa adalah Isle of Man {Quad Non);
Alasan-alasan Penggugat Mengaiukan Gugatan Pembatalan
Pendaftaran Merek:
1. Bahwa Gugatan diajukan terhadap tindakan Turut Tergugat
menerbitkan Sertifikat- Sertifikat Merek “Cap Kaki Tiga” atas
nama Wen Ken Drug, yang mana merek “Cap Kaki Tiga”
merupakan tiruan atau menyerupai Lambang Negara “Isle of
Man” yang digunakan dalam bendera dan/atau mata uang
Negara, dimana Negara Isle of Man berdiri jauh sebelum merek
“Cap Kaki Tiga” terdaftar di Indonesia ;
2. Bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang No.15 tahun
2001 (“UU Merek”) mengatur sebagai berikut:
"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal
apabila Merek tersebut (b) merupakan tiruan atau menyerupai
nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau
emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional,
kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”;
Berdasar adanya kemiripan antara Logo “Cap Kaki Tiga”
dengan lambang Negara/ simbol/ bendera/ mata uang dari
Negara Isle of Man, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6
ayat (3) huruf b UU Merek, TURUT TERGUGAT seharusnya
menolak Permohonan Pendaftaran Merek “Cap Kaki Tiga”;
3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) UU Merek mengatur sebagal berikut:
"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran
Merek;
Pasal 69 ayat (2) UU Merek, yang mengatur sebagai berikut;
Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila
Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas
agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.;
Bahwa perbuatan Tergugat yang secara tanpa izin
menggunakan lambang Negara Isle of Man sebagai merek
“Cap Kaki Tiga”, bahkan merek “Cap Kaki Tiga” juga menjadi
obyek sengketa, sehingga apabila Tergugat dibiarkan untuk
terus menggunakan lambang Negara Isle of Man sebagai
merek, berpotensi menimbulkan permasalahan antara Negara
Indonesia dan Negara Isle of Man, karena seolah-olah Negara
Isle of Man ikut terlibat sengketa yang terjadi di Indonesia, yang
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mana hal tersebut bertentangan dengan kepatutan dan rasa
keadilan di masyarakat;
Bahwa adapun penggunaan lambang Isle of Man dalam merek
“Cap Kaki Tiga” yang bertentangan dengan kepatutan dan rasa
keadilan di masyarakat dilakukan Tergugat melalui
pengumuman-pengumuman di Surat Kabar yang mana
Tergugat mengatasnamakan pemilik merek “Cap Kaki Tiga”
sedang bersengketa dengan pihak lain ;
Bahwa terdapat pengaduan dari konsumen dari berbagai
wilayah di Indonesia yang menyatakan keberatan atas suatu
produk dengan merek dagang “Cap Kaki Tiga” terhadap
kualitas produk merek dagang “Cap Kaki Tiga” tersebut; Bahwa
apabila kesalahpahaman tentang merek “Cap Kaki Tiga” yang
memiliki kemiripan dengan lambang Isle of Man semakin
berlarut-larut, dapat menimbulkan keresahan di masyarakan
dan seolah-olah Isle of Man ikut bertanggung jawab.
Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan beberapa
pasal yang menjadi landasan hukum oleh Penggugat dalam mengajukan
gugatannya, yaitu:
1) Pasal 68 UUM 2001 mengatur sebagai berikut:
”Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh
pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
2) Bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang No.15 tahun 2001
(“UU Merek”) mengatur sebagai berikut:
"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
Merek tersebut (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau
singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem
negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”;
3) Bahwa Pasal 69 ayat (1) UU Merek mengatur sebagal berikut:
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"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran
Merek;
Pasal 69 ayat (2) UU Merek, yang mengatur sebagai berikut;
Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila
Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama,
kesusilaan, atau ketertiban umum.;
Penulis berpendapat bahwa ketiga pasal tersebut tidak
menjelaskan tentang Legal Standing Russel Vince sebagai Penggugat,
akan tetapi menjadi dasar yang menguatkan tentang keabsahan bahwa
Merek “Cap Kaki Tiga” layak untuk dijadikan sebagai Objek Sengketa
dalam perkara antara Russel Vince dengan Wen Ken Drug.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengutip pendapat
Rahmi Jened. Bahwa pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek
adalah pihak yang memiliki Legal persona standi in judicio yaitu, Pihak
yang berkepentingan (Pasal 68 Angka (1) UUM 2001), Pemilik Merek
yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI
(Pasal 68 Angka (2) UUM 2001), Pihak berkepentingan atas Merek
Kolektif (Pasal 72 UUM 2001).117 Berdasarkan putusan pengadilan niaga,
majelis hakim mengkualifikasikan Russel Vince sebagai pihak yang
berkepentinga. Oleh karena itu untuk membuktikan Russel Vince memiliki
Legal Standing sebagai penggugat perlu penulis anilis lebih lanjut melalui
Pasal 68 Angka (1).
117 Rahmi Jened I, Op.Cit., hlm. 291-291.
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Pihak yang dimaksud sebagai pihak yang berkepentingan dalam
ketentuan Pasal 68 Angka (1) UUM 2001 berikut penjelasannya, Gugatan
pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, 5 dan 6. (Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara
lain : jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga
keagamaan). Apabila merujuk secara kaku pada penjelasan  Pasal 68
Angka (1) UUM 2001, tentu saja Russel Vince bukanlah pihak yang
berkepentingan sebagai penggugat dikarenakan tidak memiliki Legal
Standing.
Untuk itu perlu dikoreksi bahwa terminologi “pihak yang
berkepentingan (interested party) merujuk pada Black’s Law Dictionary
adalah: “For purpose of administrative hearing, are those who have legally
recognized private interest and not simply a possible pecuniary benefit
(Dalam rangka pemeriksaan administratif, pihak yang berkepentingan
adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi yang diakui secara
hukum, bukan hanya sekadar kemungkinan manfaat yang berhubungan
dengan uang).118
Sedangkan interest (kepentingan) diartikan sebagai:
“the most general term can be employed to denote a righ, claim,
title or legal share. In its application to real estate or things real, is is
frequently used in connection with the terms “estate”, “right and
title”. More Particulary, it means a right in nature of property but less
than title (Kepentingan adalah istilah paling umum yang dapat
digunakan untuk menunjukkan hak-hak, tuntutan, title, pembagian
118 Rahmi Jened II Op.Cit.,  hlm. 292.
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hukum. Dalam hal penggunaanya yang berkaitan dengan real
estate atau barang tetap, (istilah kepentingan) sering kali
dihubungkan dengan istilah-istilah ‘estate’, ‘hak dan titel’.
Utamanya, istilah kepentingan berarti hak atas manfaat yang
diperoleh dari hal apapun yang berupa kekayaan namun paling
tidak berupa titel).119
Penjelasan Pasal 68 Angka (1) UUM 2001 tersebut seyogianya
adalah “pihak yang berkepentingan adalah pihak yang secara hukum
memiliki kepentingan pribadi-kepentingan pribadi yang diakui secara
hukum, bukan hanya sekadar kemungkinan manfaat yang berhubungan
dengan uang ...” Jadi pihak yang berkepentingan adalah siapapun yang
memiliki kepentingan pribadi, yang pada umumnya menyakut hak atas
suatu kekayaan, seperti halnya hak atas merek dan hak atas
menggunakan merek, sehingga tidak terbatas pada (antara lain jaksa,
yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga
keagamaan).120
Pendapat tersebut juga diperkuat dengan keterangan Ahli Tomy
Suryo Utomo di bawah sumpah di depan persidangan memberikan
pendapatnya sebagai berikut:
Bahwa berdasar Pasal 68 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek,
gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentingan, dimana dalam penjelasan pasal 68 disebutkan,
yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain:
jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/iembaga
keagamaan. Kata “antara lain” menekankan bahwa pihak yang
berkepentingan tidak bersifat limitatif. Dengan demikian, apabila
pihak yang berkepentingan tidak bersifat limitatif, maka gugatan
pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak-pihak lain di luar
119 Ibid., hlm. 292-293.
120 Ibid., hlm. 293.
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pihak yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 68 UU No.15 Tahun
2001 tentang Merek;
Bahwa Pasal 69 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur,
gugatan pembatalan merek dapat diajukan apabila merek yang
bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan,
atau ketertiban umum. Mengacu penjelasan Pasal 69, maka
ketertiban umum dalam Pasal 69 harus dijunctokan dengan Pasal 5
UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga berdasar
penjelasan Pasal 5 huruf (a) termasuk dalam pengertian
bertentangan dengan ketertiban umum adalah apabila penggunaan
merek tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan,
ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari
golongan masyarakat tetentu.121
Berdasarkan keterangan ahli tersebut terdapat kemungkinan pihak
berkepentingan lain yang dapat mengajukan pembatalan pendaftaran
merek ke Pengadilan Niaga selain yang disebutkan secara eksplisit dalam
Penjelasan Pasal 68 Angka (1) UUM 2001. Misalnya pemilik merek
terdaftar, pemegang hak atas merek terdaftar, dan pemegang lisensi.
Hanya saja penjelasan tersebut belum mengakomodir secara jelas,
apakah Russel Vince memiliki Legal Standing sebagai Penggugat atau
Tidak. Dikarenakan Russel Vince bukan merupakan pemilik merek
ataupun pemegang hak atas merek.
Menganilisis lebih lanjut Penjelasan Pasal 68 Angka (1) UUM 2001
Juncto Pasal 6 Angka (3) Poin (b) UUM 2001, Penulis melihat terdapat
pihak lain yang berkepentingan dalam hal sebagai Penggugat dalam
pembatalan pendaftaran merek, yaitu Negara, Wakil Negara, Warga
Negara yang merasa singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau
emblem negara atau lembaga nasional maupun internasionalnya ditiru
oleh pihak lain di negara lain tanpa atas persetujuan terlebih dahulu dari
121 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. hlm. 41.
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negara yang bersangkutan. Pasal 6 Angka (3) Poin (b) UUM 2001 ini
merupakan ketentuan yang diadopsi dari Article 6 ter Paris Convention.
Untuk pendaftaran merek yang berhub dengan lambang negara diatur
dalam Article 6 ter (1) (a) Paris Covention, sebagai berikut:122
The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the
registration, and to prohibit by appropriate measures the use,
without authorization by the competent authorities, either as
trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings,
flags, and other State emblems, of the countries of the Union,
official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted
by them, and any imitation from a heraldic point of view.
[Negara-negara Peserta Konvensi setuju untuk menolak atau untuk
membatalkan pendaftaran, dan untuk melarang dengan langkah-
langkah yang layak segala penggunaan tanpa ijin oleh pihak yang
berwenang, baik sebagai merek dagang atau sebagai elemen
merek dagang, hal-hal yang berhubungan dengan lambang,
bendera, dan lambang negara lainnya dari negara-negara Peserta
Konvensi, tanda-tanda dan stempel resmi yang menunjukkan
kontrol dan jaminan (pembenaran identitas) negara-negara Peserta
Konvensi, serta imitasi apapun dari sudut pandang heraldik];
Berdasarkan Pasal 68 Angka (1) UUM 2001 Juncto Pasal 6 Angka
(3) Poin (b) UUM 2001 dan dalam Article 6 ter (1) (a) Paris Covention
penulis berpendapat pasal-pasal tersebut telah memberikan dasar hukum
bagi seorang warga negara untuk mengajukan gugatan di negara lain
peserta Paris Convention untuk mengajukan gugatan pembatalan
pendaftaran merek terkait peniruan  singkatan nama, bendera, lambang
atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun
internasionalnya.
Hal ini memberikan akomodasi terhadap Russel Vince, bahwa
seorang Warga Negara dapat mengajukan gugatan pembatalan
122 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris convention for the Protection of
Industrial Property Rights.
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pendaftaran merek di negara lain, apabila merek tersebut terkait peniruan
singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau
lembaga nasional maupun internasionalnya. Akan tetapi pada sengketa
antara Russel Vince dan Wen Ken Drug terdapat hal yang unik antara
Objek Gugatan dan Subjek Gugatan, dimana Russel Vince merupakan
Warga Negara Inggris, sedangkan sengketa yang timbul dikarenakan
merek “Cap Kaki Tiga” memiliki kemiripan atau menyerupai Lambang
Negara Isle Of Men yang merupakan bagian dari colony Negara Inggris.
Oleh karena itu, menimbulkan pertanyaan baru, apakah Russel Vince
berhak mewakili Isle Of Men dalam sengketa pembatalan Merek “Cap
Kaki Tiga”?
Terhadap Legal Standing Russel Vince sebagai Penggugat,
Tergugat memberikan tanggapan dalam eksepsinya, sebagaimana
didalilkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor
66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. sebagai berikut:123
Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai subyek hukum
untuk menggugat Tergugat atau tidak memiliki “persona standi in
judicio”;
Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai warga
negara Inggris sangat berkeberatan terhadap pendaftaran Merek
“Cap Kaki Tiga” yang meniru lambang Negara Isle of Man yang
merupakan bagian dari Negara Inggris
Bahwa dengan demikian jelaslah karena Penggugat bukanlah
Warga Negara dari Isle of Man, dan untuk itu Penggugat,
berdasarkan teori hukum manapun, sama sekali tidak memiliki
kepentingan sehubungan dengan pendaftaran dan penggunaan
“Cap Kaki Tiga” di Indonesia oleh Tergugat dan dengan demikian
berarti gugatan Penggugat sejak semula tidak dapat diterima ;
Bahwa Isle of Man adalah negara yang hubungan luar negerinya
diwakili oleh Negara Inggris, sehingga Penggugat yang hanya
123 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. hlm. 22.
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sebagai warga negara Inggris tidak memiliki kapasitas untuk
menggugat
Bahwa apabila Negara Isle of Man berkepentingan dengan adanya
pendaftaran Merek “Cap Kaki Tiga” yang mirip dengan lambang
negaranya, maka Negara Isle of Man harus meminta Negara
Inggris dalam hal ini Pemerintah Inggris untuk mempersoalkan
kemiripan tersebut;
Bahwa Penggugat ternyata hanyalah seorang warga negara Inggris
yang sama sekali bulanlah subyek hukum yang ditunjuk oleh
Pemerintah Inggris untuk mewakili Negara Isle of Man untuk
berperkara dengan Tergugat di Indonesia sehingga Penggugat
tidak memilik kapasitas untuk menggugat;
Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak
dapat diterima {niet onvantkelijke verklaard) karena Penggugat
tidak memiliki kapasitas untuk menggugat {Disgualificatie Actoris
Exeptie};
Mengacu pada sengketa pembatalan merek “Cap Kaki Tiga”,
Russel Vince hanyalah berstatus Warga Negara Inggris. Padahal apabila
Russel Vince ingin menjadi subjek hukum dalam sengketa merek tersbut
haruslah memiliki kuasa/surat tugas oleh pemerintahan Inggris untuk
mewakili Isle of Man dalam sengketa tersebut.
Penjelasan pihak tergugat dalam eksepsinya juga didukung oleh
pendapat ahli yang disampaikan oleh Hikmawanto Juana di bawah
sumpah di muka persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut:
Bahwa untuk melihat entitas negara maka negara itu bisa dilihat
dari apakah negara itu berdaulat penuh dan negara yang
mempunyai kedaulatan tetapi untuk masalah-masalah yang keluar
negeri atau masalah- masalah pertahanan itu diwakili oleh negara;
Bahwa dalam konteks siapa yang bisa mewakili negara maka dapat
dianalogikan seperti perseroan terbatas, perseroan terbatas itu
tidak bisa siapa saja mewakili perseroan, bahkan belum tentu
komisaris atau rapat umum pemegang saham mewakili perseroan;
Bahwa barang siapa yang bisa mewakili negara tergantung pada
entitas yang abstrak dan dalam entitas ini ada organ-organnya;
Bahwa kita harus melihat untuk negara lain tersebut konstitusinya,
disana dapat dilihat siapa yang berhak mewakili negaranya; Bahwa
terhadap negara yang dependen maka ia tergantung kepada
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negara yang melindungi, tentu di negara tersebut terdapat
konstitusi yang bisa dilihat siapa yang bisa mewakili negaranya.
Apabila berbicara tentang penggugat, tentu tidak terlepas dari apa
yang dimaksud dengan gugatan itu sendiri. Oleh karena itu, kita juga perlu
memahami konsep dari “gugatan” itu sendiri dan kaitannya dengan Legal
Standing penggugat, dalam hal ini Legal Standing Russel Vince. Setiap
orang yang ingin menuntut haknya melalui jalur pengadilan, pasti harus
melakukan pengajuan gugatan, baik secara lisan ataupun tertulis.
Gugatan yang sering dijumpai adalah gugatan yang dilayangkan secara
tertulis. Gugatan atau tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan
memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk
mencegah ”eigenrichting”.124
Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum
yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan
hak itu oleh pengadilan guna diperiksa (point d’interet, point d’action). Ini
tidak berarti bahwa tuntutan hak yang berkepentingan hukumnya pasti
dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian.
Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan
dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusanya tanggal 7 Juli 1971 no.
294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang
yang mempunyai hubungan hukum.125
Dalam Pasal 68 UUM 2001 mengatur sebagai berikut, ”Gugafan
Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang
124 Sudikno Mertokusumo, Op.cit.,  hlm. 52.
125 Ibid., hlm. 53
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berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, Pasal 5, dan Pasal 6”. Berdasarkan Pasal 68 UUM tersebut, apakah
Russel Vince memiliki kepentingan terhadap sengketa pembatalan
pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga” Tersebut, sehingga dapat mengajukan
gugatan pembatalan atau memiliki Legal Standing untuk menggugat.
Adanya kepentingan, membuktikan adanya hubungan hukum anatara
Penggugat dan Tergugat. Doktrin konvensional perbuatan melawan
hukum di Indonesia yang menganut asas tiada pidana tanpa kepentingan
hukum (point d’interest, point d’action). Asas ini mengandung pengertian
bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki standing
apabila terdapat kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan
kepemilikan (propietary interest) atau kerugian langsung yang dialami oleh
seorang penggugat (injury in fact).
Hal ini juga menjadi dasar sanggahan oleh pihak Tergugat dalam
eksepsinya, sebagaimana di dalilkan dalam Putusan Pengadilan Niaga
Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. sebagai berikut:126
Bahwa sesuai isi Pasal 4, 5, dan 6 di atas, maka Penggugat jelas
tidak memiliki kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek karena
Penggugat bukan pemilik merek terdaftar atau merek terkenal,
bukan pula pihak yang memiliki kepentingan yang dirugikan dengan
adanya Pendaftaran Merek “Cap Kaki Tiga” di Indonesia;
Bahwa Penggugat hanyalah seorang warga negara Inggris yang
secara kebetulan mengetahui adanya pendaftaran Merek “Cap Kaki
Tiga” Indonesia yang dianggap menyerupai lambang negara Isle of
Man sehingga sebenarnya yang memiliki kepentingan yang
terkandung di dalam persoalan ini adalah kepentingan Negara Isle
of Man yang merasa lambang negaranya ditiru dan didaftar sebagai
merek di Indonesia;
126 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. hlm. 23.
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Bahwa Russel Vince bukanlah pemilik merek terdaftar atau merek
terkenal, bukan juga pemegang hak atas merek terdaftar, dan juga bukan
warga negara Isle of Man. Oleh karena itu, hal ini memberikan kekaburan
terhadap kedudukan hukum (Legal Standing) Russel Vince sebagai
penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut Russel Vince tidak memiliki
kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap objek gugatan
yang ia ajukan, yaitu kepentingan yang timbul akibat kerugian dari
pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga” oleh Wen Ken Drug sebagai Tergugat.
Berbicara mengenai masalah merek erat kaitannya dengan
persaingan tidak jujur (unfair competition). Bila pengusaha dalam bidang
perusahaan yang sejenis bersama-sama berusaha dalam daerah yang
sama pula maka masing-masing dari mereka berusaha semaksimal
mungkin untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat konsumen secara
kompetitif. Apabila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan,
dimana pengusaha yang satu berusahan menjatuhkan lawannya untuk
keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diterima oleh
pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu kompetitif yang
menjurus pada pelanggaran hukum.127
Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk
mendapatkan  keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau
melakukan  tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah
terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-
127 Ok.Saidin, Op.Cit. hlm. 360.
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haknya telah dilindungi sebelumnya. Mengacu pada uraian-uraian di atas
dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tidak dapat mendaftarkan merek
dengan niat untuk meniru ketenaran yang berakibat kerugian pada pihak
lain, menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau
menyesatkan konsumen, sebagaimana yang penulis telah kemukakan
sebelumnya.
Berdasarkan sanggahan yang diberikan oleh pihak Wen Ken Drug
sebagai Tergugat, yang meragukan tentang Legal Standing Russel Vince
sebagai Penggugat. Dikaitkan dengan Pasal 68 Angka (1) UUM 2001,
bahwa Russel Vince tidak memiliki kepentingan langsung maupun tidak
langsung terhadap objek gugatan. Oleh karena itu, pada sidang
pembuktian Russel Vince memanggil Ahli Eddy Damian, dibawah sumpah
di depan persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut:128
1. Bahwa suatu Lambang Negara merupakan suatu lambang yang
dilindungi, khususnya apabila mengacu pada UU Merek, yaitu
Undang-Undang No 15 tahun 2001. Contohnya Pancasila sebagai
suatu lambang milik Negara Indonesia juga dilindungi oleh UU
Merek. Dalam hal ini Lambang Negara lain juga dilindungi oleh UU
Merek Indonesia sepanjang terkait dengan penggunaan Lambang
Negara tersebut sebagai suatu Hak Kekayaan Intelektual dimana
ada ketentuan berdasar UU Merek tentang larangan penggunaan
Lambang Negara sebagai merek;
2. Bahwa setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan
pembatalan merek apabila terkait dengan merek yang memiliki
kemiripan dengan Lambang Negara;
3. Bahwa hak-hak individu terkait pembatalan suatu merek diakomodir
dalam UU Merek, dan berdasar TRIPS Pasal 4 tentang prinsip
National Treatment, maka setiap Negara penandatangan TRIPS
wajib memperlakukan Warga Negara dari Negara lain yang juga
penandatangan TRIPS sebagaimana memperlakukan Warga
Negaranya Sendiri. Contohnya apabila Warga Negara Indonesia di
128 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. hlm. 40.
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Belanda melihat bahwa Lambang Negara Indonesia dipakai
sebagai suatu merek dan merasa tersinggung, maka Warga
Negara tersebut dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Belanda
untuk membatalkan merek tersebut dan melarang produsen untuk
menggunakan merek tersebut, dan begitu juga sebaliknya berlaku
bagi Warga Negara Belanda di Indonesia. Hal ini dikarenakan
Indonesia dan Belanda sama- sama Negara penandatangan
TRIPS;
4. Bahwa apabila seorang Warga Negara merasa tersinggung atas
penggunaan Lambang Negaranya sebagai merek oleh suatu
perusahaan, maka Warga Negara tersebut dapat dikatakan
memiliki kepentingan untuk melakukan gugatan pembatalan merek,
yang mana kepentingan tersebut diakui secara internasional
sebagai Hak Asasi Manusia dan kepentingan untuk melindungi
Lambang Negara adalah kewajiban bagi setiap Warga Negara
5. Negara yang telah ada sejak lama belum tentu merupakan itikad
tidak baik, namun jelas menciderai harga diri dan perasaan
kebanggaan atas Lambang Negara bagi Warga Negara dari
Negara tersebut, karena Lambang Negara yang sifatnya sakral
digunakan secara semena-mena, sehingga suatu hal yang wajar
apabila Warga Negara tersebut melakukan gugatan pembatalan
merek. Namun, mungkin saja pendaftaran merek dilakukan dengan
itikad tidak baik untuk mendompleng nilai-nilai luhur dari Lambang
Negara apabila berdasar perkembangan teknologi dapat diketahui
bahwa merek yang didaftar merupakan Lambang Negara. Dengan
demikian, apabila pendaftar merek mengetahui bahwa merek yang
didaftar merupakan Lambang Negara, maka hal tersebut dapat
dikategorikan sebagai itikad tidak baik;
6. Bahwa gugatan pembatalan merek dapat dilakukan di Negara
tempat terdaftarnya merek tersebut;
7. Bahwa dalam sistem civil law, semua ketentuan berdasarkan
undang-undang, dimana berdasar Undang-Undang Merek yang
dimaksud suatu simbol Negara adalah bendera, mata uang, atau
apabila dilihat selain dari undang-undang simbol Negara dapat
dilihat dalam buku-buku nasionalnya ;
8. Bahwa gugatan pembatalan merek dilakukan atas dasar adanya
pelanggaran hak ekonomis atau hak moral, yang mana terkait
dengan hak moral, ukuran dari seberapa besar rasa nasionalisme
Warga Negara terganggu dengan penggunaan Lambang Negara
sebagai merek dapat dilihat dari moral Warga Negara yang
bersangkutan. Biasanya apabila Lambang Negara yang memiliki
nilai luhur dan sakral digunakan untuk tujuan sosial, tidak akan ada
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protes dari Warga Negara, tetapi apabila digunakan untuk tujuan
komersial, bisa saja ada keberatan dari Warga Negara;
9. Bahwa berdasar struktur organisasi tata negara, Isle of Man dapat
dikategorikan sebagai Negara karena memiliki mata uang sendiri
dan ada pengakuan dari Uni Eropa dengan adanya perjanjian
cutom union.
Pendapat ahli tersebut mengangkat prinsip National Treatment
berdasar TRIPS Pasal 4 tentang prinsip National Treatment, maka setiap
Negara penandatangan TRIPS wajib memperlakukan Warga Negara dari
Negara lain yang juga penandatangan TRIPS sebagaimana
memperlakukan Warga Negaranya Sendiri.
Pendapat ini jelas ditujukan untuk mengakomodir Legal Standing
Russel Vince sebagai penggugat. Dimana setiap warga negara berhak
untuk mengajukan gugatan ke pengadilan di negara manapun, bagi
negara anggota penandatanganan Paris Convention. Dengan alasan
apabila Warga Negara terganggu dengan penggunaan Lambang
Negaranya sebagai merek,  seperti yang kita ketahui lambang dari suatu
Negara memiliki nilai luhur dan kesakralan bagi bangsa tersebut. Tentu
baik di negara belahan dunia manapun tidak akan ingin lambang
negaranya digunakan untuk tujuan komersial tanpa ada perstujuan
terlebih dahulu.
Adapun teks dan terjemahan dari TRIPS Agreement (1994) Article
4 Most-Favoured-Nation Treatment adalah sebagai berikut:
With regard to the protection of intellectual property, any advantage,
favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of
any other country shall be accorded immediately and unconditionally
to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation
are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a
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Member. (Berkenaan dengan perlindungan kekayaan intelektual,
keuntungan apapun, mendukung, hak istimewa atau kekebalan yang
diberikan oleh suatu negara untuk warga negara. dari negara lain
harus segera dan tanpa syarat diberikan kepada warga negara dari
semua anggota lainnya. Dibebaskan dari kewajiban adalah
keuntungan apapun, mendukung, hak istimewa atau kekebalan yang
diberikan oleh Anggota):
(a) deriving from international agreements on judicial
assistance or law enforcement of a general nature and not
particularly confined to the protection of intellectual
property (timbul dari perjanjian internasional tentang
pemberian bantuan hukum atau penegakan hukum yang
bersifat umum dan tidak terbatas pada, perlindungan
kekayaan intelektual);
(b) granted in accordance with the provisions of the Berne
Convention (1971) or the Rome Convention authorizing
that the treatment accorded be a function not of, national
treatment but of the treatment accorded in another country
(diberikan sesuai dengan ketentuan Konvensi Berne (1971)
atau Konvensi Roma mengesahkan bahwa perlakuan yang
diberikan menjadi fungsi bukan dari perlakuan nasional
tetapi perlakuan yang diberikan di negara lain);
(c) in respect of the rights of performers, producers of
phonograms and broadcasting organizations not provided
under this Agreement (sehubungan dengan hak-hak
pemain, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran
tidak diatur dalam Persetujuan ini);
(d) to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary
deriving from international agreements related to the
protection of intellectual property which entered into force
prior to the entry into force of the WTO Agreement,
provided that such agreements are notified or unjustifiable
discrimination against nationals of other Members (timbul
dari perjanjian internasional yang terkait dengan
perlindungan kekayaan intelektual yang mulai berlaku
sebelum berlakunya Persetujuan WTO ketentuan bahwa
perjanjian tersebut diberitahukan kepada. Dewan TRIPS
dan tidak merupakan diskriminasi sewenang-wenang
terhadap warga lainnya anggota);
Mengesampingkan sanggahan-sanggahan yang di sampaikan oleh
Tergugat. Majelis hakim pengadilan niaga pada persidangan sengketa
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merek “Cap Kaki Tiga”, memutuskan untuk mengabulkan sebagian
gugatan Penggugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 68 ayat (1)
dan (2) Jo. Pasal 6 ayat (3) huruf (b); Pasal 69 Jo. Penjelasan Pasal 5
huruf (a) dari Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
Pasal 4 TRIPS (Persetujuan tentang Aspek- Aspek Dagang Hak Atas
Kekayaan Intelektual/Agreement on Trade in Counterfeit Goods) serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.129 Dengan
dikabulkannya tuntutan pembatalan pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga”
dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst.
Berdasar pada Pasal 87 UUM, terhadap putusan pengadilan niaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Angka (8) hanya dapat diajukan
kasasi. Tidak setuju dengan putusan yang diberikan oleh majelis hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakart Pusat, tergugat Wen
Ken Drug mengajukan Kasasi dengan alasan diterimanya Russel Vince
sebagai pihak yang berkepentingan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah keliru dan telas salah
dalam menerapkan hukumnya.
Mencermati Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UUM 2001, maka Russel
Vince jelas tidak memiliki kepentingan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  4, 5, dan 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat bukan pemilik merek
terdaftar dan bukan pemilik merek terkenal serta bukan pula pemohon
pendaftar merek, atau apabila secara khusus gugatan mengacu pada
129 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. hlm. 62.
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Pasal  5 UUM 2001, maka pihak yang berkepentingan/berwenang
mengajukan gugatan adalah: Jaksa, Yayasan/lembaga di bidang
perlindungan konsumen dan Majelis/lembaga keagamaan. Selanjutnya,
makna frase "antara lain" dalam penjelasan Pasal 68 apabila dihubungkan
dengan Pasal 5 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
adalah harus dimaknai dari sudut kepentingan siapa yang dirugikan
dengan terdaftarnya merek “Cap Kaki Tiga” dan dalam konteks ini
mengingat merek “Cap Kaki Tiga” dianggap terkait dengan simbol Negara
Isle of Man maka secara hukum makna Frase "antara lain" tersebut
adalah Negara Isle of Man atau Kerajaan Inggris sebagai Negara
pengampu dari Negara Isle of Man sehingga jelas dalam perkara a quo
Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah bukan pihak yang memiliki
kepentingan yang dirugikan dengan adanya Pendaftaran Merek “Cap Kaki
Tiga” di Indonesia.
Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek mengatur dalam hal mengajukan gugatan pembatalan tersebut
demi kepastian hukum atas hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara
kepada pemilik merek terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang
Undang Merek, maka para pihak yang akan mengajukan gugatan
pembatalan secara hukum harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan-
ketentuan yang bersifat legal formal. Menurut Pasal  68 ayat (1) Undang
Undang Merek, pihak yang berkepentingan yang dimaksud adalah pemilik
merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek sehingga secara hukum di
dalam posita gugatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat harus secara
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tegas menyampaikan nomor register pendaftaran merek dari merek
Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan
pembatalan tersebut.
Walaupun dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang
Merek masih memberikan kemungkinan kepada pemilik merek tidak
terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan. Akan tetapi mengingat
tujuan gugatan pembatalan tersebut adalah untuk mengembalikan
kepemilikan merek kepada pemilik merek yang hakiki, serta adanya
konsep perlindungan hukum di bidang merek menganut asas konstitutif
dimana perlindungan hanya diberikan kepada pemilik merek terdaftar
yang diperoleh dengan adanya suatu permohonan pendaftaran merek.
Oleh karena itu, dalam gugatan pembatalan merek apabila pihaknya
adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  68 ayat (2) UUM 2001.
Secara hukum pihak tersebut harus terlebih dahulu mengajukan
permohonan pendaftaran merek tersebut kepada Direktorat Merek, serta
harus diuraikan dan disampaikan secara tegas di dalam posita gugatan.130
Oleh karena itu, Penggugat secara keseluruhan adalah subjek
hukum yang tidak memiliki kualifikasi atau kedudukan atau kewenangan
atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara
(onbekwaam; niet handelingsbekwaam). Berkaitan dengan gugatan
pembatalan pendaftaran Merek “Cap Kaki Tiga”, karena objek gugatan
serta dalil gugatan tidak mempunyai hubungan kepentingan langsung
maupun tidak langsung maka dengan demikian Penggugat adalah harus
130 Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, hlm. 67.
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dikualifikasi sebagai pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum
untuk mengajukan gugatan pembatalan dalam perkara merek “Cap Kaki
Tiga”.
Selain membahas masalah pihak yang berkepentingan untuk
menggugat, Penggugat juga membahas tentang prinsip National
Treatment Pasal  4 TRIPs. Menurut Penulis prinsip ini tidak relevan untuk
diterapkan dalam kasus ini, karena prinsip National Treatment hanya
diberlakukan atas barang dan jasa dari negara-negara anggota TRIPs dan
anggota WTO sementara Negara Isle of Man jelas bukan anggota TRIPs
ataupun WTO. Apabila sebuah negara telah menandatangani Paris
Convention atau menjadi anggota TRIPS maka tidak otomastis simbol
negaranya dilindungi karena negara-negara berdaulat tersebut harus
mengikuti prosedur administratif agar simbol atau lambang negaranya
dilindungi antara lain harus ada notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal
6 Ter Paris Convention.
Di samping itu, untuk pedoman pemberlakuan Article 6 bis Paris
Convention harus dirujuk tentang prosedur dan Aspek Hukum yang
terseleksi (Procedural and Selected Legal Aspects) yang dikeluarkan oleh
Standing Committe World Intellectual Property Organization (WIPO)
sebagai berikut:131
Sejalan dengan Pasal 6 ter (3) Konvensi Paris 1967, negara
peserta konvensi setuju menjalankan komunikasi timbal balik
mengenai emblem dan lambang-lambang negara yang dimohonkan
perlindungannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) (a),
dengan pengeculian bendera kebangsaan. Prosedur serupa juga
berlaku untuk organisasi internasional antar pemerintah. Biro
131 Rahmi Jened I, Op.Cit.,  hlm. 121.
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Internasional berperan sebagai penengah dalam komunikasi
antarnegara peserta konvensi dan antara negara peserta konvensi
dengan non peserta, sejalan dengan Pasal (3) WIPO dan WTO, 22
Desember 1995, (the WIPO/WTO Agreement of 1995).
Ketika suatu permohonan resmi untuk perlindungan hak telah diterima
Biro Internasional World Intellectual Property Organization (WIPO)
lengkap dengan 600 salinan tanda yang dimohonkan perlindungan
haknya, Biro Internasional WIPO menyampaikan surat pernyataan
permohonan kepada Kementrian Luar Negeri dari Negara peserta Paris
Convention 1967 dan negara anggota WTO yang bukan peserta Paris
Convention 1967 dan secara bersamaan, Biro Internasional WIPO
menyampaikan salinan surat pernyataan tersebut sebagai informasi ke
kantor-kantor HKI di negara anggota Paris Convention 1967 dan negara
anggota WTO yang bukan peserta Paris Convention. 132
Melalui Biro Internasional (Article 6 ter (3) (a)). Kemudian
pengajuan keberatan simbol negara harus diajukan dalam waktu 12 (dua
belas) bulan dari setelah diterimanya notifikasi tersebut oleh negara lain di
mana keberatan tersebut diajukan (Article 6 ter (4) Paris Convention). Jadi
Article 6 ter Paris Convention menetapkan persyaratan hukum (legal
requirements) secara kumulatif bahwa pemberlakuan larangan
penggunaan simbol lambang negara sebagai berikut:133
(1) Kewenangan untuk melakukan pelarangan penggunaan lambang
negara haruslah oleh negara berdaulat, sesama negara anggota
Paris Convention 1967 atau sesama negara anggota WTO/TRIPS;
132 Ibid., hlm. 122.
133 Ibid.
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(2) Larangan harus dilakukan dengan memberikan notifikasi
(Notification) kepada seluruh  negara anggota Paris Convention
dan/atau WTO/TRIPs melalui Biro Internasional World Intellectual
Property Organization(WIPO);
(3) Keberatan penggunaan simbol negara harus diajukan 12 (dua
belas) bulan dari setelah diterimanya notifikasi tersebut oleh negara
dimana keberatan tesebut dibuat.
(4) Larangan hanya berlaku jika penggunaan simbol tersebut
menunjukkan terdapat koneksi antara negara organisasi yang
bersangkuta dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang
negara, atau apabila penggunaan atau pendaftaranya untuk
menyesatkan publik.
Sampai dengan saat ini Direktorat Merek sebagai pihak yang
diberikan kewenangan oleh perundang-undangan di bidang merek untuk
menyelenggarakan administrasi pendaftaran merek (Pemohon Kasasi
dahulu Turut Tergugat) tidak pernah menerima notifikasi ataupun
pemenuhan prosedur administratif lainnya sebagaimana diatur dalam
Pasal  6 ter TRIPs di atas terhadap lambang kaki tiga milik Negara Isle of
Man baik dilakukan oleh Negara Isle of Man maupun oleh Negara Inggris
sebagai anggota Paris Convention.134
Berdasarkan uraian-uraian di atas Tergugat menganggap telah
salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal  4
TRIPs sehingga apabila penafsiran ini digunakan oleh majelis hakim
134 Putusan Mahkamah Agung  Nomor  582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. hlm. 75.
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dalam perkara anatar Russel Vince dan Wen Ken Drug telah salah dalam
menerapkan hukumnya. Dengan demikian Gugatan Penggugat
berdasarkan Pasal  6 Ayat (3) UUM 2001 adalah keliru dan tidak
beralasan menurut hukum karena persyaratan hukum (legal requirements)
pemberlakuan Pasal  6 Ayat (3) Huruf (b) UUM 2001 yang mengacu pada
Article 6 terParis Convention tidak terpenuhi.135
Menurut Rahmi Jened yang pada saat itu menjadi saksi yang
memberikan keterangan ahli bahwa: “gugatan Russel Vince tidak
dibenarkan karena tidak memenuhi persyaratan hukum” dengan beberapa
argumentasi.
Pertama, Isle of Man bukan negara berdaulat, bukan negara
anggota Paris Convention, dan bukan pula negara anggota WTO/TRIPs.
dalam kasus a-quo justru ada beberapa negara yang terlibat yaitu:
Republik Indonesia136, Singapura137, dan Inggris (United Kingdom)138
semua adalah anggota Paris Convetion dan sekaligus negara anggota
WTO. Artinya dalam kasus a-quo, Isle of Man bukan sebagai pihak yang
berwenang berdasarkan Article 6 ter Paris Convention. Bahkan jika
dikatakan Isle of Man diwakili kepentingannya oleh Inggris (United
Kingdom).
Kedua, fakta hukum membuktikan bahwa Inggris yang telah
menjadi anggota dan memberlakukan secara efektif Paris Convention
135 Putusan Mahkamah Agung  Nomor  582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. hlm. 88.
136 Republik Indonesia menjadi negara anggota Paris Convention berdasarkan kep-pre
No. 17/1997 dan menjadi negara anggota WTO/TRIPs berdasarkan UU No.7/1994
137 Singapura adalah negara anggota Paris Convention dan WTO/TRIPs sejak 23
November 1994 dan berlaku efektif 23 Februari 1995
138 United Kingdom (Inggris) adalah negara anggota Paris Convention sejak 17 Maret
1884 berlaku efektif 7 Juli 1884 dan menjadi anggota WTO/TRIPs 1 Januari 1995.
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sejak 7 Juli 1884 dan menjadi anggota dan memberlakukan secara efektif
WTO/TRIPs tahun 1995 tidak pernah mengajukan notifikasi simbol Isle of
Man sebagai simbol yang dilarang kepada Biro International WIPO.
Inggris hanya memberikan notifikasi untuk simbol negaranya sendiri.
Negara Inggris tercatat sebagai negara yang sangat terkenal dalam
praktik kenegaraan dan pergaulan internasional di antara negara-negara,
sehingga tidak mungkin Inggris mengabaikan kewajiban untuk memenuhi
persyaratan hukum sebagai kewajiban hukum yang diatur dalam Article 6
ter Paris Convention tentang pemberlakuan larangan penggunaan simbol
negara.
Ketiga, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Inggris (United
Kingdom) dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah notifikasi dalam
Angka (2) terkait dengan penggunaan simbol negara colony-nya Isle of
Man oleh organisasi atau perusahaan di negara lain sesama negara
anggota Paris Convention atau WTO/TRIPs. Keberatan tersebut harus
diajukan kepada negara Singapura dan negara Indonesia sesama negara
anggota Paris Convention atau sesama negara anggota WTO/TRIPs.
Dalam kasus a-quo tidak ada pengajuan keberatan Inggris dalam waktu
12 (dua belas) bulan sejak notifikasi kepada pemerintah negara Indonesia
sebagai negara penerbit sertifikat terkait kasus a-quo. Tidak ada
pengajuan keberatan Inggris dalam 12 (dua belas) bulan sejak notifikasi
kepada pemerintah negara Singapura sebagai negara asal
kewarganegaraan Wen Ken Drug, padahal Inggris, Singapura, dan
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Republik Indonesia sama-sama negara anggota Paris Convention dan
sesama negara anggota WTO/TRIPs.
Keempat, tidak ada perbuatan Wen Ken Drug dengan sertifikatnya
yang menjadi objek pembatalan dalam kasus a-qou yang menunjukkan
adanya koneksi dengan Isle of Man dan tidak ada tindakan Wen Ken Drug
dengan sertifikatnya yang objek kasus a-quo yang bersifat menyesatkan
publik. Pengaduan konsumen dari berbagai wilayah Indonesia adalah
alasan yang tidak sah (onwetigtitle) bahkan merupakan bukti yang dibuat-
buat (denkebelding bewijs). Dalam praktik negara maju, bahkan ini bisa
diancam dengan penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).
Tidak ada penggunaan simbol oleh Wen Ken Drug yang menunjukkan
koneksi antara perusahaan yang bersangkutan dengan hal-hal yang
berhubungan dengan Isle of Man ataupun tidak ada penggunaan simbol
Wen Ken Drug yang menyesatkan publik. Bahkan Inggris (United
Kingdom) menganggap tidak ada kepentingan substansial dengan
koloninya Isle of Man yang dirasakan terkait dengan simbol Isle of Man.
Justru Inggris melihat kepentingan yang lebih besar dengan Singapura
sebagai bekas koloninya yang telah berkembang menjadi negara
berdaulat maju di kawasan Asia.
Sebagaimana diketahui Wen Ken Drug adalah perusahaan
berkewarganegaraan Singapura yang telah diakui sebagai National
Heritage Corporation Of Singapura.139 Di samping itu, Inggris Kiranya
tidak menutup mata bahwa Republik Indonesia adalah negara berdaulat
139 Singapore Prestige Brand Award 2008-Heritage Brands Category (awarded to Three
Legs Brand)
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dan bukan negara bekas koloni Inggris. Kepentingan Inggris terhadap
Indonesia lebih besar daripada kepentigannya pada Isle of Man. Dengan
demikian, perolehan sertifikat Three Legs di Singapura dan sertifikat “Cap
Kaki Tiga” di Indonesia telah memenuhi persyaratan formal dan materiel
karena tidak ada satu pun dokumen yang dapat dijadikan pembanding
oleh kantor HKI Singapura Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)
dan Ditjen HKI Indonesia Indonesia (DGIP) tentang simbol Isle of Man
dalam daftar notifikasi yang diterbitkan oleh Biro International WIPO
berdasarkan notifikasi negara anggota dan ketiadaan pengajuan
keberatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan menetapkan larangan
berdasarkan Article 6 ter Paris Convention .
Di samping itu, Russel Vince bukan pihak yang berkepentingan
karena tidak memiliki Legal Standing in judicio. Hal ini dapat dilihat dari
ketentuan Pasal 68 Angka (10) UUM 2001 bahwa: “Gugatan pembatalan
pendaftaran merek harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan...”.
Pihak yang berkepentingan (interested party) menurut Black’s Law
Dictionary adalah:
“A person concerned or having or taking part in any affair,matter,
transaction or proceeding considered individually. Term in general
means one having right to control proceeding, to make defense, to
adduce cross examine witness and to appeal from judgment.
(Seseorang terkait atau yang memilikiatau yang mengambil bagian
dalam suatu urusan, persoalan, transaksi atau prosedur secara
individu. Dalam terminologi umum artinya seseorang ysng memiliki
hak untuk megontrol prosedur, untuk membuat pembelaan,
mengajukan pemeriksaan silang dan mengajukan banding dari
suatu putusan).
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Dalam kasus a-quo terkait dengan prinsip hukum yang berlaku:
“Tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point the interest, point the
action; geen belangs, geen actie; no interest, no claim) (artinya seseorang
atau sekelompok orang dikatakan dapat memiliki kewenangan menggugat
apabila terdapat kepentingan umum yaitu kepentingan kepemilikan
(propiertary interest) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat
(injury in fact).
Dalam kasus a-quo mengingat gugatan didasarkan pada Pasal 6
Angka (3) UUM 2001 menyangkut simbol suatu negara patut
dipertanyakan kepentingan umum dari Russel Vince yang
mengatasnamakan negara Isle of Man, bahkan negara Inggris (United
Kingdom). Suatu negara yang berdaulat harus diwakili oleh pejabat
negara yang memiliki kewenangan penuh sebagai pejabat negara yang
berdaulat dan mampu menunjukkan identitas kenegaraan yang jelas
(legitimate staat bewijs). Kapasitas Penggugat (Pasal 6 Angka (3) UUM
2001) haruslah pejabat negara yang berdaulat sebagai : “state officer one
who hold elective or appointive position in state goverment (pejabat
negara adalah seseorang yang memangku posisi yang didasarkan pada
pemilihan atau penunjukkan dalam pemerintahan negara). Tambahan
pula berdasarkan WIPO Standing Committe tentang Pedoman Prosedur
dan Aspek Hukum Terseleksi untuk pemberlakuan dan pelaksanaan
Article 6 ter Paris Convention maka pejabat negara sebagai pihak yang
berwenang adalah Kementrian Luar Negeri. Ketiadaan kepentingan
hukum dengan secara sembarangan menggugat dalam praktik negara
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maju dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap peradilan/pengadilan
(contempt of court).
Melihat keseluruhan penjelasan di atas, penulis menarik
kesimpulan, bahwa Sengketa merek antara Russel Vince dan Wen Ken
Drug terkait pembatalan merek “Cap Kaki Tiga” dalam Putusan
Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt.Sus-
HKI/2015 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor Tingkat Kasasi
582K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Juncto Putusan Pengadilan Niaga Nomor
66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst., baik di tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi dan
Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung, ketiga-tiganya dimenangkan
oleh Russel Vince. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan majelis hakim
yang menangani perkara ini mengaminkan bahwa Russel Vince memiliki
Legal Standing sebagai Penggugat dalam perkara merek “Cap Kaki Tiga”
sebagai salah satu pihak yang berkepentingan untuk mengajukan
pembatalan pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga”.
Adapun pertimbangan hukum hakim yang menyatakan Russel
Vince memiliki Legal Standing sebagai Penggugat dalam Putusan
Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. adalah sebagai
berikut:140
Menimbang, bahwa mengenai apakah Penggugat termasuk
sebagai pihak yang berkepentingan. Majelis hakim berpendapat
sebagai berikut;
Menimbang, bahwa mengenai pihak yang berhak mengajukan
pembatalan pendaftaran merek diatur pada Pasal 68 ayat (1) dan
ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur “Gugatan
140 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. hlm.
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pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6; Menimbang, bahwa Penggugat
mengajukan alas dasar gugatannya bahwa Penggugat selaku
warga negara Inggris sangat keberatan dengan penggunaan
lambang negara Isle of Man berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b
Undang Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur
sebagai berikut:
(3) Permohonan Juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal
apabila Merek tersebut: (b) merupakan tiruann atau
menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang
atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional
maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari
pihak yang berwenang”;
Menimbang, bahwa berdasar TRIPS Pasal 4 tentang prinsip
National Treatment, maka setiap negara penandatangan TRIPS
wajib memperlakukan warga negara dari negara lain yang juga
penandatangan TRIPS sebagaimana memperlakukan warga
negaranya sendiri. Di Indonesia setiap warga negara wajib
memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa
Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk
kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan
Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ;~
Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat Ahli, yaitu
Prof. EM Eddy Damian, SH., Tommy Suryo Utomo, SH.,LL.M.,Ph.D
dan DR.Miranda Risang Ayu, SH., LL.M, yang dikemukakan di
persidangan serta berdasarkan pada ketentuan Undang-undang
yang berlaku dalam hal ini Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3)
huruf b UU RI No.15/2001 tentang Merek dan ketentuan Pasal 4
TRIPS maka Majelis Hakim berpendapat: Penggugat mempunyai
kualitas sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan
pendaftaran pembatalan Merek dalam perkara a quo;
Dikabulkannya Russel Vince sebagai pihak yang berkepentingan
(memiliki Legal Standing) sebagai penggugat. Majelis Hakim dalam amar
putusannya menyatakan Wen Ken Drug sebagai Tergugat telah
melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan seluruh Merek Dagang
“Cap Kaki Tiga”. Menyatakan bahwa seluruh Merek Dagang “Cap Kaki
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Tiga” atas nama Tergugat menyerupai atau merupakan tiruan dari
Lambang/ Simbol/ Emblem/ Mata Uang Isle of Man. Membatalkan atau
Setidak-tidaknya menyatakan batal seluruh Sertifikat Merek “Cap Kaki
Tiga” atas nama Tergugat dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat
hukumnya. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada
Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan mencoret
pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan intelektual dengan segala akibat hukumnya dengan
mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
Putusan tersebut telah menolak seluruh dalil yang diajukan oleh
Tergugat dalam upaya menggugurkan dalil Penggugat. Majelis Hakim
dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Russel Vince sebagai pihak
yang berkepentingan (memiliki Legal Standing) sebagai penggugat dan
menyatakan “Cap Kaki Tiga” menyerupai atau merupakan tiruan dari
Lambang/ Simbol/ Emblem/ Mata Uang Isle of Man, dimana
pendaftarannya dilakukan atas itikad tidak baik.
Menurut pendapat penulis secara pribadi, penulis menilai putusan
tersebut telah keliru, dengan alasan tidak mempertimbangkan beberapa
hal berikut:
(1) Bahwa Pasal  68 Ayat (1) UUM 2001 tentang Merek menyatakan,
"Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang
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berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur
dalam Pasal  4, 5, atau Pasal  6:
Penjelasan Pasal 68, "Yang dimaksud dengan pihak yang
berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di
bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan"
Berdasarkan ketentuan Pasal 68 diatas, dihubungkan dengan
Prinsip National Treatment pada Pasal 4 TRIPs dan Pasal 6
Angka (3) UUM 2001. Pihak yang berkepentingan adalah negara
karena dalam sengketa merek “Cap Kaki Tiga” yang menjadi
objek sengketa adalah tentang lambang negara Isle of Man,
sehingga pihak yang berkepentingan adalah Pemerintah Negara
Isle of Man.
(2) Keterangan saksi ahli di depan persidangan, Saksi Ahli Pemohon
Kasasi Hikmahanto Juwana dan Ahli Emawati dengan tegas
menyatakan sebagai berikut:
(a)Gugatan atas nama penggunaan simbol negara hanya dapat
dilakukan atas dasar Surat Kuasa Khusus dari Pejabat
Berwenang dalam hal ini Presiden cq. Menteri Luar Negeri
cq. Kuasa Hukum yang ditunjuk dengan kuasa khusus;
(b)Negara berdaulat adalah negara yang memiliki kedaulatan
dan dapat berhubungan dengan negara lain sebagai negara
yang berdiri sendiri;
(c)Apabila ada sengketa mengenai sebuah bendera negara
maka yang berhak melakukan gugatan adalah Negara.
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Tidak boleh seseorang warga negara menggugat pihak lain
atas nama sebuah negara atau kepentingan sebuah negara,
sekalipun menggunakan rasa Nasionalismenya;
(d)Seseorang menggugat orang lain berdasarkan kepentingan
negara maka orang tersebut harus mendapatkan Surat
Kuasa dari instansi yang berwenang. Dengan kata lain,
Perorangan atau badan hukum tidak dapat mewakili
kepentingan negara kecuali memiliki surat kuasa dari
instansi atau pejabat yang berwenang;
(3) Ahli Rahmi Jene, dalam keterangannya di persidangan menyatakan
apabila gugatan didasarkan pada Pasal  6 Ayat (3) Undang
Undang Merek menyangkut simbol suatu negara, maka harus
diwakili oleh pejabat negara yang memiliki kewenangan penuh
sebagai pejabat negara yang berdaulat dan mampu menunjukan
identitas kenegaraan yang jelas (legitimate staat bewijs). Kapasitas
Penggugat vide Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Merek haruslah
pejabat negara yang berdaulat sebagai: "state officer one who hold
elective or appointive position in state government (pejabat negara
adalah seseorang yang memangku posisi yang didasarkan pada
pemilihan atau penunjukkan dalam pemerintahan negara)".
Tambahan pula berdasarkan WIPO Standing Commitee tentang
Pedoman Prosedur dan Aspek Hukum Terseleksi untuk
pemberlakuan dan pelaksanaan Article 6 ter Paris Convention,
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maka pejabat negara sebagai pihak yang berwenang adalah
Kementerian Luar Negeri.
(4) Eksepsi atas gugatan yang tidak jelas mengenai kedudukan
sebagai pihak dalam perkara telah diterima oleh pengadilan
sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958
tanggal 13 Desember 1958 yang asas hukumnya sebagai berikut:
"Bahwa syarat mutlak bagi suatu pihak atau seseorang
untuk menuntut atau menggugat pihak lainnya di depan
pengadilan, adalah adanya suatu perselisihan hukum antara
kedua belah pihak"
Putusan pengadilan niaga tersebut diperkuat oleh Putusan
Mahkamah Agung Tingkat Kasasi 582K/Pdt.Sus-HaKI/2013. Majelis
Hakim Kasasi menilai bahwa Permohonan Kasasi dari Turut Tergugat dan
Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti
(Pengadilan Niaga) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah
menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
Bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf b menyebutkan:
“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
Merek tersebut:
a. …dan seterusnya;
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama
atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau
emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional,
kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
Bahwa, “apabila ada pihak yang mengajukan permohonan
pendaftaran merek, apabila merek tersebut merupakan tiruan
atau menyerupai, lambang atau simbol atau emblem Negara
atau Lembaga Nasional atapun Internasional” pihak Direktorat
Merek harus “menolak” permohonan pendaftaran tersebut,
artinya tanpa menunggu adanya keberatan dari pihak yang
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memiliki lambang/simbol tersebut, maka Direktorat Merek
“dilarang” mendaftarkannya, kecuali pihak pendaftar tersebut
memiliki ijin dari negara yang bersangkutan;
Dalam perkara ini Direktorat Merek telah mengabaikan
ketentuan Pasal  6 ayat (3) sub b Undang Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek tersebut, tegasnya dengan
demikian maka “pendaftaran tersebut batal dengan sendirinya/
batal demi hukum” karena sudah dilarang oleh hukum akan
tetapi Direktorat tetap mendaftarnya/melakukannya;
Bahwa, sekalipun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan
terhadap lambang/simbol sesuatu Negara i.c Negara Isle of
Man, disebabkan secara faktuil nampak jelas “Cap Kaki Tiga”
adalah lambang Negara Isle of Man, maka Direktorat Merek
harus menolak dan tidak mendaftarkan merek “Cap Kaki Tiga”
a quo;
Bahwa karena pendaftaran itu dilarang, maka merek yang
sudah didaftar menjadi batal demi hukum ataupun batal dengan
sendirinya; Dikarenakan merek tersebut sudah terlanjur
didaftarkan, maka perintah yang diberikan oleh Judex Facti
dalam perkara ini pada angka 4 untuk membatalkan atau batal
demi hukum merek-merek tersebut telah tepat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di
atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,
sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para
Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Republik Indonesia qq
Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia cq
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat
Merek, 2. Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd. tersebut,  harus ditolak;
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Menolak permohonan
kasasi dari para Pemohon Kasasi, yaitu Pemohon I Pemerintah Republik
Indonesia qq Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia cq
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek,
Pemohon  II  WEN KEN DRUG Co. Pte. Ltd.
Menarik untuk dicermati pertimbangan hukum hakim dalam
Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi 582K/Pdt.Sus-HaKI/2013.
120
Apabila memperhatikan dengan teliti, menurut Penulis terdapat dua hal
yang mendasari pertimbangan hukum tersebut. Pertama, membahas
tentang Pasal 6 ayat (3) huruf b menyebutkan: “Merupakan tiruan atau
menyerupai nama atau singkatan nama atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol atau emblem Negara atau lembaga nasional
maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang
berwenang”. Bahwa berdasarkan pasal tersebut pendaftaran merek harus
ditolak. Kedua, tentang kemiripan merek “Cap Kaki Tiga” dengan
Lambang Negara Isle of Man. Oleh karena itu, pendaftaran merek “Cap
Kaki Tiga” tersebut haruslah ditolak.
Penulis menilai kedua pertimbangan hukum tersebut bukanlah
pokok utama dalam permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon.
Apabila dielaah lebih lanjut alasan-alasan permohonan kasasi, dapat
dilihat bahwa alasan utama pengajuan permohonan kasasi tersebut terkait
Legal Standing Russel Vince sebagai penggugat dalam pembatalan
pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga”. Sedangkan didalam pertimbangan
hukum tersebut sama sekali tidak menyebutkan tentang posisi Russel
Vince dalam sengketa merek tersebut.
Selain itu salah satu pertimbangan hukum yang menyatakan
“bahwa sekalipun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap
lambang/simbol sesuatu Negara i.c Negara Isle of Man, disebabkan
secara faktuil nampak jelas “Cap Kaki Tiga” adalah lambang Negara Isle
of Man, maka Direktorat Merek harus menolak dan tidak mendaftarkan
merek “Cap Kaki Tiga”, justru mendukung dalil-dalil pemohon kasasi
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tentang tidak adanya Legal Standing Russel Vince sebagai penggugat.
Penulis berpendapat dalam Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi
582K/Pdt.Sus-HaKI/2013 mengesampingkan keberadaan Russel Vince.
Oleh karena itu, baik Russel Vince dinyatakan tidak memiliki kepentingan
atau Legal Standing sebagai penggugat dan dinyatakan kalah dalam
sengketa tersebut, merek “Cap Kaki Tiga” akan tetap dibatalkan.
Dikarenakan dengan terbuktinya kemiripan merek “Cap Kaki Tiga” dengan
lambang negara Isle of Man sudah menjadi landasan hukum mutlak
dibatalkannya merek “Cap Kaki Tiga”.
Dalam Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali
Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, Majelis Hakim Peninjauan Kembali
berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon
peninjauan kembali (Wen Ken Drug) adalah tidak dapat dibenarkan,
dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti secara saksama alasan alasan peninjauan kembali tanggal
2 Februari 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal
16 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris,
ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon
Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang
bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa pengajuan bukti baru/Novum tersebut haruslah dinyatakan
dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang,
sedangkan nyatanya bukti baru/Novum yang dimaksudkan oleh
Pemohon sendiri tidak dinyatakan dibawah sumpah, dan tidak pula
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Bahwa bukti baru/ Novum yang diajukan oleh pemohon
diketemukan setelah perkara a quo diputus, sehingga alat bukti
tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
Berdasarkan alasan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim
Peninjauan Kembali memberikan putusan yang amarnya menolak
permohonan peninjauan kembali.
Selanjutnya untuk memperkuat argumen penulis yang menilai
bahwa Russel Vince bukanlah pihak yang mempunyai legal standing
sebagai penggugat, penulis akan menjabarkan penjelasan lebih lanjut
mengenai status hubungan luar negri antara Inggris dan Isle of Man.
Isle of Man Government International Relations Framework
Document pada bagian kata pengantar yang disampaikan  oleh Hon. Allan
Bell sebagai berikut:141
To explain to an international audience what the Isle of Man is, and
how and why the Isle of Man Government engages in international
relations is to address a number of contradictions.
The Isle of Man is not an independent or sovereign state; it is a
Dependency of the British Crown… however, it has its own
government, parliament, legal system, and distinct cultural and
national identity.
The Isle of Man is autonomous; it makes its own laws, which are
proposed by its executive (Council of Ministers), enacted by its
parliament (Tynwald)
and enforced by its judiciary (Deemsters, High Bailiff & Deputy High
Bailiff)…but those Ministers are appointed by a Lieutenant
Governor (who is appointed by Her Majesty The Queen). Those
laws are subject to Royal Assent and the judgments of the courts
can be appealed in the UK’s Supreme Court.
141 Cabinet Office. Isle of Man Government International Relations Framework Document.
May 2015. Dikutip dari https://www.gov.im/media/1347549/isle-of-man-government-
international-relations-framework.pdf
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Seperti yang disampaikan oleh Hon. Allan Bell, yang pada
pokoknya menjelaskan bahwa Isle of Man bukanlah sebuah negara yang
independen atau negara yang berdaulat, namun Isle of Man memiliki
pemerintahannya sendiri.
Isle of Man Government International Relations Framework
Document pada poin 2b – Our relationship with the UK, menjelaskan
sebagai berikut:142
The Isle of Man’s relationship with the UK is not set out in statute and
neither is there a formal written constitution for either jurisdiction.
The British Crown, acting on the advice of the Privy Council, retains
ultimate responsibility for the Isle of Man’s external relations, defence,
and good government. Official communications between the Island and
the United Kingdom Government are through the Ministry of Justice in the
United Kingdom and so the Lord Chancellor has particular responsibility
for advising on Island affairs.
Penjelasan di atas Pada pokoknya menerangkan bahwa Inggris
bertanggung jawab dalam hal untuk urusan luar negeri, pertahanan dan
pemerintahan. Kemudian dalam pelaksanaanya Inggris diwakili oleh
Departemen Kehakiman Inggris dan Lord Chancellor dari pihak
pemerintahan Isle of Man sebagai penasihatnya.
Identitas Internasional Isle of Man dan hubungannya dengan
negara Inggris juga dijelaskan dalam Framework for developing the
international identity of the Isle of Man yang ditanda tangani oleh Kepala
Mentri Isle Of Man dan Skretaris Negara Inggris untuk Urusan Konstitusi
yang ditanda tangani pada Mei 2007, sebagai berikut:143
142 ibid
143 Framework for developing the international identity of the Isle of Man dikutip dari
https://www.gov.im/media/622895/iominternationalidentityframework.pdf
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Following the statement of intent agreed on 11 January 2006, the
Chief Minister of the Isle of Man and the UK Secretary of State for
Constitutional Affairs have agreed the following principles. They
establish a framework for the development of the international identity
of the Isle of Man. The framework is intended to clarify the
constitutional relationship between the UK and the Isle of Man, which
works well and within which methods are evolving to help achieve the
mutual interests of both the UK and the Isle of Man.
1. The UK has no democratic accountability in and for the Isle of
Man which is governed by its own democratically elected
assembly. In the context of the UK’s responsibility for the Isle of
Man’s international relations it is understood that –
The UK will not act internationally on behalf of the Isle of Man
without prior consultation.
The UK recognises that the interests of the Isle of Man may differ
from those of the UK, and the UK will seek to represent any
differing interests when acting in an international capacity. This is
particularly evident in respect of the relationship with the
European Union where the UK interests can be expected to be
those of an EU member state and the interests of the Isle of Man
can be expected to reflect the fact that the UK’s membership of
the EU only extends to the Isle of Man in certain circumstances
as set out in Protocol 3 of the UK’s Treaty of Accession.
2. The Isle of Man has an international identity which is different
from that of the UK.
3. The UK recognises that the Isle of Man is a long-standing, small
democracy and supports the principle of the Isle of Man further
developing its international identity.
4. The UK has a role to play in assisting the development of the Isle
of Man’s international identity. The role is one of support not
interference.
5. The Isle of Man and the UK commit themselves to open, effective
and meaningful dialogue with each other on any issue that may
come to affect the constitutional relationship.
6. International identity is developed effectively through meeting
international standards and obligations which are important
components of the Isle of Man’s international identity.
7. The UK will clearly identify its priorities for delivery of its
international obligations and agreements so that these are
understood, and can be taken into account, by the Isle of Man in
developing its own position.
8. The activities of the UK in the international arena need to have
regard to the Isle of Man’s international relations, policies and
responsibilities.
9. The UK and the Isle of Man will work together to resolve or clarify
any differences which may arise between their respective
interests.
10. The Isle of Man and the UK will work jointly to promote the
legitimate status of the Isle of Man as a responsible, stable and
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mature democracy with its own broad policy interests and which
is willing to engage positively with the international community
across a wide range of issues.
Secara historis, Inggris telah mengurus urusan eksternal dan
pertahanan, dan mempertahankan kekuasaan terpenting untuk membuat
undang-undang untuk Isle of Man. Namun, pada tahun 2007, Isle of Man
dan Inggris menandatangani perjanjian yang didirikan kerangka kerja
untuk pengembangan identitas internasional dari Isle of Man. Di antara
poin diklarifikasi dalam perjanjian adalah bahwa:
1. Inggris tidak memiliki akuntabilitas demokratis dan untuk Isle of
Man yang diatur oleh majelis terpilih secara demokratis sendiri;
2. Inggris tidak akan bertindak secara internasional atas nama Isle of
Man tanpa konsultasi sebelumnya.
3. Isle of Man memiliki identitas internasional yang berbeda dari
Inggris;
4. Inggris mendukung prinsip Isle of Man pengembangan lebih lanjut
identitas internasional;
5. Inggris mengakui bahwa kepentingan Isle of Man mungkin berbeda
dari Inggris, dan Inggris akan berusaha untuk mewakili kepentingan
yang berbeda-beda ketika bertindak dalam kapasitas
internasional; dan
6. Inggris dan Isle of Man akan bekerja sama untuk menyelesaikan
atau mengklarifikasi perbedaan yang mungkin timbul antara
kepentingan masing-masing.
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Penjelasan dari Isle of Man Government International Relations
Framework Document dan Framework for developing the international
identity of the Isle of Man sudah sangat jelas tentang siapa sebenarnya
yang memiliki legal standing sebagai penggugat dalam sengketa merek
“Cap Kaki Tiga”. Dalam hal ini adalah pemerintah Isle of Man sendiri, yang
diwakili oleh Departemen Kehakiman Negara Inggris. Segala urusan luar
negeri Isle of Man pun tidak dapat dilaksanakan oleh Departemen
Kehakiman Negara Inggris tanpa konsultasi dan persetujuan dari Isle of
Man. Apalagi diwakili oleh Russel Vince, yang notabene hanya warga
negara Inggris tanpa ada pemberian kuasa resmi dari pihak pemerintah
Inggris untuk mewakili Isle of Man. Oleh karena itu, Russel Vince
bukanlah pihak yang memiliki legal standing dalam sengketa merek “Cap
Kaki Tiga”.
Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa
Russel Vince bukanlah pihak yang memiliki kepentingan langsung
maupun tidak langsung (Legal Standing) untuk menjadi Penggugat dalam
sengketa merek “Cap Kaki Tiga”. Oleh karena itu, seharusnya majlis
hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelije
verklaard) karena alasan gugatan mengandung cacat formil.
M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa berbagai macam cacat
formil yang mungkin melekat pada gugatan, anatara lain:
1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang
tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
3. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
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4. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium
litis consortium;
5. Gugatan mengandung cacat obscuur libel, ne bis in idem, atau
melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.
Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa,
error in persona, obscuur libel, premature, kadaluwarsa, ne bis in idem),
putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan
dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard). Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis
gugatan Russel Vince memiliki cacat formil, yaitu gugatan diajukan oleh
pihak yang tidak memiliki legal standing (erorr in persona). Oleh karena
itu, seharusnya gugatan yang diajukan Russel Vince terhadap Wen Ken
Drug dalam sengketa merek “Cap Kaki Tiga” dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh majelis hakim.
Sengketa pembatalan pendaftaran Merek “Cap Kaki Tiga” dalam
Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 85
PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor Tingkat
Kasasi 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo Putusan Pengadilan Niaga Nomor
66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst yang melibatkan Russel Vince dan Wen Ken
Drug. Dalam putusan tersebut penulis menilai tidak terdapat keadilan
dalam hal dinyatakannya Russel Vince sebagai pihak yang mempunyai
Legal Standing dalam sengketa merek “Cap Kaki Tiga” atas dasar
kemiripan dengan lambang negara Isle of Man.
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B. Konsekuensi yuridis terhadap pembatalan pendaftaran Merek
Cap Kaki Tiga
Keputusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst.
mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Russel Vince (Penggugat)
terhadap Wen Ken Drug (Tergugat) dalam sengketa merek “Cap Kaki
Tiga” milik Tergugat. Putusan tersebut telah menolak seluruh dalil yang
diajukan oleh Tergugat dalam upaya menggugurkan dalil Penggugat.
Majelis Hakim dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa merek “Cap
Kaki Tiga” memiliki persamaan pada pokoknya dengan Lambang Negara
Isle Of Man sehingga harus ditolak pendaftarannya atau setidak-tidaknya
dinyatakan batal demi hukum. Terhadap putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat pihak Wen Ken Drug mengajukan kasasi, namun
Makhkamah Agung menolak permohonan kasasi pihak Wen Ken Drug
dan selanjutnya menguatkan keputusan sebelumnya di Pengadilan Niaga
yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Tingkat Kasasi
582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. Masih merasa keberatan dengan putusan
kasasi pihak Wen Ken Drug kembali mengajukan permohonan Peninjauan
Kembali dan ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah
Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.
Adapun intisari dari Amar Putusan Pengadilan Niaga Nomor
66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst., sebagai berikut:144
1) Menyatakan Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam
mendaftarkan seluruh Merek Dagang “Cap Kaki Tiga”.
144 Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. hlm. 62-70.
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2) Menyatakan bahwa seluruh Merek Dagang “Cap Kaki Tiga” atas
nama Tergugat menyerupai atau merupakan tiruan dari Lambang/
Simbol/ Emblem/ Mata Uang Isle Of Man.
3) Membatalkan atau Setidak-tidaknya menyatakan batal seluruh
Sertifikat Merek “Cap Kaki Tiga” atas nama Tergugat dan
mencoretnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya.
Dengan di batalkanya merek “Cap Kaki Tiga” tentu saja
menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap merek tersebut, sebagaimana
diatur dalam Pasal 70 Angka (3) UUM 2001:
“Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek
yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan
badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan
mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Adapun tata cara pembatalan pendaftaran merek diatur dalam
Pasal 71, sebagai berikut:
(1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal
dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum
Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal
pembatalan tersebut.
(2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya
dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa
sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat
Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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(3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita
Resmi Merek.
(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan
berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.
Berbeda halnya pada UUM 2016, hal-hal mengenai pembatalan
merek diatur dalam sub bab tersendiri pada BAB XV Bagian Keempat
tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan, yang terdiri atas dua pasal, yaitu
Pasal 91 dan Pasal 92, sebagai berikut:145
Pasal 91
(1) Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan
dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam
Berita Resmi Merek.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan
Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 92
(1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh
Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan
memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau
penghapusan tersebut.
145 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
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(2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada
pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan
pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak
tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
Menarik untuk dipahami, membandingan pengaturan tentang tata
cara pembatalan pendaftaran merek yang terdapat di dalam UUM 2001
dan UUM 2016. Didalam UUM 2001 pembatalan dilakukan oleh Dirjen HKI
dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek
dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan
tersebut. Dengan dihapuskannya merek tersebut dalam daftar umum
merek, maka berakhir pula segala perlindungan terhadap merek tersebut.
Hal ini hanya menjelaskan secara umum tentang bagaimana proses
pelaksanaan pembatalan merek. Sedangkan dalam UUM 2016, dimana
yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan dan penghapusan
merek dari daftar umum merek adalah menteri, dalam hal ini Menteri
Hukum dan Ham. Kemudian mengenai tata cara pelaksanaan pembatalan
merek tersebut tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Agrrement Pembentukan World
Trade Oragnization Nomor 7 Tahun 1994 maka hukum nasional harus
disesuaikan dengan materi yang terdapat di dalam peraturan TRIPs.
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Dikeluarkanlah Undang- Undang baru yang mengatur mengenai Merek
yaitu Undang-Undang Nomor  19 Tahun 1997 sebagai revisi atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Namun revisi Undang-
Undang tersebut masih dianggap kurang mengakomodi materi-materi
yang ada pada TRIPs sehingga undang-undang tersebut direvisi kembali
dengan UUM 2001. Setelah itu untuk mengikuti perkembangan zaman
dan untuk mengakomodir pentingnya suatu indikasi geografis dan/atau
indikasi asal, sehingga undang-undang tersebut direvisi kembali dengan
UUM 2016. Sebagaimana diatur dalam undang-undang merek, bahwa
setiap merek yang telah terdaftar memiliki perlindungan Hukum. Setelah
didaftarkannya merek “Cap Kaki Tiga” pada direktorat merek, merek “Cap
Kaki Tiga” telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia
berdasarkan Pasal 28 UUM 2001. Adapun perlindungan Hukum yang
dapat penulis jabarkan antara lain sebagai berikut:
Perlindungan hukum yang diberikan sudah dimulai pada saat
pendaftaran hak merek. Pendaftaran hak merek dalam UUM 2001
menggunakan sistem first to file (siapa yang pertama kali mendaftarkan
maka dianggap sebagai pemilik merek yang sah) yang menimbulkan hak
atas merek. Hal tersebut berbeda dengan sistem yang dipakai dalam
Undang-Undang Merek sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1961 yang menerapkan first to use principles yaitu orang yang
pertama memakai merek tersebut adalah sebagai pemegang merek.
Pasal 3 UUM 2001 mengatur sebagai berikut, hak merek diberikan
kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum, maka jelas bahwa
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sistem yang dipakai di Indonesia adalah sistem first to file riciple atau
bersifat aktif sehingga pemilik merek terdaftar adalah sebagai pemegang
hak merek. Pemegang merek tersebut dapat menggunakan sendiri merek
tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya.
Lebih lanjut pada Pasal 40 UUM 2001 yang diatur bahwa hak merek dapat
dialihkan melalui pewarisan; wasiat; hibah; perjanjian; atau sebab-sebab
lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Sistem first to file principles yang dianut dalam UUM 2001,
menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan sejak tanggal
penerimaan yaitu tanggal dipenuhinya persyaratan oleh pemohon. Apabila
seluruh persyaratan dipenuhi saat pengajuan permohonan maka tanggal
penerimaan sama dengan tanggal pengajuan permohonan tetapi apabila
kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal
pengajuan permohonan maka tanggal lain harus ditetapkan sebagai
tanggal penerimaan. Berdasarkan UUM 2001 Jangka waktu perlindungan
terhadap hak merek yaitu 10 tahun dan dapat diperpanjang sampai waktu
yang tidak ditentukan asal merek terdaftar tersebut tetap memenuhi
kriteria merek terdaftar atau dengan kata lain merek tersebut tidak
termasuk merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Selama hak
merek tersebut dilindunngi Hak merek dapat dialihkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang ada.146
Hilangnya perlindungan hukum terhadap merek “Cap Kaki Tiga”
juga berdampak terhadap hak-hak yang melekat pada merek “Cap Kaki
146 Rahmadi Usman. 2003. Hukum HAKI:  Perlindungan Hukum dan Dimensi Hukumnya.
Bandung: PT. Alumni. hlm. 332.
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Tiga” sebelum merek merek tersebut dibatalkan. Untuk itu, perlu penulis
bahas terlebih dahulu mengenai hak-hak apa saja yang didapatkan oleh
pemilik merek setelah mereknya terdaftar. Setelah didaftarkannya merek
“Cap Kaki Tiga”, maka Wen Ken Drug sebagai pemilik merek meperoleh
hak eksklusif dan eksploitasi merek terhadap merek “Cap Kaki Tiga”. Hak
eklusif dan hak eksploitasi terhadap merek penulisan jabarkan sebagai
berikut:
1. Hak eklsklusif
Hak eksklusif pemilik merek diatur dalam Article 16 Paragraph (1),
(2) dan (3) dan Article 21TRIPs serta Article 6 quarter aris Convention dan
sebagai berikut:
Article 16TRIPs
(1) The owner of a registered trademark shall have the exclusive
right to prevent all third parties not having the owner’s consent
from using in the course of trade identical or similar signs for
goods or services which are identical or similar to those in
respect of which the trademarks is registered where such use
would result in a likehood of confusion shall be presumed. The
right described above shall not prejudice any existing priorrights,
nor shall they affect the possibility of members making right
available on the basis of use;
(2) Article 6 bis of the Paris Convention(1967) shall apply, mutatis
mutandis, to services. In determining whether a trademark is
welknown, member shall take account of the knowledge of the
trademark in the relevant sector of the public, including
knowledge in the member concerned which has been obtained
as a result of the promotion of the trademark.
(3) Article 6 bis of the Paris convention(1967) shall apply mutatis
mutandis, to goods or services which are not similar to those in
respect of which a trademark is registered, provided that use of
that trademark in relation to those goods or services would
(4) Indicate a connection between those goods or services and
the owner of the registered trademark and provided tha the




“Members may determine conditions on the licensing and assignment
of trademark, it being understood that the compulsory licensing trademark
shall not be permitted and that the owner of registered trademark shall
have the right to assign the trademark with or without the transfer of the
business to which the trademark belongs.
Article 6 bis Paris Convention
(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislationso
permits, or at the request of an interested party, to refuse or to
cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark
which constituties a reproducton, an imitation, or a translation,
liable to create confusion, of a mark considered by the competent
authority of the country of registration or use to be well known in that
country as being already the mark of a person entitled to the benefits
of this Convention and used for identical or similargoods. These
provisions shall also apply when the essential part of the mark
constituties a reproduction of any such well-known mark or an
imitation liable to create confusion therewith.
(2) A period of at least five years from the date of registration shall be
allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries
of the Union may provide for a period within which the prohibition of
use must requested.
(3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the
prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.
Article 6 quarter Paris Convention
(1) When, in accordance with the law of a country of the Union, the
assignment of a mark is valid only if it takes place at the same time
as the transfer of the business or goodwill to which the maark belongs,
it shall suffice for the recognition of such calidity that the portion of the
business or goodwill located in that country be transferred to the
assignee, together with the exclusive right to manufactur in the said
country, or to sell there in, the goods bearing the mark assigned.
(2) The foregoing provision does not impose upon the countries ofthe
Union any obligation to regard as valid the assignment of any mark
the use of which by the assignee would, in fact, be of such a mature
as to mislead the public, particularly as regards the origin, nature or
essential qualities, of the goods to which rhe mark is applied.
Di Indonesia hak eksklusif pemilik merek terdaftar diatur dalam Pasal
3 UUM 2001 sebagai berikut: “Pemilik merek terdaftar memiliki hak
eksklusif untuk menggunakan mereknya dan memberikan izin bagi pihak
lain untuk menggunakan mereknya.
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Berdasarkan TRIPs bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki
hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin
pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda
yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang dan jasa yang
sama atau mirip dengan barang atau jasa atas nama merek telah
didaftarkan, dimana harus telah diprediksi sebelumnya bahwa
penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang
dijelaskan di atas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan
memengaruhi kemungkinan Negara Anggota menyediakan perlindungan
hak merek dagang atas dasar penggunaan Article 6 bis Konvensi paris
(1967) berlaku, mutatis mutandis, untuk jasa.
Hak merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang
mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. Hal ini timbul karena
kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan waktu, tenaga dan
biaya yang tidak sedikit. Baik sebagai objek kepemilikan (eigendom atau
ownership),maupun sebagai objek kekayaan (vermogen atau property),
hak merrek dapat dialihkan atau dilisensikan oleh pemiliknya kepada
pihak lainnya. Pada dasarnya pemilik merek terdaftar dapat
mengeksploitasi mereknya, hak melalui penggunaan yang dilakukannya
sendiri atau dilisensikan atau bahkan dialihkan kepada pihak lain.
Hak eksklusif (exclusive right) diartikan sebagai:147 “one which only
the grantee there of can exercise and from which all others are prohibited
or shut out”. Manakala suatu merek telah disetujui untuk didaftar, maka
147 Rahmi jened I, Op.Cit., hlm. 195
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pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek
terdaftar tersebut, termasuk:
a. Hak untuk menggunakan merek terkait dengan produk barang
dan/atau jasa dan mengggunakan untuk bisnis yang relevan.
b. Hak eksklusif tersebut membuat pemilikmerek terdaftar yang
menikmati hak eksklusif, tidak ada satu pihak punyang lain yang
berhak untuk menggunakan merek yang memiliki persamaan secara
keseluruhan (identic) atau persamaan pada pokoknya (similar) untuk
barang dan/atau jasa.
c. Hak untuk mengizinkan atau memberikan kewenangan bagi pihak lain
untuk menggunakan merek terdaftarnya dengan cara
menandatangani kontrak lisensi yang sesuai dengan hukum.
d. Kekuatan untuk menahan dan melarang pihak mana pun dari
penggunaan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan
(identic) atau persamaan pada pokoknya (similar) tanpa izin.
e. Hak untuk menjaminkan merek terdaftar dalam bisnis.
f. Hak untuk investasi mengingat merek terdaftar merupakan aset tidak
berwujud (intangible asset) dan membuat investasi sesuai hukum
yang berlaku.
g. Hak untuk mengalihkan merek terdaftar dengan atau tanpa bisnisnya.
h. Hak untuk mengalihkan pada ahli warisnya.
2. Hak Eksploitasi Merek
a. Hak Eksploitasi Merek Dalam Bentuk Penggunaan Sendiri
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Penggunaan oleh pemilik merek haruslah:148
1) Penggunaan yang bonafide use, yaitu penggunaan dalam
transaksi perdagangan yang berlangsung secara jujur, wajar
dalam kegiatan perdagangan.
2) Penggunaan secara langsung pada konsumen
3) Tidak boleh penggunaan untuk sekedar menahan pasar
4) Bukan penggunaan yang bersifat menyalahgunakan hak dan
antikompetisi.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor
516/PK/Pdt/1997 dinyatakan untuk mengetahui apakah suatu merek
masih digunakan atau tidak, maka patokannya:
1) Pemakaian secara bonafide yaitu pemakaian dalam transaksi
perdagangan yang berlangsung secara jujur dan wajar serta
lumrah dalam kegiatan perdagangan, tidak boleh hanya
digunakan sebagai reservasi hak oleh si pemilik.
2) Penjualan tidak bersifat biasa (ordinary), seperti penjualan yang
sangat terbatas dianggap tidak cukup untuk mengesampingkan
bukti prima facie atas pelepasan merek.
3) Diperdagangkan dalam pasar domestik.
b. Eksploitasi Dalam Bentuk Perjanjian Lisensi
Perjanjian lisensi yang terkait HKI, secara teoritis terdiri dari:149
148 Rahmi Jened II, Op.Cit., hlm.216.
149 Ibid., hlm 180
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1) Lisensi sukarela (voluntary licensing) didasarkan pada asas
kebebasan berkontrak (freedom of contact).
2) Lisensi tidak sukarela (non-voluntary licensing) lazimnya diberikan
melalui putusan  pengadilan dalam kasus persinggungan antara
Hukum Anti-monopoli dan Hukum HkI, terutama jika pemegang
HKI bertindak anti-kompetisi.
3) Lisensi wajib (compulsory licensing) merupakan lisensi wajib yang
sudah ditetapkan secara khusus dalam undang-undang, lazimnya
dengan tujuan untuk kepentingan umum dengan pembayaran
kompensasi yang layak.
Hal yang penting dalam hukum merek bahwa lisensi wajib
dilarang untuk merek karena merek murni untuk kepentingan bisnis
dan perlindungan reputasi sebagaimana dinyatakan dalam article 21
TRIPs ”...It being understood that the compulsory licensing of
trademarks shall not be permitted...”.
Mengacu pada permasalahan yang ada pada “Cap Kaki Tiga”,
maka Wen Ken Drug selaku pemilik merek dagang “Cap Kaki Tiga” tidak
mendapatkan perlindungan hukum dengan menggunakan system first to
file principles setelah merek tersebut dihapuskan oleh Ditjen HKI dalam
daftar umum merek, sehingga perlindungan mengenai fisrt to file
principles telah hilang dari Wen Ken Drug dikarenakan Legal Standing
pada “Cap Kaki Tiga” sudah tidak ada. Dengan demikian proteksi
mengenai Pihak lain yang memalsu, menggunakan, memperbanyak
merek dagang “Cap Kaki Tiga” ataupun menyamai pada pokoknya seluruh
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bentuk dan sebagian yang ada pada “Cap Kaki Tiga” tidak dapat digugat
ke dalam jalur di Indonesia baik itu Hukum Perdata maupun Hukum
Pidana yang ada di Indonesia. Perlindungan yang seharusnya diberikan
kepada Merek “Cap Kaki Tiga” yang telah didaftarkan adalah 10 tahun
dengan adanya pembatalan merek dagang tersebut sudah tidak berlaku
lagi, sebelum 10 tahun proteksi mengenai merek “Cap Kaki Tiga” telah
hilang.
Setelah mahkamah agung memutuskan membatalkan pendaftaran
merek “Cap Kaki Tiga” dan dihapuskanya merek “Cap Kaki Tiga” dalam
daftar umum merek oleh Ditjen HKI, menyebabkan hilangnya
perlindungan terhadap merek “Cap Kaki Tiga”. Hal ini juga menyebabkan
konsekuensi yuridis terhadap hilangnya hak-hak yang telah di peroleh
oleh Wen Ken Drug, yaitu hak ekslusif dan hak eksploitasi terhadap merek
“Cap Kaki Tiga”.
Salah satu konsekuensi lain dari dibatalkannya merek “Cap Kaki
Tiga” milik Wen Ken Drug adalah kehilangan fungsi dari merek tersebut.
Salah satu fungsi merek adalah sebagai pembeda dari produk barang
atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk
barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain.
Barang atau jasa yang di buat oleh  seseorang atau badan hukum
tersebut merupakan barang atau jasa sejenis, sehingga perlu diberi tanda
pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini, bahwa barang atau jasa
yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau
jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan
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perokok, korek api yang termasuk dalam kelas barang yang sejenis, atau
angkutan, pengemas dan penyimpan barang-barang, pengaturan
perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.150
Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil
produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya,
atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya.
Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-
barang dagangannya, guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak
konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang
akan dibeli.
Adapun dampak dari pembatalan merek “Cap Kaki Tiga” adalah
sebagai berikut:
1. Tidak dapat mengenalkan atau membedakan hasil produksi
yang dihasilkannya dengan produk dari pihak lain karena
apabila terdapat kesamaan-kesamaan dengan pihak lain Wen
Ken Drug tidak memiliki kemampuan untuk melakukan gugatan.
2. Tidak dapat mempromosikan produk yang terdaftar atas merek
“Cap Kaki Tiga” secara spesifik kepada khalayak umum dengan
menyebutkan merek dagang “Cap Kaki Tiga”.
3. Tidak dapat memberikan jaminan kepada konsumen atas
produk-produk dalam hal ini jika mengacu pada merek “Cap
Kaki Tiga” mengenai standar mutu dan kualitas dari produk-
150 Rahmadi Usman, Op. Cit., hlm. 322.
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produk “Cap Kaki Tiga” yang selama ini telah dinilai
memuaskan oleh para konsumen dan terpercaya selama ini.
4. Tidak dapat menunjukkan asal dari barang atau produk-produk
yang telah dihasilkan dari Wen Ken Drug.
Hal yang sangat utama dari fungsi merek dagang ini yang tidak
dapat dimiliki oleh “Cap Kaki Tiga” yaitu sebagai pembanding/pembeda
antara suatu barang dan/atau jasa lainnya, yang dihasilkan atau
diperdagangkan oleh salah satu pihak baik perorangan maupun badan
usaha, maka suatu merek boleh dikatakan sebagai tanda pengenal asal
barang dan/atau jasa tersebut dengan produsennya. Dengan demikian
merek tersebut menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan
reputasi barang atau jasa hasil usahanya tersebut saat diperdagangkan.
Menurut penulis berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tingkat
Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Juncto Putusan
Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013
Juncto Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. dan
mempertimbangkan seluruh penjelasan-penjelasan di atas, secara teoritis
sejak dicoretnya merek “Cap Kaki Tiga” dari daftar umum merek tanggal 2
September 2016 seharusnya merek “Cap Kaki Tiga” sudah tidak dapat
lagi di pergunakan sebagai merek dagang di Indonesia. Oleh karena itu,
seluruh predaran produk-produk merek “Cap Kaki Tiga” seharusnya ditarik
dari pasaran. Apabila produk tersebut ingin dipasarkan kembali di
Indonesia, pihak Wen Ken Drug harus terlebih dahulu mendaftarkan
produk tersebut dengan merek yang berbeda.
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Hal ini juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh
Kuasa Hukum Russel Vince yaitu Oktavian Adhar dalam pernyataan di
jawapos.com, sebagai berikut:
Direktorat Jenderal ((Ditjen) Kekayaan Intelektual (KI) mencoret
merek Cap Kaki Tiga pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung
(MA). Dalam putusan itu disebutkan, bahwa merek Cap Kaki Tiga
milik Wen Ken Drug, warga Negara (WN) Inggris Russel Vince.
Dengan keputusan itu setiap produk yang menggunakan merek
dan logo Cap Kaki Tiga tidak lagi boleh beredar di pasaran.
Oktavian Adhar selaku kuasa hukum Russell Vince menerangkan,
putusan itu juga memerintahkan Dirjen HAKI melarang serta
menolak pihak manapun yang akan mendaftarkan lambang
dan/atau logo yang memiliki kemiripan dengan lambang dan/atau
logo Negara Isle of Man.
“BPOM juga wajib untuk melarang peredaran produk dan kemasan
Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug atau pihak mana pun yang
memiliki kesamaan pada pokoknya dengan lambang dan/atau logo
milik negara Isle of Man dan segera menarik seluruh produk dan
kemasan Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug yang masih beredar di
pasaran,” katanya dilansir Indopos (Jawa Pos Group).
“Sejak tanggal 2 September 2016 sudah dicoret merek itu,” ulas
Direktur Merek dan Indikasi Geografis Dirjen KI Kemenkumham,
Fathlurachman di Jakarta, kepada wartawan, pekan lalu.
Dia menegaskan, keputusan mencoret merek Cap Kaki Tiga
tersebut, tidak lain untuk mematuhi perintah pengadilan atau MA.
Artinya, tambah dia, siapapun tidak berhak lagi menggunakan
merek itu. “Tidak berhak gunakan merek itu lagi,” tegasnya.
BPOM mengaku belum menindaklanjuti perintah MA untuk menarik
peredaran produk tersebut.
“Kami sudah mendapatkan info itu dari media, namun kami belum
menerima surat resmi dari MA tersebut atau surat permohonan dari
pemilik yang sah. Oleh karena itu, sementara ini kami belum tindak
lanjuti,” kata Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Kosmetika dan Komplemen BPOM Ondri Dwi Sampurno.
Sesuai putusan MA RI Nomor 85PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 23
September 2015 jo Putusan No. 582K/PDT.SUS-HAKI/2013
tanggal 19 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan Niaga No.
66/Merek/2012/PN. Jkt.Pst yang diperoleh Antara, Sabtu,
menyebutkan pada pokoknya membatalkan seluruh sertifikat merek
Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug.
Bahkan dalam putusan itu memerintahkan Dirjen HAKI selaku turut
tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga
dengan mencoret pendaftaran merek dari daftar umum merek
Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dengan akibat hukumnya
dengan mencantumkan alasan dan tanggal pembatalan.
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Dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan
Undang-Undang merek yang berlaku atas sertifikat-sertifikat merek
Cap Kaki Tiga yang telah didaftarkan atas nama Wen Ken Drug,
sebut putusan tersebut.
Dia menambahkan, kliennya Russell Vince yang berkebangsaan
Inggris, memperkarakan Wen Ken Drug terkait penggunaan merek
dagang Cap Kaki Tiga, yang menyerupai lambang negara Isle of
Man di Indonesia.
Argumentasi Russel tersebut, lanjutnya, diperkuat Pasal 3 ayat (1)
dan 4, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS).
“Pengajuan gugatan di Indonesia, bukan di tempat asal Wen Ken
Drug di Singapura, karena klien kami melihat merek Cap Kaki Tiga
hanya beredar di Indonesia,” tambah Oktavian.
“Karena itu, putusan MA ini diharapkan untuk dipatuhi dan
dilaksanakan,” urainya.151
Seperti yang disampaikan oleh Oktavian Adhar, bahwa produk-
produk merek “Cap Kaki Tiga” haruslah ditarik dari pasaran. Namun
hingga pada tanggal 13 September 2016 pada saat diberitakannya
pernyataan tersebut di jawapost.com, produk-produk merek “Cap Kaki
Tiga” masih bredar di pasaran. Menurut pernyataan Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Komplemen BPOM Ondri
Dwi Sampurno, bahwa pihak BPOM belum dapat menarik produk-produk
tersebut dengan alasan belum menerima surat resmi dari MA tersebut
atau surat permohonan dari pemilik yang sah. Akan tetapi pernyataan
tentang penarikan tersebut terbantahkan oleh pernyataan Presiden
Direktur Kino Indonesia Harry Sanusi, sebagaimana yang diberitakan oleh
CNN Indonesia, berikut pernyatannya:
PT Kino Indonesia Tbk selaku pemegang lisensi minuman Cap
Kaki Tiga menyatakan bakal tetap memproduksi, mendisribusikan,
dan menjual produk tersebut kendati terjerat masalah gugatan
merek karena dinilai meniru lambang negara Isle of Man.
151 Merek Cap Kaki Tiga Ditarik Dari Pasaran. Jawapos.com. 13 September 2016.
Diakses dari (http://www.jawapos.com/read/2016/09/13/50560/merek-cap-kaki-tiga-
ditarik-dari-pasaran) pada tanggal 30 September 2016.
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Sebelumnya, Mahkamah Agung telah memerintahkan Dirjen Hak
Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk mencoret pendaftaran merek
Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug melalui putusan No : 85
PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 23 September 2015 jo Putusan MA
No.582 K/Pdt.Sus-HakI/2013 tanggal 9 Januari 2014 jo Putusan
Pengadilan Niaga No. 66/Merek/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 5
Juni 2013.
Presiden Direktur Kino Indonesia Harry Sanusi mengatakan,
menyikapi beberapa pemberitaan, terkait tentang produk Cap Kaki
Tiga, yang sudah diputuskan MA dalam perkara, ada beberapa hal
yang perlu dilakukan klarifikasi.
“Putusan tersebut di atas tidak melarang produksi, distribusi dan
penjualan produk Cap Kaki Tiga di Indonesia,” ujarnya, Kamis
(15/9).
Ia menjelaskan, produk Cap Kaki Tiga sejak tahun 1937 sudah di
produksi, didistribusikan dan dijual di Malaysia dan Singapura, dan
sejak tahun 1980 di Indonesia. Saat ini juga telah dijual di Thailand,
Brunei, Srilanka, India, dan Negara-negara lain.
“Sehingga pernyataan produk Cap Kaki Tiga hanya dijual di
Indonesia adalah tidak benar,” katanya.
Lebih lanjut, Wen Ken, sebagai pemilik merek Kaki Tiga, berterima
kasih kepada semua pihak atas perhatiannya dan akan
memastikan produk Cap Kaki Tiga akan tetap diproduksi,
didistribusikan dan dijual di Indonesia.
“Kino akan tetap menjadi licensee Wen Ken Drug dan Kino tetap
akan melakukan produksi, distribusi dan penjualan produk Cap
Kaki Tiga di Indonesia,” ujar Harry.
Menilik ke belakang, gugatan terhadap merek Cap Kaki Tiga
tersebut dilkukan oleh seorang Warga Negara Inggris bernama
Russel Vince atas seluruh sertifikat merek terebut milik Wen Ken
Drug.
Russell Vince memperkarakan Wen Ken Drug terkait penggunaan
merek dagang Cap Kaki Tiga, yang menyerupai lambang negara
Isle of Man di Indonesia. Argumentasi Russel tersebut, diperkuat
Pasal 3 ayat (1) dan 4 dalam Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS).152
Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan resmi Wen
Ken Drug yang disampaikan melalui PT. Kino Indonesia sebagai
pemegang lisensi merek “Cap Kaki Tiga” di Indonesia. Adapun pernyataan
yang diutarakan dalam website resminya sebagai berikut:
152 Giras Pasopati. “Dicoret Pengadilan, Kino Akan Tetap Jual Cap Kaki Tiga”. CNN
Indonesia. 15 September 2016. Diakses dari
(http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160915111704-92-158435/dicoret-pengadilan-
kino-akan-tetap-jual-cap-kaki-tiga/). Pada tanggal 30 September 2016.
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Menyikapi beberapa pemberitaan, terkait tentang produk
Cap Kaki Tiga, yang sudah diputuskan MA dalam perkara No : 85
PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 23 September 2015 jo Putusan MA
No.582 K/Pdt.Sus-HakI/2013 tanggal 9 Januari 2014 jo Putusan
Pengadilan Niaga No. 66/Merek/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 5
Juni 2013, ada beberapa hal yang perlu dilakukan klarifikasi.
1. Putusan tersebut di atas tidak melarang produksi, distribusi
dan penjualan produk Cap Kaki Tiga di Indonesia.
2. Perlu diketahui produk Cap Kaki Tiga sejak tahun 1937
sudah di produksi, didistribusikan dan dijual di Malaysia dan
Singapura, dan sejak tahun 1980 di Indonesia. Saat ini juga
telah dijual di Thailand, Brunei, Srilanka, India, dan Negara-
negara lain; sehingga pernyataan produk Cap Kaki Tiga
hanya dijual di Indonesia adalah tidak benar.
Wen ken, sebagai pemilik brand Kaki Tiga, berterimakasih
kepada semua pihak atas perhatiannya dan akan memastikan
produk Cap Kaki Tiga akan tetap diproduksi, didistribusikan dan
dijual di Indonesia.153
Melihat perdebatan tentang sah tidaknya predaran produk-produk
“Cap Kaki Tiga” di Indonesia. Pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual (Ditjen HAKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
juga mengeluarkan pernyatanya. Dalam hal ini diwakili Direktur Merek dan
Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Fathlurachman. Adapun isi
pernyataanya sebagai berikut:
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI)
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) belum lama ini
mencoret merek Cap Kaki Tiga dari pasar Indonesia. Langkah ini
ditempuh setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan
warga negara Inggris, Russel Vince, atas seluruh sertifikat merek
milik Wen Ken Drug.
Keputusan MA itu tertuang dalam perkara Nomor 85
PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 23 September 2015 jo Putusan MA
Nomor 582 K/Pdt.Sus-HakI/2013 tanggal 9 Januari 2014 jo Putusan
Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal
5 Juni 2013.
Menanggapi keputusan tersebut dan berbagai berita yang
dilansir sejumlah media cetak, online maupun elektronik, pihak Cap
Kaki Tiga memberikan sejumlah klarifikasi terkait putusan tersebut.
153 Pernyataan Resmi Wen Ken Drug tentang Pembatalan Merek “Cap Kaki Tiga”. 21
September 2016. diakses dari (http://www.kino.co.id/produk-cak-kaki-tiga-tetap-beredar-
di-indonesia/). 30 September 2016.
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Disebutkan bahwa putusan tersebut tidak melarang
produksi, distribusi dan penjualan produk Cap Kaki Tiga di
Indonesia. Produk Cap Kaki Tiga sudah ada sejak 1937. Produk ini
didistribusikan dan dijual di Malaysia dan Singapura dan sejak 1980
ada di Indonesia.
Produk ini juga dipasarkan ke Thailand, Brunei, Srilanka,
India, dan negara-negara lain. Sehingga, pernyataan produk Cap
Kaki Tiga hanya dijual di Indonesia adalah tidak benar.
Wen Ken, sebagai pemilik brand Kaki Tiga, memastikan
produk Cap Kaki Tiga akan tetap diproduksi, didistribusikan dan
dijual di Indonesia.154
Sementara itu Direktur Merek dan Indikasi Geografis Ditjen
Kekayaan Intelektual Fathlurachman saat dikonfirmasi wartawan
mengatakan langkah Kino Indonesia untuk melanjutkan peredaran produk
sebenarnya sah-sah saja. Hal itu dapat dilakukan sepanjang tidak ada
pihak yang melarang penggunaan logo dan memerintahkan secara resmi
untuk menarik produk di pasar.
Hal ini, lanjut dia, lain cerita apabila ada lembaga dan pihak tertentu
yang melarang menggunakan merek Cap Kaki Tiga dan mengajukan
adanya penarikan produk di pasar. Fathlurachman menambahkan
pihaknya sebagai turut tergugat telah mematuhi isi putusan MA untuk
mencoret merek Cap Kaki Tiga karena terindikasi adanya kesamaan pada
pokoknya dengan ikon negara bagian Isle of Man.
Menurut Direktur Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan
Intelektual Fathlurachman, kewenangan Ditjen HKI hanya sampai pada
aksi tersebut. Adapun dampak hukum dari pencoretan tersebut adalah
“Cap Kaki Tiga” tidak memiliki sertifikat merek terdaftar di Indonesia.
“Kalau mau mereknya kembali terdaftar di Indonesia, ya mereka harus
154 Berita Online. “Putusan MA Tak Melarang Produksi-Distribusi”. Analisa. 19 September
2016. Diakses dari (http://harian.analisadaily.com/ekonomi/news/putusan-ma-tak-
melarang-produksi-distribusi/264050/2016/09/20) 30 September 2016.
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registrasi ulang dengan tanpa logo atau mengganti logonya. Jika pihak
Wen Ken Drug mengajukan logo yang sama, sudah pasti kami akan
tolak,” tuturnya.
Setelah penulis melakukan pengamatan langsung, memang benar
hingga saat ini, sampai pada saat penulis melakukan penelitian terhadap
sengketa merek “Cap Kaki Tiga”. Penulis melakukan pengamatan
langsung terhadap predaran prodik-produk “Cap Kaki Tiga” di pasaran,
mulai dari pedagng kaki lima, minimarket, hingga ke mall-mall. Produk-
produk “Cap Kaki Tiga” masih dapat ditemukan beredar di pasaran. Oleh
karena itu, hingga saat ini penulis menganggap bahwa produksi, distribusi,
dan pemasaran dari produk-produk “Cap Kaki Tiga” hingga saat ini masih
berlangsung. Salah satu yang menjadi alasan bagi pihak Wen Ken Drug
tetap masih memasarkan produk-produk merek “Cap Kaki Tiga” adalah di
karenakan hakim dalam putusan tidak memerintahkan/memberikan
larangan terhadap produksi, distribusi dan pemasaran merek “Cap Kaki
Tiga”.
Membandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 118
PK/Pdt.Sus-HKI/2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat
03/Pdt.Sus.Merek /2014/PN.Niaga.JKT.PST, sengketa merek antara
Phiko Leo Putra dan Abdul Alek Soelystio tentang pendaftara merek
“KOPITIAM” dengan tulisan berwarna merah dengan nomor pendaftaran
IDM000305714 pada kelas 43. Adapun amar putusan dari sengketa
merek “KOPITIAM” tersebut, sebagai berikut:
DALAM POKOK PERKARA:
Menolak seluruh gugatan Penggugat;
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DALAM REKONVENSI:
1) Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2) Menyatakan Tergugat Rekonvensi: Phiko Leo Putra sebagai
pemilik merek LAU’S KOPITIAM yang tidak terdaftar;
3) Menyatakan merek LAU’S KOPITIAM milik Tergugat
Rekonvensi: Phiko Leo Putra, memiliki persamaan pada
pokoknya dengan merek KOPITIAM (IDM000030899;
IDM000302964; IDM000305714; dan IDM00035307) atas
nama Penggugat Rekonvensi, untuk jenis jasa di kelas 43;
4) Menyatakan Tergugat Rekonvensi: Phiko Leo Putra telah
melakukan perbuatan melawan hukum dengan
menggunakan secara tanpa hak merek LAU’S KOPITIAM
yang tidak terdaftar dan memiliki persamaan pada pokoknya
dengan merek KOPITIAM (IDM000030899; IDM000302964;
IDM000305714; dan IDM00035307) milik Penggugat
Rekonvensi ;
5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan
seluruh kegiatan usahanya membuka dan menjalankan
usaha di seluruh outlet/cafe/ restauran milik Tergugat
Rekonvensi yang menggunakan merek LAU’S KOPITIAM di
seluruh Indonesia;
6) Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;155
Jika melihat amar putusan majelis hakim pada sengketa merek
“KOPITIAM” di atas, setelah pendaftaran merek LAU’S KOPITIAM milik
Phiko Leo Putra dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum
dengan menggunakan secara tanpa hak merek “LAU’S KOPITIAM” yang
tidak terdaftar dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek
“KOPITIAM”. Dengan tegas dan jelas majelis hakim juga memerintahkan
Phiko Leo Putra menghentikan seluruh kegiatan usahanya membuka dan
menjalankan usaha di seluruh outlet/cafe/restauran miliknya yang
menggunakan merek “LAU’S KOPITIAM” di seluruh Indonesia. Dengan
begitu sudah sangat jelas, bahwa segala kegiatan yang melibatkan merek
LAU’S KOPITIAM harus segera dihentikan, maka apabila Phiko Leo Putra
155 Putusan Mahkamah Agung Nomor823K/Pdt.Sus-HKI/2016. hlm. 69.
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ingin menjalan usahanya kembali. Phiko Leo Putra terlebih dahulu harus
mengganti merek di seluruh outlet/cafe/restauran miliknya.
Penulis berpendapat terdapat adanya inkonsistensi majelis hakim
dalam memberikan putusan apabila dilihat dari penjelasan dan
membandingkan contoh kasus sengketa merek di atas. Menurut penulis
sekali lagi putusan hanya menjadi kemenangan di atas kertas. Dalam
Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 85
PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Juncto Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi
Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Juncto Putusan Pengadilan Niaga
Nomor 66/Merek/2012 /PN.Jkt.Pst. Pihak Russel Vince hanya
mendapatkan kemenangan di atas kertas. Sedangkan pihak Wen Ken
Drug tetap saja masih melakukan produksi, distribusi dan pemasaran
produk-produk merek “Cap Kaki Tiga”. Sampai saat ini juga belum ada
keberlanjutan dan kejelasan status terkait masih dipasarkannya produk-
produk merek “Cap Kaki Tiga” di pasaran. Baik pihak Russel Vince, Wen
Ken Drug, BPOM, Dirjen HKI, dan Pengadilan belum memberikan
kejelasan terhadap pelaksanaan putusan sengketa merek ini. Oleh karena
itu, timbul pernyataan bagi penulis, apakah merek yang telah dibatalkan
oleh putusan hakim dan berkekuatan hukum tetap, serta telah dicoret
dalam daftar umum merek masih dapat digunakan? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut, penulis mengutip pendapat dari Rahmi Jened.
Rahmi Jened berpendapat, adakalanya merek terdaftar diberikan
lisensi kemudian dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya.
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Pembatalannya telah dinyatakan oleh pengadilan negeri dengan
keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti (in krach van
gewijsde), sehingga timbul keadaan si penerima lisensi akan dirugikan
karena pembatalan itu. Dalam hal yang demikian, maka:
a. Penerima lisensi yang beritikad baik tetap berhak melaksanakan
perjanjian lisensi sampai dengan berakhirnya jangka waktu
perjanjian lisensi. Hal ini sebagai konsekuensi logis jaminan
penggunaan merek yang bersangkutan terhadap cacat hukum
atau gugatan pihak ketiga (clausula vrijwaring) yang seyogianya
diberikan oleh pemberi lisensi. Jadi, pada dasarnya si penerima
lisensi harus dapat memakai merek bersangkutan secara aman
terhadap tuntutan pihak ketiga;
b. Penerima lisensi wajib meneruskan royalty (yang seharusnya
masih wajib dilaksanakannya kepada pemberi lisensi yang
dibatalkan), melainkan royalty tersebut wajib dibayarkan wajib
dibayarkan kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan sesuai
dengan perjanjian lisensi, maka royalty dibayarkan kepada
pihak yang berhak untuk memberikan lisensi merek;
c. Dalam hal ini pemberi lisensi (atas merek yang dibatalkan)
sudah menerima sekaligus royalty dari penerima lisensi, maka
pemberi lisensi (yang dibatalkan) wajib menyerahkan bagian
dari royalty yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak
dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu
perjanjian lisensi. Dalam hal ini, sesuai perjanjian lisensi, pihak
152
pemberi lisensi yang dibatalkan wajib menyerahkan bagian dari
royalty yang telah diterimanya kepada pihak pemilik merek yang
telah berhasil meminta pembatalan merek yang
bersangkutan.156
Adapula kemungkinan, setelah adanya pembatalan merek yang
dilisensikan, ternyata si penerima lisensi (licensee) tidak ingin melanjutkan
perjanjian lisensi yang bersangkutan dengan pihak yang berhasil meminta
kembali sisa royalty bersangkutan dari pihak pemberi lisensi semula yang
kemudian di batalkan. Menganalisis lebih lanjut pendapat dari Rahmi
Jened, menurut Penulis masih terdapat ketidakjelasan tentang kemana
pihak PT. Kino Care Indonesia harus membayarkan royaltinya tersebut.
Rahmi Jened menjelaskan bahwa royalti dibayarkan kepada pihak yang
mereknya belum dibatalkan, sedangkan Isle Of Man bukanlah pemegang
merek terdaftar dan Isle Of Man bukanlah pihak yang memberikan lisensi
kepada PT. Kino Care Indonesia. Hal tersebut juga membuktikan  tidak
adanya hubungan hukum antara PT. Kino Care Indonesia dengan Isle Of
Man.Oleh karena itu, Isle Of Man pun tidak berhak menerima royalti dari
lisensi merek “Cap Kaki Tiga” yang dimiliki oleh PT. Kino Care Indonesia.
Menurut penulis perlu adanya peraturan perundang-undangan lebih lanjut
yang mengatur tentang bagaimana tata cara pembayaran dan kepada
siapa royalti tersebut harus dibayarkan oleh pihak PT. Kino Care
Indonesia.
156 Rahmi Jened II, Op. Cit., hlm. 204-205.
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Mengacu pada pendapat Rahmi Jened dan dihubungkan dengan
sengketa pembatalan pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga”. penulis
berpendapat bahwa merek “Cap Kaki Tiga”, walaupun telah dibatalkan
dan dicoret dari daftar umum merek, merek “Cap Kaki Tiga” masih tetap
dapat di pasarkan di Indonesia. Dengan beberapa ketentuan. Pertama,
yang berwenang untuk tetap dapat menggunakan merek “Cap Kaki Tiga”
adalah PT. Kino Indonesia sebagai pemegang lisensi merek “Cap Kaki
Tiga di Indonesia. Kedua,  pembayaran royalty harus dibayarkan kepada
pemilik merek yang tidak dibatalkan. Ketiga, Wen Ken Drug tidak
berwenang untuk menggunakan merek “Cap Kaki Tiga” di Indonesia,
adapun royalty yang didapatkan oleh Wen Ken Drug dari PT. Kino
Indonesia wajib di bayarkan kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan
yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.
Berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Agung Tingkat
Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Juncto Putusan
Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013
Juncto Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012 /PN.Jkt.Pst.,
maka konsekuensi yuridis lain yang mungkin akan timbul di kemudian hari
ialah bahwa segala merek baik yang belum terdaftar maupun telah
terdaftar dalam daftar umum merek yang memiliki persamaan pada
pokonya dengan lambang negara berdasarkan Pasal 6 Angka (3) Poin (b)
haruslah ditolak atau dinyatakan batal demi hukum. Walaupun tanpa
adanya gugatan dari pihak manapun, apabila diketahui bahwa suatu
merek, memiliki persamaan pada pokoknya dengan lambang negara
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direktorat Merek harus menolak dan tidak mendaftarkan merek tersebut.
Bahwa karena pendaftaran itu dilarang, maka merek yang sudah didaftar
menjadi batal demi hukum ataupun batal dengan sendirinya. Termasuk
merek yang terdapat logo lingkaran dengan tiga kaki didalamnya yang
menyerupai lambang Negara Isle of Man haruslah ditolak.
Putusan tersebut sejatinya merupakan bagian penegakan hukum.
Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan
hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak
terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang
dilanggar supaya ditegakkan kembali. Dalam melaksanakan penegakan
hukum, penegak hukum wajib menaati norma yang telah ditetapkan dan
salah satu norma yang penting dalam penegakan hukum adalah
keadilan.157
Allah SWT dalam Al-Qur’an,
 ِلْدَﻌْﻟﺎِﺑ اوُﻣُﻛْﺣَﺗ  َْنأ  ِسﺎﱠﻧﻟا  َنْﯾَﺑ  ْمُﺗْﻣَﻛَﺣ اَِذإَو
Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka
hendaklah engkau memutuskannya dengan adil…(Qs. an-Nisa’/4: 58)
Allah memerintahkan manusia berlaku adil, termasuk dalam
memutuskan suatu perkara. Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang
dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan yang
wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam hukum dapat dilihat secara nyata
dalam praktik, antara lain apabila keputusan hakim yang dijatuhkan oleh
157 Abdulkadir Muhammad. 2006. Etika Profesi Hukum. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
hlm. 115.
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aparat penegak hukum telah mampu memberikan rasa ketentraman,
kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat dan mampu
menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan hakim yang dijatuhkan
sudah adil dan wajar. Hal ini akan memberikan kepercayaan pada
masyarakat akan adanya lembaga pengadilan yang membela hak dan
menghukum yang melanggar. Apabila kondisi demikian ini telah tercapai,
hal ini akan membantu mencegah timbulnya praktik main hakim sendiri
yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak puas akan keputusan
hakim.158
Manusia dalam menetapkan hukum harus diputuskan dengan adil,
sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT, tidak memihak kecuali
kepada kebenaran, tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang
melanggar dan tidak menganiaya walau terhadap lawan, dan tidak pula
memihak walau kepada teman.159
Sengketa pembatalan pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga dalam
Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 85
PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor Tingkat
Kasasi 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo Putusan Pengadilan Niaga Nomor
66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst yang melibatkan Russel Vince dan Wen Ken
Drug. Dalam putusan tersebut penulis menilai tidak terdapat keadilan
dalam hal dinyatakannya Russel Vince sebagai pihak yang mempunyai
158 Sakka Pati, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif
Keadilan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin: Disertasi, 2015, hlm. 1.
Sebagaimana dikuti dari Edy Parajai. 2016. Skripsi: Analisis Yuridis Terhadap
Penyelesaian Sengketa Merek Kopitiam. Makassar: Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin. hlm. 77-78.
159 Ibid., hlm. 2.
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Legal Standing dalam sengketa merek Cap Kaki Tiga atas dasar
kemiripan dengan lambang negara Isle Of Man.
Sejatinya rezim hak kekayaan intelektual bertujuan untuk
mengurangi distorsi dan hal-hal menyulitkan kemajuan bagi perdagangan
internasional sesuai yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) TRIPs. Dengan
dinyatakannya Russel Vince sebagai pihak yang mempunyai Legal
Standing dalam sengketa merek Cap Kaki Tiga atas dasar kemiripan
dengan lambang negara Isle Of Man, bukannya akan menggambarkan
ketegasan Pemerintah Indonesia dan Para Penegak Hukumnya dalam
penegakan peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia.
Justru ketiadaan kepentingan hukum dengan secara sembarangan
menggugat dalam praktik negara maju dapat diangap sebagai penghinaan





Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab
sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis akan menarik
kesimpulan
sebagai berikut :
1. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 6 ayat (3) huruf
(b); Pasal 69 Jo. Penjelasan Pasal 5 huruf (a) dari UUM 2001,
serta berdasarkan prinsip National Treatment Pasal 4 TRIPS
(Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan
Intelektual/ Agreement on Trade in Counterfeit Goods). Juga
berdasarkan penjelasan dari Isle of Man Government International
Relations Framework Document dan Framework for developing
the international identity of the Isle of Man, maka penulis
berpendapat bahwa Russel Vince yang merupakan seorang
berkewarganegaraan Inggris tidak memiliki Legal Standing
sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan
pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga” milik Wen Ken Drug. Juga
berdasarkan prinsip point d’interest, point d’action, Russel Vince
tidaklah memiliki kepentingan hukum langsung maupun tidak
langsung terhadap objek gugatan. Seharusnya pihak yang
memiliki kepentingan (Legal Standing) mengajukan pembatalan
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pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga” adalah negara Isle of Men
(colony Negara Inggris) yang merasa Lambang/Symbol/Mata
Uang negaranya di tiru oleh Wen Ken Drug dan dalam
pelaksanaanya diwakili oleh Departemen Kehakiman Negara
Inggris.
2. Konsekuensi yuridis dari putusan Putusan Mahkamah Agung
Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo
Putusan Mahkamah Agung Nomor Tingkat Kasasi 582 K/Pdt.Sus-
HaKI/2013 Jo Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek
/2012/PN.Jkt.Pst., dengan dibatalkannya merek “Cap Kaki Tiga”,
berarti dihapuskannya merek “Cap Kaki Tiga” dalam daftar umum
merek, dan dengan dihapuskannya suatu merek dalam daftar
umum merek, maka konsekuensi yuridis yang timbul adalah
berakhirnya masa perlindungan terhadap merek “Cap Kaki Tiga”.
Berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek “Cap Kaki Tiga”,
maka berakhir pula hak-hak (hak ekslusif dan hak eksploitasi)
yang melekat terhadap merek tersebut. Sehingga Wen Ken Drug
sebagai pemilik merek “Cap Kaki Tiga”, tidak dapat mengenalkan
atau membedakan hasil produksi yang dihasilkannya dengan
produk dari pihak lain karena apabila terdapat kesamaan-
kesamaan dengan pihak lain Wen Ken Drug tidak memiliki
kemampuan untuk melakukan gugatan. Tidak dapat
mempromosikan produk yang terdaftar atas merek “Cap Kaki
Tiga” secara spesifik kepada khalayak umum dengan
159
menyebutkan merek dagang “Cap Kaki Tiga”. Tidak dapat
memberikan jaminan kepada konsumen atas produk-produk
dalam hal ini jika mengacu pada merek “Cap Kaki Tiga” mengenai
standar mutu dan kualitas dari produk-produk “Cap Kaki Tiga”
yang selama ini telah dinilai memuaskan oleh para konsumen dan
terpercaya selama ini. Tidak dapat menunjukkan asal dari barang
atau produk-produk yang telah dihasilkan dari Wen Ken Drug.
Konsekuensi yuridis lain yang ditimbulkan adalah bahwa setiap
merek yang menggunakan logo tiga kaki didalamya haruslah
ditolak. Sebab terdapat kesamaan pada pokoknya dengan
Lambang/Symbol/Mata Uang Negara Isle of Man.
B. Saran
1. Penulis berpendapat kurangnya pemahaman Majelis Hakim yang
menangani perkara merek “Cap Kaki Tiga” dengan dinyatakannya
Russel Vince sebagai pihak yang memiliki Legal Standing, serta
inkonsistensi hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa-
sengketa merek yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis
menyarankan perlu adanya pelatihan, pembinaan dan
peningkatan kompetensi hakim dibidang hak kekayaan intelektual,
khususnya mengenai masalah merek. Diharapkan Majelis Hakim
baik dalam tingkat pengadilan niaga maupun mahkamah agung
yang menangani sengketa merek dapat lebih konsisten dalam
memberikan putusannya, agar tidak menimbulkan kekaburan
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dalam pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan sengketa
merek.
2. Perlu adanya pembentukan kerjasama antara Kementerian
Hukum dan Ham Republik Indonesia khususnya Ditjen HKI
dengan organisasi Internasional di bidang HKI seperti WIPO dan
WTO. Hal tersebut ditujukan untuk membantu Direktorat Merek
dalam mengidentifikasi lambang/ symbol/ mata uang dari suatu
negara tertentu, agar tidak terjadi kesalahan lagi dalam proses
persetujuan atau penolakan permohonan pendaftaran suatu
merek.
3. Permasalahan yang sering terjadi dari suatu sengketa dibidang
perdata khususnya merek adalah eksekusi terhadap putusan.
Tidak sedikit putusan yang hanya menjadi kemenangan diatas
kertas, dikarenakan sulitnya dalam pelaksanaan terhadap
eksekusi putusan tersebut. Oleh karena itu penulis mengharapkan
adanya lembaga yang bertugas untuk menaungi, mengawasi, dan
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